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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin  :
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidak Dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث s|a s| es (dengan titik di atas)
ج jim J je
ح h{a h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z|al z| zet (demgam titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titit di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
xi
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w We
ه ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ي ya ya ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :




Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
xii
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fath}ah dan ya ai a dan i





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama
fath}ah dan alif
atau ya
a> a dan garis di atas
kasrah dan ya i>> i dan garis di atas
d}ammah dan wau u> u dan garis di atas
Contoh :
 ت ﺎﻣ : ma>ta
  ﻰﻣر : rama>
   ﻞﯿﻗ : qi>la
تﻮﻤﯾ : yamu>tu
4. Ta marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu : ta marbu>t}ah yang hidup atau
mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta
marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].
xiii
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah
itu ditransliterasikan dengan (h).
Contoh :
ل ﺎﻔط ءﻻا ﺔﺿور : raud}ah al-atfa>l
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾ ﺪﻤﻟا : al-madi>nah al-fa>d}ilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : al-h}ikmah
5. Syaddah (tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d (    ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh :
ﺎﻨﺑر : Rabbana>
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(         ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
Contoh :
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘aliyy aau ‘aly)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contohnya :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
xiv
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’muru>na
8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisah bahasa Indonesida, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), sunnah, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab,
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh :
Fi> Z>ila>l al-Qur’a>n
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mud }a>filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh :
ﷲ ﻦﯾ د : di>nulla>h
Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata disandarkan kepada lafz} al-jala>lah,
ditransliterasi dengan huruf (t).
Contoh :
 ﻢھﷲ ﺔﻤﺣر ﻲﻓ : Hum fi> rah}matillah
xv
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, makah huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-. Baik ketika
ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh :
Wa ma> Muh}ammadun illa}> rasu>l
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu>
(Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contohnya :
Abu> al-wali>d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi; Ibnu Rusyd,
Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
ABSTRAK
Nama : Mukhtaruddin Bahrum
Nim : 80100310066
Konsentrasi : Syari’ah/Hukum Islam
Judul Disertasi : Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah menurut KHI (Studi
Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Persfektif Fikih).
Disertasi ini Mengangkat tiga permasalahan, yaitu: Apa faktor-faktor
penyebab terjadinya nikah sirri yang bermohon isbat nikah  pada pengadilan agama
provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar ?
Bagaimana penetapan serta pertimbangan majelis hakim dalam melegalkan pernikahan
sirri melalui isbat nikah pada Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar ? Bagaimana mengantisipasi
penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah ?
Masalah ini disorot dengan penelitian kualitatif menggunakan metode studi
kasus, ditinjau melalui pendekatan yuridis, pendekatan teologis normatif, pendekatan
sosiologis dan pendekatan historis. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder dengan sumber data : data tertulis, data dokumentasi dan data lapangan.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah
data terkumpul, dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan
permohonan isbat nikah adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan : (1) fikih
sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) Silariang; (3)
Kelalaian imam; (4) Pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang
untuk melaksanakan perkawinan; (5) Pernikahan diluar negri. Majelis Hakim pada
Pengadilan Agama melegalkan pernikahan sirri melalui isbat nikah dengan
pertimbangan : (1) Maslahat;  (2) Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3)
pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4)Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) Pernikahan sirri tanpa muatan
konflik  ; (6) Pendekatan qauli. Acara yang dilakukan untuk mengantisipasi
penyelundupan hukum dalam isbat nikah adalah mengumumkan permohonan isbat
nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan
yang jelas, permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius, pihak yang dirugikan
terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, intervensi
selama masih dalam proses serta dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila
permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.
Pembatasan isbat nikah pada peraturan perundang-undangan sudah tidak
sesuai lagi rasa keadilan masyarakat. Pelaku nikah sirri dapat saja mengajukan isbat
nikah walaupun pernikahannya setelah berlakunya undang-undang perkawinan.
Pembatasan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak kondusif
lagi. Terlebih bila mengingat bahwa isbat nikah merupakan pencatatan perkawinan
dalam bentuk yang lain.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi
seorang muslim. Salah satu yang dijelaskan hampir secara terperinci dari kedua sumber
tersebut adalah perkawinan.1 Mulai dari proses peminangan, akad nikah, hingga cara
bergaul dengan suami istri. Pernikahan mendapatkan penjelasan yang demikian, salah
satu alasannya karena syariat Islam memandang seks sebagai sesuatu yang penting dan
harus disalurkan secara beradab melalui pernikahan.
Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, persoalan pertama yang timbul sejak
diturunkannya Nabi Adam a.s. ke Bumi adalah pertengkaran mengenai perkawinan
antara putra Nabi Adam a.s.yakni Qabil dan Habil. Dikisahkan bahwa Nabi Adam a.s.
mempunyai anak yang masing-masing dilahirkan oleh istrinya kembar dua, terdiri dari
laki-laki dan perempuan. Lahir pertama, Qabil dengan saudari kembarnya perempuan,
lahir kedua Habil dengan saudari kembarnya. Nabi Adam a.s. bermaksud menjodohkan
masing-masing anaknya secara bersilang. Qabil dengan saudari kembar Habil dan Habil
dengan saudari kembar Qabil. Kebetulan, saudari kembar Qabil adalah wanita cantik
sehingga ketika Nabi Adam akan mengawinkannya dengan Habil, Qabil menolaknya.2
Hikmah  dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman hidup, rasa
cinta dan kasih sayang, tolong menolong dan mempererat silaturrahim. Ketentraman
hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Kebutuhan hidup
1Muammar Bakry, Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi
Kaidah Prioritas Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. v.
2 Afif Abdullah, Ma‘a al-Anbiya> fi> Al-Qura>n al-Kari>m, Terj. Tamyiez Dery, Hery Noer Aly
dan Hassan Dzinnuri, Nabi-Nabi dalam al-Qur’an (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1985),  h. 72-75.Buku
tersebut menjelaskan keterkaitan peristiwa tersebut dengan Q.S al-Maidah/5 : 27-30
2yang diperoleh melalui pernikahan ialah kebutuhan biologis, materi, psikologis,
keturunan, ibadah dan pahala, serta kebutuhan amar makruf nahi mungkar.3
Secara fitrah sejak diciptakannya manusia, laki-laki tertarik terhadap
perempuan dan sebaliknya. Rasa tertarik itu menunjukkan adanya kebutuhan yang
harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan mendekatkan diri
terhadap sang Khalik.4 Memiliki keturunan, kemudian menyaksikan pertumbuhan anak
mulai dari belum lahir, masa kehamilan hingga sang anak dewasa mengantar pada
penambahan keyakinan keberadaan Allah swt. Hal tersebut menjadi salah satu yang
menjadikan pernikahan adalah ibadah.5 Ibadah yang dimaksud bukan ibadah mahdah.
Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia
lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan
sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah
negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh
masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika
keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang
menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik.
Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa
keluarga.6
Bercerai berainya sebuah bangunan keluarga dan keterpurukannya dalam
kehancuran adalah karena tidak diperhatikannya lagi hak-hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh masing-masing individu dalam keluarga antara yang satu dengan
3Umay M. Djafar Shiddieq, Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur’an dan
Sunnah (Cet. I; Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 13-23.
4Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.
5Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam selanjutnya disebut Dunia
(Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.23
6Mahmud Muhammad al-Jauhari, al-Akhawa>t al- Muslima>t wa Bina> al-Usrah al-
Qur’a>niyyah. Terj. Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Membangun Keluarga Qur’ani
Panduan untuk Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 3.
3yang lainnya. Bila demikian keadaannya kezhaliman dan kesewenang-wenangan akan
terjadi di dalamnya.
Dasar hukum nikah ialah mubah7, namun hukum nikah dapat berubah menjadi
wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi, bila
tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan
zina) baginya.8
Dengan pernikahan, hal-hal yang menimbulkan patologi sosial akan dapat
terhindar. Karena itu Rasulullah saw. mewanti-wanti :
 ْﻦَﻋ َﺔَﻤَﻘْﻠَﻋ َلَﺎﻗﺎَﻨ ْـﻴَـﺑَﺎَﻧأﻲِﺸَْﻣأ َﻊَﻣ ِﺪْﺒَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟا ُﻪْﻨَﻋ َلﺎَﻘَـﻓﺎﱠﻨُﻛ َﻊَﻣ ﱢِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلﺎَﻘَـﻓ ْﻦَﻣ َعَﺎﻄَﺘْﺳا َةَءﺎَﺒْﻟا ْجﱠوَﺰَـﺘَﻴْﻠَـﻓ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ﱡﺾََﻏأ
 ِﺮَﺼَﺒِْﻠﻟ ُﻦَﺼْﺣَأَو ِْجﺮَﻔِْﻠﻟ ْﻦَﻣَو َْﱂ ْﻊِﻄَﺘْﺴَﻳ ِﻪْﻴَﻠَﻌَـﻓ ِمْﻮﱠﺼﻟِﺎﺑ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ُﻪَﻟ ٌءﺎَﺟِو9
Artinya :
Dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah
radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw.. yang ketika
itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga),
hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan
pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak
sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan
menjadi benteng baginya".10
Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Salah satu yang
diperdebatkan dalam hal syarat dan rukunnya adalah pencatatan pernikahan. Apakah
pencatatan tersebut termasuk dalam syarat dan rukun ? Atau sesuatu yang tidak perlu
dilaksanakan ? Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas
dalam al-Qur’an dan hadis mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fikih klasik tidak
mengenal adanya pencatatan perkawinan.11
7Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia selanjutnya disebut Hukum (Cet. II; Jakarta:
Kencana, 2007), h.43
8Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh selanjutnya disebut fiqh (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010),
h. 78.
9Al-Ima>m Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugi>rah Al-Bukha>ri, S}ahih al-Buhka>ri,
Juz 1 (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-ilmiyah, 1992), h.587.
10Hadis Encyclopedia Ver. I [CD ROM], Harf  Information Technology Company, 2000, semua
terjemahan hadis pada penelitian ini bersumber dari CD ROM ini.
11Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta:
Prenada Media, 2004), h.120.
4Dewasa ini, pernikahan yang tidak dicatat lazimnya disebut dengan nikah
sirri. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki
pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui
perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih
khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat
keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.12
Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-
masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekcokan
di antara mereka, atau salah satu pasangan tidak bertanggung jawab, maka yang lain
dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-
masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan
hukum yang telah mereka lakukan.13
Pasangan nikah sirri akan sulit mengurus berbagai dokumen yang diperlukan
yang membutuhkan bukti surat nikah. Anak dari pernikahan sirri, akan sulit mengikuti
pendidikan formal misalnya sekolah dasar (SD). Dalam persyaratan untuk menjadi
siswa SD, akta kelahiran  mutlak harus dimiliki. Ironisnya akta kelahiran hanya bisa
keluar, bila terdapat buku nikah. Pernikahan sirri tidak memiliki hal tersebut. Suami
dan Istri pun mengalami kendala, misalnya ketika akan menjadi Tenaga Kerja
12Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat
Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan
Lainnya di Negara Hukum Indonesia selanjutnya disebut Himpunan (Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2004), h. 346.
13Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),
h. 107
5Indonesia (TKI) atau akan menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima.14 Salah
satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas keimigrasian
adalah buku nikah.
Pemicu nikah sirri, bisa jadi disebabkan karena sulitnya memenuhi
persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA mulai dari persoalan administratif hingga
masalah biaya. Namun kadang-kadang pula karena perempuan yang akan dinikahi akan
dijadikan istri yang berikutnya. Kendala-kendala dalam pendaftaran nikah tersebut,
pada akhirnya akan merugikan suami, istri dan anak.
Pencatatan pernikahan, pada dasarnya salah satu upaya mengurangi terjadinya
perceraian rumah tangga. sebab dengan pernikahan pasangan tersebut telah tercatat di
kantor KUA, akan ada upaya-upaya mediasi atau pembinaan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, agar pasangan tersebut tidak melakukan
perceraian. Karena itulah pencatatan pernikahan menjadi sesuatu yang penting.
Walaupun telah disosialisasikan pentingnya dan harusnya pencatatan
pernikahan semenjak masa kolonial Belanda yang diatur dalam Huwelijksordonatie S.
1929 No. 384 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie S. 1933 No. 98
dan Huwelijksordonatie Buitange15 dan semenjak Tahun 1946 dengan lahirnya
Undang-Undang RI. No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk  jo.
Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 1954 maupun dalam Undang-Undang RI. No. 1
Tahun 197416, serta PP RI. No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
14Masalah lain yang dihadapi dalam pernikahn sirri adalah timbulnya konflik antara istri
pertama (resmi) dan istri kedua (tidak resmi). Hal tersebut diceritakan oleh dr. Boyke ketika bertugas
sebagai  dokter di Masamba, suatu hari, dr. Boyke didatangi seorang perempuan yang kepanasan karena
organ intimnya penuh dengan sambal. Ternyata hal tersebut terjadi akibat nikah sirri, perempuan tersebut
kedapatan oleh istri pertama sehingga akhirnya ia ditelanjangi dan dimasukkan sambal ke dalam organ
intimnya. Lihat Boyke, Rahasia Pasien Mistri Dokter (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 5-6.
15Tertera dalam pertimbangan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan
Nikah Talak dan Rujuk.
16Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet.IV; Jakarta:
Bulan Bintang, 2004), h. 48.
6nikah sirri tidak dapat dihapus dan dihilangkan, bahkan semakin ramai di media.
Hampir semua kalangan di masyarakat melakukan hal tersebut, mulai dari Menteri,
Anggota Dewan, Bupati, Kyai, dan lain sebagainya. Misalnya, Mantan Menteri
Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manuarfa nikah sirri pada tahun 2009 di
Sukabumi dengan perempuan yang berinisial NE yang biasa dipanggil dengan Neng.17
Demikian pula nikah massal sejumlah 404 pasangan yang diadakan dalam rangka hari
ulang tahun ke-404 Makassar pada 20 November 2011 didominasi oleh pasangan yang
nikah sirri.18
Dari persoalan tersebut, akankah karena kesalahan yang dilakukan oleh suami
atau istri yang tidak mencatatkan pernikahannya, kerugian-kerugian terhadap anak
tidak dapat ditemukan solusinya? Anak yang tidak memiliki daya dan juga pilihan
mestikah menerima derita seumur hidupnya? Akankah karena persoalan tersebut anak
tidak mendapatkan pendidikan? Apakah suami atau istri yang pada dasarnya ingin
melakukan pencatatan namun terjebak oleh kesalahan oknum PPN yang tidak
melaporkan pernikahannya, akan menanggung akibat tersebut ?
Padahal Rasululah saw. menunda sanksi pidana bagi pelaku zina karena untuk
menyelamatkan anaknya. Hal ini dapat dipahami dari hadis berikut ini:
 ْﻦَﻋ َنَاﺮْﻤِﻋ ِﻦْﺑ ٍْﲔَﺼُﺣ ﱠَنأ ًَةَأﺮْﻣا ْﻦِﻣ َﺔَﻨ ْـﻴَﻬُﺟ ْﺖَﻓَﺮَـﺘْﻋا َﺪْﻨِﻋ ﱢِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَوَﺎﻧﱢﺰﻟِﺎﺑ ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ ﱢﱐِإﻰَﻠْـﺒُﺣﺎَﻋَﺪَﻓ ﱡِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو
ﺎَﻬﱠـِﻴﻟَو َلﺎَﻘَـﻓ ْﻦِﺴْﺣَأﺎَﻬْـَﻴِﻟإاَذَِﺈﻓ ْﺖَﻌَﺿَوﺎَﻬَﻠَْﲪ ِﱐِْﱪْﺧََﺄﻓ َﻞَﻌَﻔَـﻓ َﺮَﻣََﺄﻓَﺎ ِ ْتﱠﺪُﺸَﻓﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋﺎَﻬُـﺑﺎَِﻴﺛ ﱠُﰒ َﺮََﻣأﺎَﻬ ِْﲨَﺮِﺑ ْﺖَِﲨُﺮَـﻓ ﱠُﰒﻰﱠﻠَﺻﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ َلﺎَﻘَـﻓ ُﻪَﻟ ُﺮَﻤُﻋ
 ُﻦْﺑ ِبﺎﱠﻄ َْﳋاَﺎﻳ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﺎَﻬَـﺘَْﲨَر ﱠُﰒﻲﱢﻠَﺼُﺗﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ َلﺎَﻘَـﻓ ْﺪَﻘَﻟ ْﺖَﺑَﺎﺗ ًَﺔﺑْﻮَـﺗ ْﻮَﻟ ْﺖَﻤِﺴُﻗ َْﲔَـﺑ َﲔِﻌْﺒَﺳ ْﻦِﻣ ِﻞَْﻫأ ِﺔَﻨﻳِﺪَﻤْﻟا ْﻢُﻬْـﺘَﻌِﺳَﻮَﻟ ْﻞَﻫَو َتْﺪَﺟَوﺎًﺌْﻴَﺷ
 َﻞَﻀَْﻓأ ْﻦِﻣ َْنأ ْتَدﺎَﺟﺎَﻬِﺴْﻔَـِﻨﺑ ِﻪﱠِﻠﻟ َلَﺎﻗُﻮَﺑأﻰَﺴﻴِﻋاَﺬَﻫ ٌﺚﻳِﺪَﺣ ٌﻦَﺴَﺣ ٌﺢﻴِﺤَﺻ19
Artinya :
Dari Imra>n bin Husain bahwa ada seorang wanita dari Juhainah berada di
sebelah Nabi saw.. mengaku telah berzina seraya berkata; Sesungguhnya
17http://id.berita.yahoo.com/menpera - digugat - cerai – karena -nikah-siri-042945688.html, 4
November 2011
18http://www.analisadaily.com/news/read/2011/11/21/22589/404_pasangan_rtm_ikut_nikah_
massal_gratis/, 10 Desember 2011.
19Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmi>zi, Sunan Tirmi>zi, Juz. II (Semarang: Toha Putra), h.
445-446.
7aku hamil. Maka Nabi saw.. memanggil walinya seraya bersabda: "Berbuat
baiklah kepadanya, jika ia telah melahirkan, kabarilah aku." Wali itupun
mengabari Rasulullah (bahwa anaknya telah melahirkan). Kemudian
Rasulullah memanggilnya, dan menyuruhnya untuk mengencangkan
pakaiannya, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya, lalu ia pun
dirajam, kemudian beliau menshalatinya. Umar bin Al Khaththab bertanya
kepada beliau; Wahai Rasulullah, engkau telah merajamnya, namun engkau
menshalatinya? Beliau menjawab: "Sungguh, ia telah bertaubat dengan
suatu taubat yang sekiranya dibagikan di antara tujuh puluh penduduk
Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati
sesuatu yang lebih utama dari orang yang mempersembahkan dirinya untuk
Allah?" Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.
Demikian pula kasus wanita ghadimiyah yang berzina. Rasul menunda sanksi
pidana dengan menyuruhnya pulang karena pertimbangan anak. Namun karena
keinginannya untuk taubat dan tetap minta untuk disucikan dengan pelaksanaan hukum
zinanya, maka akhirnya disuruh datang setelah bayinya dapat makan sendiri.20
Penundaan penjatuhan sanksi pidana tersebut karena anak merupakan amanah
sekaligus karunia Allah swt. anak sebagai kekayaan yang paling berharga dibandingkan
dengan kekayaan harta lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Allah swt. harus
senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun
1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dilihat dari
sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa
depan bangsa pada masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.21
20DEPAG RI., Analisa Hukum Islam tentang Anak diluar Nikah,selanjutnya disebut Analisa
(Jakarta: t.p., 2004), h. 32.
21Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.vii.
8Anak pulalah yang akan mengantar seseorang memiliki jaminan masuk surga.
Rasulullah saw. bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Nasai.
 ْﻦَﻋ ِﰊَأ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﱠَنأ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلَﺎﻗ َﻻ ُتُﻮَﳝ ٍﺪَﺣَِﻷ ْﻦِﻣ َﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ٌَﺔﺛَﻼَﺛ ْﻦِﻣ ِﺪَﻟَﻮْﻟا ُﻪﱠﺴَﻤَﺘَـﻓ ُرﺎﱠﻨﻟا ﱠﻻِإ َﺔﱠﻠَِﲢ ِﻢَﺴَﻘْﻟا22
Artinya :
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw.. bersabda: "Tidaklah tiga anak
milik salah seorang dari kaum Muslimin meninggal dunia, lalu ia tersentuh
api neraka, kecuali sebatas melewatinya saja, yang Allah telah bersumpah
siapapun akan melewatinya."
Demikian juga anak sebagai amal jariah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah
riwayat Muslim.
 َﻋ ْﻦ ِﰊَأ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﱠَنأ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلَﺎﻗاَذِإ َتﺎَﻣ ُنﺎَﺴْﻧ ِْﻹا َﻊَﻄَﻘْـﻧا ُﻪْﻨَﻋ ُﻪُﻠَﻤَﻋ ﱠﻻِإ ْﻦِﻣ ٍَﺔﺛَﻼَﺛ ﱠﻻِإ ْﻦِﻣ ٍﺔَﻗَﺪَﺻ ٍَﺔِﻳرﺎَﺟ َْوأ ٍﻢْﻠِﻋ ُﻊَﻔَـﺘْﻨُـﻳ ِِﻪﺑ
 َْوأ ٍﺪَﻟَو ٍﺢِﻟﺎَﺻﻮُﻋَْﺪﻳ ُﻪَﻟ23
Artinya :
Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw.. bersabda: "Apabila salah seorang
manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga
perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih
yang selalu mendoakannya."
Salah satu solusi yang dapat ditempuh pada pernikahan sirri agar tidak
merugikan bagi suami, isteri dan anak, adalah isbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.
Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
22Al-Ima>m Abi Abdi al-Rahma>n Ahmad bin Suaib al-Nasa>’i, Sunan an-Nasa>’i>, Juz. II
(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah), h.24-25.
23Al-Ima>m Abi al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}ih Muslim, Juz.
II (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 1255.
9d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1
Tahun 1974 dan,
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7) 24
Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur
dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan
yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan pernikahan yang belum dicatat, dan
dengan alasan-alasan tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan secara
administratif.25
Berdasarkan aturan tersebut, tidak ditemukan kemungkinan nikah sirri untuk
diisbatnikahkan di Pengadilan Agama. Pemahaman tersebut dipahami secara mafhum
ga>yah26 dari ayat “d” (adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian pernikahan yang terjadi setelah Tahun
1974 tidak dimungkinkan untuk diisbatkan. Kecuali dalam rangka perceraian,
hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan ketika perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974.
24Muhammad Amin Suma, Himpunan, op.cit., h. 376
25Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet. II; Jakarta:
Kencana, 2004), h. 37
26Mafhum ga>yah merupakan salah satu macam dari Mafhum Mukhalafah. Mafhum
mukhalafah ialah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas (mant}uq
bih) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nas (maskut anhu). Sedangkan Mafhum ga>yah yaitu
menetapkan lawan hukum bagi maskut anhu dengan melalui suatu ga>yah (batasan) yang terdapat dalam
mant}uqbih. Misalnya,  Q.S al-Baqarah/2:187
...                                 ...
Terjemahnya : ...dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu
fajar...
Mafhum ga>yahnya ialah keharaman makan dan minum setelah ga>yah (batasan) yaitu terbentangnya fajar.
Lihat Muhktar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Cet. I; Bandung:
al-Ma’arif, 1986), h. 310-314.
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Namun sungguh ironis, nikah sirri hanya dimungkinkan untuk dilegalisasi jika
ingin bercerai. Mengapa isbat nikah tidak mengakomodir nikah sirri yang justru ingin
agar perkawinan tersebut langgeng dan diakui oleh negara. Padahal ikatan pernikahan
yang terjadi dikalangan umat agama lain telah dipandang sah oleh syariah, baik Ahl al-
Kitab maupun penyembah berhala. Ayat Q.S. al-Lahab/111; 1-5, yang mengisahkan
Abu Lahab bersama keluarganya, menyebut istrinya dengan kata ‘Imraatuh’ yang
berarti istri yang sah.27 Faktanya, Abu Lahab dan istrinya kawin di zaman jahiliyah
dengan cara jahiliyah yang paganis. Nabi pun memandang pernikahan orang-orang
Arab pada zaman jahiliyah itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari
pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka. Karena
itulah, ketika Aljam al-Ghafir masuk Islam pada zaman itu, Nabi saw. tidak
memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan istrinya. Sekiranya
nikah yang dilakukan mereka pada zaman jahiliyah itu batal, dan keluarganya pun
dianggap tidak sah, maka tentu Rasulullah saw. memerintahkan Aljam al-Ghafir
kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam.28
Rasululah saw. lahir dari keluarga Abdullah dan Aminah, yang
perkawinannya terjadi pada zaman Jahiliyah. Hal itu berarti perkawinan jahiliyah tetap
sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh syariah. Al-Qur’an juga mengakui hal itu,
sehingga anak-anak generasi jahiliyah tetap sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh
syariah. Al-Qur’an juga mengakui hal itu, sehingga anak-anak generasi jahiliyah yang
menjadi muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan wanita-wanita jahiliyah yang
27Istri Abu Lahab bernama Arwa, saudara perempuan dari Abu Sufyan bin Harb dan digelari
juga dengan Ummu Jamil. Abu Sufyan adalah salah seorang pemuka masyarakat Makkah pada masa
menjelang kenabian. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan sangat anti kepada Nabi saw.. Lihat Quraish
Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an , Vol. 15 selanjutnya disebut Tafsir
Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 707. Quraish Shihab, Tafsir al-Qur’an al-Karim Tafsir atas
Surat-surat Pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu selanjutnya disebut Tafsir al-Qur’an (Cet. II;
Bandung: Pustaka Hidayah, 1997) h. 370.
28Hamka Haq, Islam Rahmah Untuk Bangsa (Cet. I; Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia,
2009),, h. 247.
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sudah dinikahi oleh bapaknya, sebab mereka telah menjadi ibu tiri yang sah. Hal itu
berarti al-Qur’an mengakui sahnya pernikahan umat agama lain pada zaman jahiliyah,
meskipun maharnya ketika itu adalah babi dan khamar.29
Sebuah aturan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan agak lambat
mengikuti perkembangan dan perubahan, hal ini bila dibandingkan dengan putusan atau
penetapan yang dikeluarkan oleh hakim. Lambatnya aturan mengikuti perkembangan
masyarakat salah satunya disebabkan panjangnya proses politik yang mesti dilalui.
berbeda dengan putusan hakim yang diharuskan menyelesaikan perkara yang masuk di
Pengadilan Agama tidak lebih dari 6 bulan.30
KHI disusun melalui tahapan yang panjang dan dilakukan dengan
menggunakan beberapa jalur: Penelaahan 38 kitab fikih yang dilakukan oleh beberapa
IAIN, penelaahan yurisprudensi peradilan agama, wawancara dengan sejumlah ulama
yang tersebar di Indonesia, dan kajian perbandingan tentang Hukum Keluarga di
Maroko, Mesir dan Turki. Di samping itu KHI memperhatikan aspek-aspek historis dan
kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.
KHI disusun melalui surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri
Agama. Secara resmi, KHI merupakan hasil konsensus (ijmak) ulama dari berbagai
golongan melalui media lokakarya yang mendapat legalitas dari kekuasaan negara.31
KHI merupakan hasil ijtihad dan hasil ijtihad selalu mengandung unsur tempat
dan waktu. Dengan demikian bersifat temporal di samping esensinya yang bersifat
sakral  dan universal. Karena itulah pada pasal terakhir di KHI yakni pasal 229 KHI
disebutkan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya
29Ibid.
30Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
(Jakarta: t.p., 2010), h. 26
31Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Cet. I; Bandung,
PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 28.
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wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.32
Rasulullah saw.. menekankan berijtihad, termasuk para hakim hal tersebut
dipahami dari hadis yang bersumber dari beberapa orang penduduk Himsh riwayat Abu
Daud :
 ْﻦَﻋ ٍسَﺎُﻧأ ْﻦِﻣ ِﻞَْﻫأ َﺺِْﲪ ْﻦِﻣ ِبﺎَﺤْﺻَأ ِذﺎَﻌُﻣ ِﻦْﺑ ٍﻞَﺒَﺟ ﱠَنأ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَوﺎ ﱠﻤَﻟ َدَاَرأ ْنَأ َﺚَﻌْـﺒَـﻳاًذﺎَﻌُﻣ َﱃِإ ِﻦَﻤَﻴْﻟا َلَﺎﻗ َﻒْﻴَﻛ
ﻲِﻀْﻘَـﺗاَذِإ َضَﺮَﻋ َﻚَﻟ ٌءﺎَﻀَﻗ َلَﺎﻗﻲِﻀَْﻗأ ِبﺎَﺘِﻜِﺑ ِﻪﱠﻠﻟا َلَﺎﻗ ْنَِﺈﻓ َْﱂ ْﺪَِﲡ ِﰲ ِبﺎَﺘِﻛ ِﻪﱠﻠﻟا َلَﺎﻗ ِﺔﱠﻨُﺴَِﺒﻓ ِلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلَﺎﻗ ْنَِﺈﻓ َْﱂ ْﺪَِﲡ
 ِﰲ ِﺔﱠﻨُﺳ ِلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َﻻَو ِﰲ ِبﺎَﺘِﻛ ِﻪﱠﻠﻟا َلَﺎﻗ ُﺪِﻬَﺘْﺟَأﻲِْﻳَأر َﻻَوﻮُﻟآ َبَﺮَﻀَﻓ ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ُﻩَرْﺪَﺻ َلَﺎﻗَو
 ُﺪْﻤَْﳊا ِﻪﱠِﻠﻟيِﺬﱠﻟا ﱠﻓَو َﻖ َلﻮُﺳَر ِلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﺎَﻤِﻟﻲِﺿْﺮُـﻳ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا33
Artinya :
Dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat
Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah saw.. ketika akan mengutus Mu'adz bin
Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan
apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz
menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau
bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?"
Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah saw..."
Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah
Rasulullah saw.. serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan
berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi."
Kemudian Rasulullah saw.. menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi
Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk
melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."
Bahkan ketika salah dalam berijtihad masih tetap mendapatkan pahala. Hadis
Rasulullah saw. dari Amr riwayat Bukhari.
 ُﻪﱠَﻧأ ِصﺎَﻌْﻟا ِﻦْﺑ ِوﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ ُﻢِﻛَﺎْﳊا َﻢَﻜَﺣ اَذِإ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﻊ َِﲰ ﱠُﰒ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ َﻢَﻜَﺣ اَذِإَو ِنَاﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ َبﺎَﺻَأ ﱠُﰒ
 ٌﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ ََﺄﻄْﺧَأ34
Artinya :
Dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah saw.. bersabda: "Jika seorang
hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat
32Muhammad Amin Suma, op. cit., h. 426.
33Abu Da>ud, Sunan Abu Da>ud, Jil. V (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-ilmiyah, 1998), h. 368.
34Al-Bukha>ri, op.cit., h. 429.
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dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah
(meleset), baginya satu pahala."
Hakim diberikan keluasan untuk berijtihad dan menerobos teks-teks aturan
dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi.35 Metode interpretasi adalah
penafsiran terhadap teks, sedangkan metode konstruksi mempergunakan penalaran
logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, hakim tidak lagi
terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak
mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Keluasan hakim dalam berijtihad, apakah
dipergunakan para hakim dalam melegalisasi nikah sirri di peradilan agama.
B. Rumusan Masalah
Pertanyaan mendasar yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini
adalah, “Bagaimana legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah” ?
Untuk pembahasan lebih lanjut, masalah pokok yang telah
disebutkan, dikembangkan dalam beberapa sub permasalahan :
1. Apa faktor-faktor  terjadinya nikah sirri, yang bermohon isbat nikah pada pengadilan
agama provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Makassar ?
2. Bagaimana penetapan serta pertimbangan majelis hakim dalam melegalkan
pernikahan sirri melalui isbat nikah pada pengadilan agama provinsi sulawesi selatan
dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar ?
3. Bagaimana mengantisipasi penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah ?
35Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
selanjutnya disebut Penerapan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h. 279
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.
Judul disertasi ini terdiri dari beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Istilah-
istilah yang dimaksud berupa kata-kata kunci sebagai variabel yang dianggap perlu
dijelaskan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang
dimaksud. Kata-kata atau istilah-istilah tersebut adalah: legalisasi nikah sirri, isbat
nikah, KHI dan Fikih.
1. Legalisasi nikah sirri
a. Legalisasi
Legalisasi kata dasarnya adalah legal yang bermakna sesuai dengan undang-
undang atau hukum. Sedangkan legalisasi merupakan kata benda yang berarti
pengesahan menurut undang-undang. Dalam bentuk kata kerja ‘melegalisasikan’ ialah
membuat menjadi legal/mengesahkan.36 Sedangkan pengertian yang dimaksudkan
dalam penelitian disertasi ini adalah pengesahan nikah sirri sesuai dengan undang-
undang yang berlaku di Indonesia melalui isbat nikah di Peradilan Agama.
b. Nikah sirri
Nikah sirri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang
berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan
Sipil bagi non muslim.37 Sedangkan menurut Mazhab Maliki, nikah sirri ialah apabila
kedua pengantin dan saksi sepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari
keluarga dan khalayak ramai.38 Pengertian yang dimaksudkan dalam penelitian disertasi
36Departemen Pendidikan Nasional RI., edisi kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta; Balai Pustaka, 1991), h. 575 lihat pula W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Ed. III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 680.
37Siti Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam
Islam, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 181.
38Abd. Aziz Dahlan, et. al. Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 6 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), h. 1336.
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ini adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak
memiliki buku nikah.
Jadi legalisasi nikah sirri dalam penelitian ini adalah pengesahan pernikahan
yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama
melalui isbat nikah.
2. Isbat nikah menurut KHI
a. Isbat nikah
Isbat nikah terdiri dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat sebagai kata
benda berarti menetapkan, sedangkan dalam bentuk kata kerja “mengisbatkan”
bermakna  menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Adapun
isbat nikah ialah penetapan tentang keabsahan nikah.39 Pengertian yang dimaksudkan
dalam penelitian disertasi ini adalah penetapan peradilan agama tentang sahnya suatu
perkawinan sirri.
b. KHI
KHI merupakan singkatan dari Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi
merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab
yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi  pada
Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu
himpunan. 40 Di samping sumber kompilasi tersebut dari kitab-kitab fikih, juga
bahannya diambil dari jalur wawancara dengan ulama, jalur yurisprudensi peradilan
agama dan jalur studi perbandingan.41 Materi atau bahan-bahan hukum yang terkumpul
telah dioleh melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk
yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahan ini kemudian ditetapkan
39Departemen Pendidikan Nasional RI., op.cit., h. 388
40Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), h. 14.
41Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59-60.
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berlakunya melalui sebuah instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam. Pengertian yang dimaksudkan dalam penelitian disertasi ini adalah
pandangan KHI mengenai isbat nikah yang terkait dengan nikah sirri.
3. Fikih
Secara bahasa fikih berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.42 Kata
fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab bagi seseorang yang ahli dalam
mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dari unta
yang sedang bunting. Untuk dapat mengawinkan unta dan membedakannya antara yang
birahi dengan yang bunting, diperlukan pengetahuan yang mendalam guna menghindari
kemungkinan terjadi kekeliruan dalam mengawinkan unta itu.43
Dari makna tersebut fikih dapat dipahami mengacu pada pengetahuan  tentang
hukum-hukum agama, hukum-hukum syariah.44 Pengertian inilah yang terkandung
dalam doa Rasulullah saw.. :
 ْﻦَﻋ ِﻦْﺑا ٍسﺎﱠﺒَﻋ ﱠَنأ ﱠِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَوﻰََﺗأ َءَﻼ َْﳋا ُﺖْﻌَﺿَﻮَـﻓ ُﻪَﻟاًءﻮُﺿَوﺎ ﱠﻤَﻠَـﻓ ََجﺮَﺧ َلَﺎﻗ ْﻦَﻣ َﻊَﺿَواَﺬَﻫ ِﰲ َِﺔﻳاَِور ٍْﲑَُﻫزاﻮُﻟَﺎﻗ ِﰲَو َِﺔﻳاَِور ِﰊَأ
 ٍﺮْﻜَﺑ ُﺖْﻠُـﻗ ُﻦْﺑا ٍسﺎﱠﺒَﻋ َلَﺎﻗ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟا ُﻪْﻬﱢﻘَـﻓ45
Artinya :
Dari Ibnu Abbas bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah saw.. masuk ke
kamar kecil. Kemudian saya pun menyiapkan wadah berisi air untuk beliau.
Ketika keluar dari kamar kecil, Rasulullah bertanya: "Siapa yang telah
menyiapkan air ini?" (Menurut riwayat Zuhair; Mereka menjawab. Sedangkan
menurut riwayat Abu Bakar; Saya menjawab); Saya, Ibnu Abbas ya
Rasulullah.' Kemudian Rasulullah pun berkata; "Ya Allah. Faqihkanlah ia
(berilah ia pemahaman) di dalam agama."
42Abi Al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Maqayis al-Lugah, Ditahqiq oleh Syihâb al-
Dîn Abû ‘Amr, Juz.4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 442
43Muhammad Amin, Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Fikih Islam (Jakarta: Indonesian
Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991), h. 93.
44Hamka Haq, op. cit., h. 46-47.
45Muslim, op.cit., h. 357
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Tidak kurang dari dua puluh ayat al-Qur’an yang menyebut perkataan fikih
dalam berbagai derivasinya,46 akan tetapi kata yang langsung mengaitkannya dengan
pengetahuan agama terdapat dalam Q.S. Taubah /9 : 122.
                                           
         
Terjemahnya :
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya.47
Do’a Rasulullah kepada Ibn Abbas dan ayat diatas menunjukkan bahwa istilah
fikih tidak hanya dimaksudkan untuk pengertian memahami agama dari aspek hukum
semata-mata, akan tetapi dimaksudkan untuk memahami agama secara mendalam
dalam berbagai aspeknya. Kedual hal tersebut pula yang mengisyaratkan betapa luas
ruang lingkup istilah fikih pada masa-masa awal Islam, tidak hanya terbatas pada soal-
soal hukum seperti yang berkembang pada masa-masa kenabian, akan tetapi juga
mencakup bidang-bidang lain, terutama kalam. Hingga abad kedua hijriah, istilah fikih
mencakup masalah-masalah teologis di samping masalah-masalah hukum. Namun
secara berangsung-angsur dari waktu ke waktu, mengalami penyempitan jangkauan
hingga akhirnya terbatas pada masalah-masalah hukum.48
Dari segi istilah fikih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang
bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci,49 sehingga secara
46Dua puluh ayat dimaksud secara rinci adalah : Q. S. an-Nisa>/4: 78, al-an’a>m/6:25, 65dan 98,
al-A’ra>f/7:179, al-Anfa>l/8:65, at-Taubah/9:81,87,122 dan 127, Hud/11:91, al-Isra>/17:44 dan 46, al-
Kahfi/18:57 dan  93, Taha/20:28, al-Fath/48:15, al-Hasyr/59:13 dan al-Munafiqu>n/63: 3 dan 7.
47Departemen Agama RI., Al-Qur'an al- Karim dan Terjemah Perkata, edisi revisi  (Bandung
: PT. Syaamil al-Qur'an, 2007),  h. 187.
48Muhammad Amin, op.cit, h. 94.
49Abu Zahrah, Usūl al-Fiqh (Mesir: Dār al-Fikr al-Araby, t.th), h.7
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esensial, fikih dalam arti pemahaman adalah upaya yang sungguh-sungguh dilakukan
oleh para mujtahid dalam menggali hukum-hukum amaliah dari nas-nas syari’at,
sehingga melalui instrumen fikih, hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah dapat
dipahami atau dilaksanakan oleh manusia. Pengertian tersebutlah yang dimaksudkan
dalam penelitian ini.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup
pembahasan disertasi ini adalah penelitian terhadap penetapan-penetapan isbat nikah
peradilan Agama dalam wilayah Sulawesi Selatan yang melegalkan nikah sirri..
D. Kajian Pustaka
Karya-karya yang membahas tentang nikah sirri cukup banyak. Karya-karya
tersebut diantaranya :
Ima>m as-Sya>fi>, al-Ummu.50 Buku ini menjelaskan antara lain tentang
pengertian nikah sirri, sumber hukum pengharaman nikah sirri, dan dasar pendapat
Imam Malik mengharamkan nikah sirri. Namun buku ini belum menjelaskan kaitan
nikah sirri dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
Ibn Rusyd al-Hafi>d, Bida>yah al-Mujtahid, buku ini menjelaskan latar
belakang timbulnya perbedaan pendapat antara Imam Malik yang mengharamkan
pernikahan sirri dengan imam as-Syafi’i yang tidak mempermasalahkan nikah sirri.
Namun buku ini belum menjelaskan cara melegalisir pernikahan sirri melalui isbat
nikah.
Musda Mulia, Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal
dalam Islam.51 Buku ini menjelaskan bahwa nikah sirri,  mengacu kepada bentuk
perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni KUA bagi
50Al-Ima>m abi> Abdillah Muhammad bin Idri>s as-Sya>fi>, al-Ummu, Juz V (Cet. I; Beiru>t: Da>r
al-Kutub al-Ilmiah, 1993)
51Sitti Musda Mulia, loc.cit.
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umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi nonmuslim. Buku tersebut menyebutkan
sejumlah alasan yang paling mengemuka sebab terjadinya pernikahan sirri misalnya
karena mempelai laki-laki masih terikat perkawinan. Namun buku ini belum
menjelaskan kaitan antara nikah sirri dengan isbat nikah.
Hamka Haq, Islam Rahmah untuk Bangsa52. Buku ini menjelaskan tentang
perlunya pencatatan nikah. Pernikahan sebagai perbuatan hukum yang melibatkan
minimal dua pihak, yang masing-masing menghendaki adanya perlindungan hak-
haknya, nikah membutuhkan keterlibatan pemerintah (negara). Salah satu yang tidak
boleh dihindari ialah kententuan menyangkut pencatatan nikah. Pencatatan nikah
nilainya sangat esensial, karena bertujuan untuk memberikan status formal yang sah
disertai bukti dokumen yang kuat, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi keluarga
dan segala urusan yang berkaitan dengannya di kemudian hari. Namun buku ini belum
menjelaskan penyelesaian persoalan pencatatan yang tidak tercatat melalui isbat nikah
di peradilan agama.
Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an.53 Buku ini menjelaskan kaitan antara
saksi dengan pencatatan nikah yang erat kaitannya dengan nikah sirri. Menurut
Quraish, perlunya saksi dalam perkawinan tidak disinggung secara tegas oleh al-
Qur’an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya. Kalangan ulama pun berbeda
pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi’i dan
Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat
apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut
sebelum pasangan suami istri (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang
dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan.
52Hamka Haq, loc.cit.
53M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Selanjutnya disebut wawasan (Cet. XVII;
Bandung: Mizan, 2006), h. 191-214.
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Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan
yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita
pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan
itu? imam Syafi’i dan Abu Hanifah menilainya sah,  sedang Imam Malik menilai
bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (fasakh). Perbedaan pendapat ini
lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi. Apakah fungsi mereka keagamaan,
atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan
pendapat.
Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang
ditetapkan melalui undang-undang, namun di sisi lain pernikahan yang tidak tercatat-
selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh agama. Bahkan seandainya kedua
saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya itu, maka
pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar hukum Islam (Imam Syafi’i dan
Abu Hanifah).
Namun dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai
sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) dapat
mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Al-Qur’an memerintahkan setiap
muslim untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum
Allah. Dalam hal pencatatan sangat sejalan dengan semangat al-Qur’an. Namun buku
ini belum menjelaskan kaitan antara pencatatan pernikahan dan nikah sirri serta
kemungkinan nikah sirri dilegalkan oleh isbat nikah.
Mohd. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,54 Buku ini membandingkan
54Mohd. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ( Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)
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hukum perkawinan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Serta
menjelaskan isbat nikah dan pentingnya pencatatan nikah dengan alasan bahwa
sedangkan transaksi jual beli, utang piutang dan perdagangan saja harus didaftarkan
menurut ketentuan al-Qur’an, apalagi nikah yang merupakan perjanjian yang suci, kuat
dan kokoh yang berlaku turun temurun kepada anak cucu, meliputi baik hukum
kekeluargaan maupun hukum kewarisan serta akibat hukum lainnya. Namun buku ini
belum menjelaskan kaitan antara nikah sirri dan isbat nikah.
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer55,
Buku ini menjelaskan tentang pandangan para ulama tentang nikah sirri dan
menguraikan pernikahan sirri sama dengan istilah zawaj al-urfi. Zawaj al-urfi’adalah
suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Namun buku ini belum menjelaskan kaitan antara
nikah sirri dan isbat nikah.
Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam
Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab fikih,56
Buku ini menjelaskan negara-negara misalnya Turki dan Iran, menentang pernikahan
sirri dengan menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan. Salah satu kesimpulan Atho
Mudzhor dari perbandingan tersebut bahwa pendapat “ nikah sirri akan hilang atau
berkurang dengan dilonggarkannya poligami” nampaknya tidak benar. Nikah sirri tidak
selamanya terkait dengan poligami, tetapi terkait dengan konsep keabsahan perkawinan
itu sendiri. Di Turki setelah diberlakukan undang-undang yang mengatur bahwa
perkawinan sah dan mempunyai dampak hukum hanyalah perkawinan yang
diselenggarakan oleh dan didaftarkan kepada negara, di desa-desa pada awal tahun
55Satria Effendi M. Zein, op. cit., h. 29-47.
56M. Atho’ Mudzhar dan Khairuddin  Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,
Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modenr dari Kitab-kitab Fikih (Jakarta:  Ciputat Press,
2000).
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1970-an masih banyak terdapat nikah sirri dengan alasan perkawinan seperti itu pun
secara agama sudah sah. Namun sekarang telah berkurang bahkan menghilang.
Pengurangan ini terjadi karena peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat,
tanpa dilonggarkannya aturan mengenai poligami. Namun buku ini belum menjelaskan
bagaimana penyelesaian persoalan nikah sirri yang masih marak di Indonesia.
Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia57, Buku
ini menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri di antaranya, Pengetahuan
masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat
minim. Pelaku nikah sirri menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah
pribadi bukan persoalan pemerintah / negara, adanya kekhawatiran akan kehilangan
hak pensiun janda apabila perkawinan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah dan
tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama bagi yang bermaksud
kawin lebih dari satu orang. Selain itu buku ini, menjelaskan kaitan nikah sirri dengan
pembatalan nikah. Namun buku ini belum menjelaskan secara terinci kaitan nikah sirri
dengan isbat nikah.
Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia58. Buku ini menjelaskan tentang prosedur dan
proses penyelesaian perkara isbat nikah yang diawali dengan proses pendaftaran,
penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan para pihak, serta
pelaksanaan persidangan yang mencakup upaya perdamaian, jawab menjawab,
pembuktian, kesimpulan, musyawarah dan pembacaan penetapan. Selain itu buku ini
menjelaskan pula upaya-upaya hukum yang dilakukan terhadap penetapan isbat nikah
yang merugikan pihak lain. Namun buku ini belum menjelaskan kaitan isbat nikah
57Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,selanjutnya disebut
Aneka (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
58Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syari’ah di Indonesia (Cet. I; Jakarta: IKAHI, 2008).
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dengan nikah sirri serta rawannya pengajuan isbat nikah dengan penyelundupan
hukum.
Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia59,
Buku ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
mengharuskan pencatatan terhadap perkawinan. Terdapat dua lembaga yang diberi
tugas mencatat perkawinan dan rujuk yaitu Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan
di Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan non muslim. Namun buku ini menjelaskan
lembaga Peradilan Agama yang memiliki kewenangan mengisbatkan pernikahan.
Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di
Indonesia60, buku ini menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang dalam
mengisbatkan pernikahan adalah Peradilan Agama. Namun buku ini belum
menjelaskan macam-macam isbat nikah yang dilakukan Peradilan Agama.
M. Atho Mudzhar, Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir
Sjadzali di Dunia Islam Buku Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Munawir
Sjadzali.61 Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa nikah sirri telah ditentang di dunia
Islam. Karena semua Undang-Undang Hukum Keluarga yang berlaku di dunia Islam
mengatur kewajiban pencatatan perkawinan yang dalam kitab-kitab fikih tidak
disinggung. Namun buku ini belum menjelaskan kaitan antara nikah sirri dan isbat
nikah.
Selain karya-karya tersebut, masih terdapat literatur yang membahas tentang
nikah sirri, akan tetapi pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pembahasan buku-
buku di ata.s. Meskipun literatur tersebut diatas membahas tentang nikah sirri, namun
berbeda dengan obyek kajian penelitian dalam disertasi ini yakni terfokus pada
59Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Pekawinan di Indonesia (Cet. IV; Jakarta:
Bulan Bintang, 2004)
60Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia (Cet. I;
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), h. 81.
61Sulostomo et. Al.,(Cet. I; Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina, 1995),311-320.
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legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
pada peradilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
E. Kerangka Teoritis
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori
1. Teori maslahat.
Tujuan syari’at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara
menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi sesuai
dengan kebutuhan ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat
dan bermaslahat. Hal tersebut dijelaskan pada Teori maslahat yang dikemukakan oleh
al-Gazali62 dan Imam al-Sya>t}ibi>.63
Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan isbat nikah di peradilan Agama
hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan hukum
syara. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan
syari’at yang bersifat d}aru>ri>yat, h}a>jjiyah dan tahsini>yah. Maslahat D}aru>ri>yat yakni
kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang
berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka
mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Maslahat daruriyat ini
merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia, jika tidak
maka akan muncullah fitnah dan bencana besar. Maslahat H}a>jiyyat yakni persoalan
yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang
dihadapi. Bila pada tingkatan ini kemaslahatan tidak terwujud tidak sampai
mengancam dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan.  Dan Maslahat
Tahsini>yyat yakni sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti
62Al-Gazali, al-Mustashfa> min ilmi al-Us}u>l, Vol 1 (Beirut: Da>r Ihya al-turats al-Arabi, t. th),
h. 281.
63Al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi Us}ul al-Syari>’ah, Juz II (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah,
t.th), h. 7.
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serta keindahan  saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak terwujud tidak akan
menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.
Maslahat d}aru>ri>yat, h}a>jji>yah dan tahsini>yah berisikan lima asas hukum syara,
yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal
dan memelihara harta.
2. Teori Perubahan Hukum
Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling
mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat
mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di
masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar
itu, aturan pencatatan pernikahan dan nikah sirri akan saling tarik menarik.
Teori perobahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut
Ibnu Qayyim dalam kitabnya I’lām ul-Muwaqqīn, sebagai berikut :
 ـَﺗ َﻐ َﻔﻟاﲑ ـْﺘ َﻮ َو ى ْﺧا َﻼﺘ َﻬﻓ ُﳛ ﺎ َﺴ ﺐﺑ ـَﺘ َﻐ َﻷا ﲑ ْز َﻨﻣ َو ﺔ َﻷا ْﻣ َﻨﻜ َو ﺔ ْﺣﻷا َﻮ َو لا َﻴﻨﻟا َو تﺎ َﻌﻟا َﻮﺪﺋا64
Artinya :
Berubah dan berbedanya fatwa  sesuai  dengan berubahnya  waktu, tempat,
kondisi, niat dan adat.
Untuk menguatkan teori tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa para
sahabat Nabi S.a.w., ada yang banyak mengeluarkan fatwa, ada yang sedikit dan ada
yang sedang. Diantara sahabat yang  banyak mengeluarkan fatwa seperti Umar bin
Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah Ummul Mu’minin,  Abu Zaid al-Hudriy, Abdullah
Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar dan lain-lain.  Demikian pula tabi’in banyak
mengeluarkan fatwa, seperti Said Ibnu Musayyab, al-Urwah Ibnu Zubair, dan
seterusnya. Selain itu, berbagai mufti di beberapa wilayah, masing-masing
64Lihat Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub Zar’iy Abu Abdillah, I’lam al-Muwaqqi>n an Rabbil
Alamin , Juz 3, (Beirut: Dārl al-Jabal, 1973) , h. 28; Fathu Ridwan, Min Falsyafati al-Tasyri’i, (Cet.2;
Beirut: Dārl al-Kitāb al-Bana’iy, 1975),  h.175
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mengeluarkan fatwa, seperti fatwa Madinah atau fatwa dari mufti Madinah, fatwa dari
mufti Kufah. Syam, Bashrah, Mesir, Yaman  dan fatwa dari mufti Bagdad.65
Adanya berbagai fatwa dari kalangan sahabat atau tabi’in, melahirkan hukum
berbeda terhadap suatu persoalan yang sama, hal ini disebabkan perbedaan keilmuan,
situasi, kondisi, tempat atau waktu.  Teori perobahan hukum ini digunakan untuk
menganalisis permasalahan  dalam penelitian ini.
3. Teori system  hukum.
Menurut Laurence M. Friedman,66 teori system hukum terdiri dari tiga unsur
pokok yang saling berpengaruh dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, yaitu
struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum, sebagai berikut :
a. Struktur hukum (Legal structure) berkaitan dengan bentuk atau format suatu
system hukum, mencakup unsur-unsur kelembagaan seperti badan pembentuk
undang-undang, peradilan, kepolisian dan administrasi negara yang mengelola
pembentukan atau pemberian pelayanan hukum misalnya Kantor Urusan Agama.
Problem yang terjadi berkenaan dengan struktur ini adalah belum adanya
kemandirian yudisial yang menjamin resistensi institusi penegakan hukum
terhadap intervensi pihak lain serta rendahnya kualitas moralitas dan integritas
personal aparat penegak hukum  sehingga hukum tidak dapat bekerja secara
sistematik dan proporsional.
b. Subtansi hukum (legal substance) berkaitan dengan aturan-aturan hukum,
meliputi aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (the livin law) dan
produk yang timbul akibat penerapan hukum. Hal yang menjadi masalah dari
substansi ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam tatanan hukum di
65Lihat  Muhammad Ibnu Abi Bakr Ayyub Zar’iy Abu Abdillah Juz.I, op.cit., h.22-24.
66Lawrence Meir Friedma sebagaiman dikutip oleh Habiburrahman. Lihat Habiburrahman,
“Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” (Sinopsis Disertasi Doktor, Program pascasarjana
UIN Gunung Djati, Bandung 2011), h. 26-27.
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Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari otoritas
yang berdaulat ke dalam bentuk undang-undang dan mengabaikan sama sekali
hukum di luar itu serta mamandang baha prosedur hukum sebagai segala-galanya
dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah  hal tersebut dapat mewujudkan
keadilan dan kebenaran.
c. Budaya hukum (legal culture) berkenaan dengan sikap masyarakat terhadap
hukum, meliputi keyakinan, nilai atau ide serta harapan-harapan terhadap hukum.
Budaya hukum juga merupakan ekspresi dari tingkat kesadaran hukum
masyarakat yang belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum secara
proporsional dan berkeadilan.
Berikut ini digambarkan diagram kerangka pikir dalam lingkup legalisasi nikah
sirri pada Pengadilan Agama  wilayah Sulawesi Selatan :
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri, yang bermohon  isbat
nikah pada Pengadilan Agama. Dengan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya
nikah sirri, pihak-pihak terkait dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk
menghilangkan atau meminimalisir terjadinya nikah sirri. Misalnya dengan
menerapkan kebijakan atau mengusulkan rancangan undang-undang yang bertalian
dengan pemecahan masalah tersebut.
2. Mengungkap dasar-dasar pertimbangan para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Makassar dalam melegalkan pernikahan sirri. Sehingga dapat menjadi
masukan dan perbandingan bagi para hakim di Pengadilan Agama lain serta bahan
masukan bagi pihak yang terkait untuk merubah aturan yang membatasi  legalisasi
nikah sirri.
3. Mengungkap acara-acara yang digunakan di pengadilan-pengadilan dalam wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam mengatasi penyelundupan hukum pada
perkara isbat nikah. Sehingga meminimalisir kekhawatiran akan timbulnya mudharat
dalam melegalkan nikah sirri.
Penelitian ini berguna untuk :
1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada
umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
2. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran terhadap
bangsa dan negara dalam penyusunan Kompilasi  Hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia di masa mendatang, khususnya  mengenai
perkawinan.
3. Selain itu, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi praktisi hakim,
advokad dan para ilmuwan untuk meneliti lebih lanjut dalam upaya menentukan
30
langkah, mencari pemecahan yang tepat dalam penyelesaian sengketa perkawinan,
sekaligus berguna untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk
menghidupkan lembaga isbat nikah dimasyarakat, sehingga kerukunan dan
ketentraman di masyarakat tetap terpelihara.
G. Garis Besar Isi Disertasi
Disertasi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang
sistematika pembahasannya ditempatkan secara kronologis menurut urutan-urutan
babnya. Pada bab pertama yang merupakan bab pendahuluan dikemukakan tentang
pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan penelitian,
kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah
yang akan diteliti. Pada bab ini, dikemukakan pula definisi operasional guna membatasi
ruang lingkup pembahasan. Selanjutnya, dikemukakan beberapa hasil penelitian yang
telah ada dan kaitannya dengan kajian ini. Kemudian diuraikan tentang tujuan dan
kegunaan yang ingin dicapai serta garis-garis besar isi disertasi yang menggambarkan
keseluruhan pembahasan.
Pada bab kedua akan dijelaskan secara umum tentang tinjauan teoritis tentang
nikah sirri dan isbat nikah. Bab ini terbagai atas dua sub bab. Sub bab pertama
menjelaskan tentang makna /pengertian nikah sirri, kemudian dijelaskan faktor
penyebab dan akibat hukum Nikah sirri. Selanjutnya diuraikan pandangan ulama dan
feminis tentng nikah sirri serta polemik pencatatan pernikahan. Sub bab kedua
menjelaskan tentang makna isbat nikah dan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.
Selanjutnya diuraikan prosedur isbat nikah di peradilan Agama dan Isbat nikah dalam
pandangan Adat Makassar. Kemudian dijelaskan pertentangan antara isbat nikah dan
pembatalan nikah serta terakhir akan diungkap dampak yuridis isbat nikah.
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Pada bab ketiga akan diuraikan metode penelitian penulis dalam melakukan
penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian,
pengumpulan data serta pengolahan dan analisis data.
Pada bab kelima akan diuraikan secara padat hasil-hasil penelitian penulis
yang terdiri atas tiga hasil penelitian. Pertama, faktor-faktor terjadinya nikah sirri yang
mengajukan isbat nikah pada peradilan Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa
dan Takalar. Kedua, menguraikan tentang pertimbangan-pertimbangan majelis hakim
pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Maros, Sungguminasa dan Takalar
dalam melegalkan pernikahan sirri melalui isbat nikah. Ketiga, akan menjelaskan
kasus-kasus penyelundupan hukum dan cara mengatasinya.
Akhirnya, dalam bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup akan
dikemukakan beberapa kesimpulan, berisi penegasan jawaban terhadap masalah yang




TINJAUAN TEORETIS TENTANG NIKAH SIRRI DAN ISBAT NIKAH
A. Nikah Sirri
1. Memahami Konsep Nikah Sirri
Nikah sirri terdiri dari dua kata “nikah” dan “sirri”. Nikah berasal dari bahasa
Arab, tersusun dari huruf  نﻮﻨﻟا, فﺎﻜﻟا, dan ﺎﺤﻟاء berarti ع ﺎﻀﺒﻟا (persetubuhan). Namun
kadang diartikan dengan akad tanpa makna  ء طﻮﻟا (hubungan badan). 1 Nikah juga
bermakna ﻢﻀﻟا (mengumpulkan), ﻞﺧاﺪﺘﻟا (saling memasuki). Menurut jumhur ulama
nikah secara hakikat bermakna akad dan secara majazi bermakna  ء طﻮﻟا (hubungan
badan).2 Nikah menurut hukum bermakna akad yang mengandung pembolehan untuk
bersenang-senang dengan perempuan baik dengan cara berhubungan, berinteraksi dan
lain sebagainya.3
Terdapat beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi
seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya
berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung
kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang
semakna dengan itu. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang
memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan
seorang wanita selama tidak ada halangan syar’i. 4
Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang
dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang
semakna dengan itu. Menurut definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan
1Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Fa>ris. Mu‘jam al-Maqa>yis fî al-Lughah.Ditahqiq
oleh Syihab al-Din Abu ‘Amr (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 1047
2Al-Gazali, al-wasit fi al-Mazahib, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin umar bin abd. Rahim,
juz. III (cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2001),  h. 113
3Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz  IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr,
1997), h.6513.
4Abdul Azis Dahlan, Jil. 4 op. cit., h.1329
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secara jelas, sehingga lafal yang mengandung makna halalnya seorang lelaki dan
seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah.
Disamping masalah kehalalan hubungan seksual hal yang menyangkut perhatian
khusus bagi Ulama Mazhab Hanafi adalah halangan syarak untuk menikahi wanita
tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram dan bukan pula penyembah berhala.
Menurut Jumhur Ulama, hal-hal seperti ini tidak dikemukakan dalam definisi mereka
karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.
Imam Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa perbedaaan kedua definisi
itu tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah
itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual.
Untuk mengompromikan kedua definisi. Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah,
yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan
seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan
kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah
hak dan kewajiban yang datangnya dari al-Syari’.5
Pasal 1 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nikah
disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang
tersebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 KHI ditambahkan penjelasan bahwa
pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qan ghali>dzhan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Terdapat beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan.
Pertama, disebutkannya “ikatan lahir dan batin” mengandung makna bahwa
perkawinan tidak hanya urusan seks semata, tetapi lebih dari hal itu karena itulah KHI
5Ibid.
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menyebutkannya dengan mitsaqan ghalidzhan. Kedua, digunakannya kata “seorang
pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara
jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan  sesama jenis. Ketiga,
digunakannya ungkapan “sebagai  suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu
adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan
hanya dalam istilah “hidup bersama”. Keempat, dalam definisi tersebut disebutkan pula
tujuan perkawinan, yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang
sekaligus menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam
perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil. Kelima, disebutkannya “berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa”  menunjukkan bahwa perkawinan adalah peristiwa agama
dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Karena itulah KHI menyebutkannya
dengan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 6
Sirri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf ﻦﯿﺴﻟا dan ءاﺮﻟا yang
mengandung makna menyembunyikan sesuatu, dan sebaliknya dari makna نﻼﻋﻻا
pengumuman. Oleh karena itu pernikahan yang tidak diumumkan dan disembunyikan
disebut dengan nikah sirri.7 Hal tersebut sejalan dengan pandangan Umar bin Khattab
bahwa pernikahan yang hanya disaksikan oleh kedua mempelai adalah pernikahan sirri
yang hukumannya adalah rajam8 dan pandangan Mazhab Malik bahwa nikah sirri ialah
apabila kedua pengantin dan saksi sepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut
dari keluarga dan khalayak ramai.9
Kata “sirri” nampaknya belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, kata
“sirri” tidak diketemukan dalam kamus bahasa Indonesia. Namun demikan kata “sirri”
6Amir Syarifuddin, Hukum, op.cit., h. 40.
7Ibn Zakariya, op.cit., h. 477.
8Al-Ima>m abi> Abdillah Muhammad bin Idri>s as-Sya>fi>, op.cit., h. 35 dan Ma>lik, al-Muwatta,
(Beirut: Da>r al-Fikr, 1989 M/1409 H), h. 246
9Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, op. cit., h. 71. Lihat pula Ibn Rusyd al-Hafi>d, op.cit., h. 31 dan
Abd. Aziz Dahlan, et. al. Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 6 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), h. 1336.
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sudah sangat populer bila dikaitkan dengan kata “nikah” paling tidak “nikah sirri”
dikenal sebelum lahirnya undang-undang perkawinan.
Konsep nikah sirri yang berkembang di masyarakat nampaknya berbeda-beda
pengertian. Hal ini berdampak pada bermacam-macamnya bentuk nikah sirri. 10 Bentuk
yang dimaksud sebagai berikut : pertama, nikah sirri dimaknai sebagai nikah yang
dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (telah memenuhi rukun dan syaratnya)
tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah
dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala
budayanya). Pada bentuk yang pertama ini, suami istri belum tinggal dan hidup
bersama sebagai suami istri, karena istri masih anak-anak, belum dewasa. Biasanya si
suami sementara menunggu kedewasaan si istri, istri belajar di pondok pesantren atau
tinggal bersama mertua untuk membantu pekerjaan mertua. Tujuan nikahnya untuk
ketenangan, persiapan dan kehalalan bahkan sebagai “kebanggan” orang tua si gadis
kecil.
Kedua, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan
syariat Islam dan telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah
pula diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai. Calon suami istri sudah
memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum nasional, termasuk telah
mencapai minimal usia kawin. Namun, nikahnya masih dilangsungkan dalam
lingkungan intern keluarga dan handai tolan yang sangat terbatas. Belum diadakan
pesta perkawinan. Pada nikah sirri seperti ini, suami istri belum tinggal dan hidup
bersama sebagai suami istri, karena salah satu atau keduanya memiliki hambatan-
hambatan misalnya masih sedang menyelesaikan studinya atau pelatihan kepegawaian
atau faktor aturan perusahaan, atau belum mendapat pekerjaan tetap sekalipun sudah
10Masjfuk Zuhdi, Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif, Mimbar Hukum, No. 28 Thn VII 1996, September Oktober, h. 9-10.
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sarjana. Tujuan nikahnya itu terutama untuk mendapatkan ketenangan, persiapan dan
kehalalan.
Ketiga, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut
ketentuan syariat Islam, karena terbentur pada Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10
tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP
Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun
1983. Pada nikah sirri seperti ini, calon suami mengawini calon istri secara diam-diam
dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil.
Keempat, nikah sirri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi
negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan
Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.11 Namun syarat dan rukun lainnya berdasar
hukum Islam telah terpenuhi.
Menurut Satria Effendi pernikahan sirri sama dengan istilah zawaj al-urfi.
Zawaj al-urfi’adalah suatu pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur
pernikahan terbagi dua kategori :
1. Peraturan syarak, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya
sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat
Islam seperti yang telah dirumuskan oleh pakarnya dalam buku-buku fiqh dari
berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul
dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang
diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang
menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-
11Siti Musdah Mulia, op.cit., h. 181.
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masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad
menurut hukum syarak, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig,
berakal alagi beragama Islam. Dua orang saksi itu diisyaratkan mendengarkan
sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah
mengerti tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya. Ketentuan-
ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah.
Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah
secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara
syarak telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami
istri yang sah. Anak dari hubungan suami istri itu adalah sebagai anak yang sah.
2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar
pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai
surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya
agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting
dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya
negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.  Misalnya, sebagai
antisipasi dari adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang
meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya pencatatan resmi di
lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut undang-undang perkawinan
Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu
pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas
perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya
dokumen resmi pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa syekh  Jaad al-
Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu,
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secara syar’i nikah sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat
dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam. 12
Wahbah al-Zuhaily secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat syar’i
dan syarat tawsiqy. Syarat syar’i, maksudnya suatu syarat ketika keabsahan suatu
ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat tawsiqy adalah sesuatu yang
dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai
upaya antisipasi adanya ketidakjelasan  di kemudian hari. Syarat tawsiqy bukan
merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau
untuk menertibkan suatu perbuatan.  Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad
jual beli adalah sebagai syarat tawsiqy bagi akad jua beli. Hal ini, syarat dua orang
saksi fungsinya sebagai bukti di belakang hari bahwa akad jua beli benar telah terjadi.
Syarat adanya dua orang saksi dalam berbagai bentuk akad adalah termasuk ke dalam
kategori syarat semacam ini, kecuali kehadiran dua orang saksi untuk akad nikah
adalah syarat syar’i karena merupakan syarat sahnya perkawinan di samping sebagai
syarat tawsiqy. Akad nikah tidak sah tanpa dihadiri dua orang saksi.13
Dari beberapa rumusan nikah sirri tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun
sebagaimana yang diatur dalam dalam fikih klasik, namun pernikahan tersebut tidak
dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.
2. Faktor Penyebab dan Akibat Nikah Sirri
a. Faktor Penyebab
Menurut Abdul Manan faktor-faktor penyebab pernikahan sirri antara lain14 :
12Satria Effendi M. Zein, loc. cit.,.
13Ibid.
14Abdul Manan, Aneka, op.cit., h. 47-48
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1) Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam
perkawinan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa
masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur
tangan pemerintah / negara.
2) Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda
apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3) Tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang
yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4) Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang bergaul rapat
dengan calon istri / suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif
yang tidak diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
5) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya,
karena itu anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat
jika mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut K.H. Ma’ruf Amin, faktor penyebab utama nikah sirri adalah
Karena adanya larangan berpoligami. Poligami liar dilakukan karena merasa
sulit dan  tidak nyaman mengurus ke pengadilan serta sulitnya bahkan tidak
mungkin mendapatkan izin dari istri.15
Menurut Armaidi Tanjung penyebab nikah sirri, pertama
ketidakmampuan suami istri (keluarga) untuk membiayai pencatatan melalui
Kantor Urusan Agama. Kedua, terbentur aturan serta perasaan sulit memenuhi
persyaratan poligami misalnya ijin poligami dari pengadilan. 16
15http://www.mui.or.id/index.php?option =  com_content&view=article&id=199:perihal-
kontroversi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66, 9 Februari 2012.
16Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes! (cet. I;Jakarta:Amzah, 2007),  h. 202-203
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Pernikahan sirri menurut Gusdur dipicu oleh faktor sosial politik dan
sosial ekonomi. Seseorang yang memiliki kedudukan politik yang tinggi akan
mudah ditawari untuk melakukan pernikahan sirri, Gusdur ketika menjabat
sebagai ketua umum PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) sering ditawari
untuk kawin lagi dengan anak-anak yang masih muda. Bahkan dikalangan
pejabat atau mereka yang memiliki uang dan kedudukan tinggi secara sosial dan
ekonomi, hampir semuanya mempunyai istri simpanan yang muda dan cantik. 17
Faktor penyebab pernikahan sirri menurut Sitti Muzda Mulia, antara
lain :
1. Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan
2. Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, umumnya
mereka pendatang atau orang asing.
3. Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya.
4. Mempelai laki-laki atau perempuan hanya ingin mendapatkan kepuasan
seksual,  bukan untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang
diliputi cinta dan kasih sayang
5. Mempelai laki-laki kawin dengan perempuan di bawah umur atau anak-
anak.
6. Untuk tujuan perdagangan perempuan.
7. Alasan ekonomi, tidak mampu membayar biaya nikah yang sering kali
dirasakan sangat mahal.
17Abdurrahman Wahid, “Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam”, dalam Syafiq Hasyim
(ed), Menakar Harga perempuan Eksplorasi lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam
(Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 171
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8. Terhalang oleh peraturan pemerintah misalnya kelompok penghayat
kepercayaan dan penganut agama diluar enam agama resmi yang diakui
negara18.
Menurut A. Wasit Aulawi, terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan terjadinya nikah sirri, yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang
belum bulat, faktor fikih yang tidak mengatur batas umur nikah, dan faktor
kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.19
Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor
penyebab pernikahan sirri adalah :
1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam
perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa
masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur
tangan pemerintah / negara. Pemahaman masyarakat tersebut sangat
berpengaruh dengan tingkat pendidikan yang diikuti. Semakin tinggi tingkat
pendidikan semakin kecil kemungkinan kurangnya pemahaman mengenai
pentingnya pencatatan.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun
janda/duda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat
nikah. Kecendrungan ini terjadi bila calon pelaku nikah sirri tidak memiliki
pekerjaan tetap. Untuk menghindari terputusnya gaji pensiun tersebut,
terpaksa dengan rekayasa tersebut.
3. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat
dengan calon istri / suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif
yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak
18Sitti Muzda Mulia, op.cit., h. 181-182.
19A. Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum, No. 28 Thn
VII, 1996, September Oktober, h. 22.
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dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan seperti ini bermula dari
pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak karena kurangnya kontrol
dari orang tua.
4. Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan. Untuk menghindari pengajuan
permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, para pelaku nikah sirri
tidak mencatatkan perkawinan yang berikutnya. Permohonan izin poligami
akan mengungkap alasan poligami, kemampuan poligami, kepatutan
poligami dan izin istri, hal-hal tersebut lazimnya sulit untuk dipenuhi oleh
pelaku nikah sirri.
5. Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, umumnya
mereka pendatang atau orang asing. Identitas yang tidak jelas sebenarnya
menjadi bukti awal bahwa pernikahan sirri yang terjadi tidak bertahan lama,
kuat dugaan calon mempelai laki-laki memiliki niat yang kurang baik
karena dengan tidak jelasnya identitas, ia dapat dengan mudah tidak
bertanggung jawab, melarikan diri dan menghilangkan diri yang berujung
penelantaran.
6. Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya.
7. Mempelai laki-laki atau perempuan hanya ingin mendapatkan kepuasan
seksual,  bukan untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang
diliputi cinta dan kasih sayang
8. Mempelai laki-laki kawin dengan perempuan di bawah umur atau anak-
anak.
9. Untuk tujuan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan pada
pernikahan sirri korbannya tidak hanya istri tapi juga dapat berimbas pada
anak.
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10. Alasan ekonomi, tidak mampu membayar biaya nikah yang sering kali
dirasakan terlalu mahal. Namun hal tersebut menjadi ironi karena biaya
pencatatan nikah di KUA yang disetor ke kas negara hanya Rp 30.000.
Biaya tersebut sudah termasuk biaya untuk mendapatkan akta nikah.
Bahkan, biaya tersebut masih bisa gratis jika pasutri tersebut tergolong tidak
mampu dengan dinyatakan oleh kepala desa dan diketahui camat setempat.
Alasan nikah sirri karena tidak mampu membayar biaya nikah nampaknya
dipicu oleh adanya pungutan selain biaya resmi yang diatur yang dilakukan
oleh oknum PPN.
11. Terhalang oleh peraturan pemerintah misalnya kelompok penghayat
kepercayaan dan penganut agama diluar enam agama resmi yang diakui
negara.
b. Akibat Nikah Sirri
Pernikahan adalah sebuah akad yang agung. Dibangun di atas dasar
hak dan kewajiban pasangan suami istri kepada sang Khaliq dan kepada sesama.
Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban kadang-kadang tidak berjalan
dengan semestinya. Untuk mengontrol hal tersebut, pencatatan perkawinan
menjadi sebuah keharusan. Karena itulah pernikahan sirri tentu memiliki
dampak hukum dan dampak-dampak lainnya. Dampak-dampak yang dimaksud,
antara lain kepada :
1) Terhadap suami dan istri :
Pemenuhan hak dan kewajiban pada pernikahan sirri dapat saja
terwujud. Suami dapat mencurahkan kasih dan sayangnya kepada istri.
Suami boleh memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, demikian
pula sebaliknya. Suami dapat memberikan perlindungan kepada istrinya.
Namun semuanya hanya bisa terjadi bila pernikahan tersebut baik-baik saja
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tanpa masalah. Bagaimana bila dalam perjalanan rumah tangga, ternyata
suami tidak memenuhi kewajibannya? Bagaimana bila istri tidak
menjalankan kewajibannya? dan bagaimana bila salah satunya melakukan
kekerasan dalam rumah tangga?
Persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga tersebut, akan
mengalami kendala dalam proses hukumnya karena perkawinan sirri tidak
memiliki akta nikah (pasal 7 ayat 1 KHI) dan  tidak mempunyai kekuatan
hukum (pasal 6 ayat (2) KHI). Meskipun perceraian secara resmi dapat
dilakukan dengan kumulasi isbat nikah, namun bila istri yang menggugat,
nafkah iddah dan mut’ah tidak dapat terpenuhi.
Fakta yang tidak dapat diindahkan bahwa pernikahan sirri seringkali
mendorong seseorang melakukan talak sirri pula, karena sangat mudah
untuk memutuskannya bahkan kadangkala tidak jarang suami mudah
melakukan wanprestasi untuk mengingkari perkawinan yang telah terjadi
sehingga akibatnya suami akan menjatuhkan talak sirri tanpa diucapkan oleh
suami terhadap istrinya melalui persidangan ikrar talak di Pengadilan
Agama. Dengan terjadinya talak di bawah tangan pihak suami istri yang
bercerai tidak memiliki akta cerai.
Selain berdampak hukum, pernikahan sirri juga menimbulkan akibat
sosial bagi perempuan. Perempuan yang nikah sirri akan sulit berinteraksi di
masyarakat, karena mereka sering dianggap sebagai “kumpul kebo” (tinggal
serumah tanpa menikah) atau istri simpanan.
Nikah sirri yang dilatarbelakangi alasan mempelai laki-laki masih
terikat perkawinan dengan perempuan lain dan laki-laki tersebut tidak
memiliki ijin untuk poligami, mempunyai dampak yang lebih serius. Terlebih
bila pernikahan yang pertama adalah pernikahan resmi. Istri kedua yang
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dinikahi secara sirri tidak dapat dibawa ke acara-acara resmi, posisi istri
pertama tidak dapat tergantikan karena pengakuan hukum. Istri kedua hanya
“disimpan dan disembunyikan” untuk kenikmatan dan refresing semata,
untuk melakukan aktifitas sosial, suami mengontrol kebebasan istri kedua.
Terbelenggunya istri kedua dari pernikahan sirri mengakibatkan
terjadinya kekerasan psikis dan mental, kekerasan psikis dan mental bukan
hanya merusak harga diri dan penghancuran integritas diri, tapi juga
menimbulkan kebingungan, stres, hingga depresi berat. Hasil kajian medis
menyebutkan bahwa gangguan psikis telah menyebabkan penyakit-penyakit
yang serius.
Tidak hanya istri kedua dari pernikahan sirri yang menanggung
dampaknya, suami pun juga menanggungnya. Seorang suami yang memiliki
istri sirri, tidak akan terbuka pada keluarga dan lingkungannya. Suami  akan
sulit bertindak adil meskipun sangat menginginkan. Jika hal terebut
berlangsung terus menerus, tidak berterus terang, maka akan semakin sulit
untuk mewujudkan keluarga sakinah. Usaha dan karirnya pasti semakin sulit
untuk berkembang, sehingga kehidupan ekonominya akan merosot. Hal ini
tentu menjadi petaka awal bagi suami.20
Dari persfektif kesehatan, poligami sirri atau poligami resmi,
memberikan dampak buruk  terutama terkait dengan organ reproduksi.
Seorang pria yang berganti-ganti pasangan dapat menyebabkan kanker mulut
rahim pada pasangan perempuannya. Resiko penularannya bisa empat
sampai lima kali lipat dibanding dengan pria yang hanya beristri satu. Selain
20Eko Suryono, Poligami Kiat SuksesBeristri Banyak Pengalaman Puspo Wardoyo bersama 4
Istri (Cet. III; Bumi Wacana: Solo,2004), h.14
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itu, perempuan juga tertular penyakit kelamin.21 Misalnya apabila istri
pertama terkena keputihan, maka istri kedua pun bisa tertular juga.
Nikah sirri yang didasari pada kepentingan sosial ekonomi sangat
lemah. kekuatan perkawinan yang memiliki akad yang kuat (mizaqa ghalida)
sangat rapuh. Karena ketika kepentingan telah terpenuhi maka terjadilah
kemunduran. Tidak ada lagi usaha yang sungguh-sungguh untuk memelihara
perkawinan.22
2) Terhadap nasab anak dan hak hadlanah :
Karena suami-istri dikategorikan bukan sebagai suami-istri yang sah, maka
status anak yang lahir dari nikah sirri, termasuk dalam kategori anak yang
bermasalah karena lahir dari perkawinan yang bermasalah, sebab nikahnya
tidak sah. Anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebab seorang anak
dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir
dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang dilahirkan di luar
perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, sehingga
anaknya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah,
meskipun putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya
mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun
berdasarkan fatwa MUI Nomor:  11 tahun 2012 tentang kedudukan anak
21Sitti Muzda Mulia, loc.cit.
22Abdurrahman Wahid, loc. cit.
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hasil zina dan perlakuan terhadapnya bahwa Anak hasil zina tidak
mempunyai hubungan nasab, wali nikah,  waris, dan nafaqah dengan lelaki
yang menyebabkan kelahirannya.
Apabila dari pernikahan tersebut diperoleh anak perempuan maka yang akan
menjadi wali nikahnya di kemudian hari adalah Wali Hakim (Pasal 23
Kompilasi Hukum Islam). Jika anak tidak dapat dibuktikan berlangsunglah
pernikahan yang diharamkan, bertaburlah di dalam masyarakat anak yang
dilahirkan di luar pernikahan yang sah, bahkan anak yang dilahirkan dari
pernikahan sirri tersebut rentan dengan kekerasan, kemiskinan yang terus
menderita, kurang memperoleh kasih-sayang yang utuh dari bapak-ibu. Anak
tidak memiliki akta kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak
diacuhkan di lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri
karena tidak memiliki akta kelahiran, akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak
tumbuh dengan baik.
3) Terhadap harta gono-gini :
Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama (syirkah) karena
akibat akad perkawinan (Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam) dan
penyelesaiannya dapat diajukan apabila terjadi perselisihan antara suami istri
kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) sehingga
adanya harta gono-gini baru terjadi jika terjadi perceraian antara suami-istri
yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sementara untuk
mengajukan perceraian, terlebih dahulu dibuktikan sah atau tidaknya
perkawinan, jika perkawinan tidak sah akibatnya gugatan tidak mempunyai
alasan hak (premature) dan pembagian harta gono-gini tidak dapat diproses
lebih lanjut. Dengan demikian karena status janda atau duda tidak dapat
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diproses maka proses penyelesaiannya tidak dapat dilanjutkan melalui
Pengadilan Agama (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
4) Terhadap hak waris :
Apabila suami meninggal dunia, maka istri dan anak-anak yang
dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari si
suami yang meninggal tersebut, demikian pula sebaliknya, karena salah satu
sebab mendapatkan harta warisan adalah karena pertalian perkawinan (Pasal
174 Kompilasi Hukum Islam) sementara antara suami-istri tidak terbukti
melakukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan
(Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam), kecuali bagi anak ia hanya dapat
dan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 99 dan 100
Kompilasi Hukum Islam).
3. Pandangan Ulama dan feminis tentang nikah sirri
a. Pandangan Ulama
Quraish Shihab menjelaskan kaitan antara saksi dengan pencatatan
nikah. Menurut Quraish, perlunya saksi dalam perkawinan tidak disinggung
secara tegas oleh al-Qur’an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya.
Kalangan ulama pun berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para
saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi’i dan Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi
pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut
merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan
suami istri (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut
kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan. 23
23M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Selanjutnya disebut wawasan (Cet. XVII;
Bandung: Mizan, 2006), h. 191-214.
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Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang
pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk
menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta
untuk merahasiakan pernikahan itu? imam Syafi’i dan Abu Hanifah menilainya
sah,  sedang Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan
pernikahan (fasakh). Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang
fungsi para saksi. Apakah fungsi mereka keagamaan, atau semata-mata
tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.
Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan
yang ditetapkan melalui undang-undang, namun di sisi lain pernikahan yang
tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh agama. Bahkan
seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang
disaksikannya itu, maka pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar
hukum Islam (Imam Syafi’i dan Abu Hanifah).
Namun dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian
dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah
sirri) dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Al-Qur’an
memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama tidak
bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan sangat sejalan
dengan semangat al-Qur’an.
Menurut Hamka Haq pencatatan nikah sangat diperlukan. Pernikahan
sebagai perbuatan hukum yang melibatkan minimal dua pihak, yang masing-
masing menghendaki adanya perlindungan hak-haknya, nikah membutuhkan
keterlibatan pemerintah (negara). Salah satu yang tidak boleh dihindari ialah
kententuan menyangkut pencatatan nikah. Pencatatan nikah nilainya sangat
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esensial, karena bertujuan untuk memberikan status formal yang sah disertai
bukti dokumen yang kuat, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi keluarga
dan segala urusan yang berkaitan dengannya di kemudian hari.24
Menurut K.H. Ma’ruf Amin25 Nikah sirri ada dua. Pertama, yakni
Nikah berdua saja , yaitu tidak ada saksi dan wali. Hal ini sudah jelas haram dan
tidak sah. Kedua, Nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di
bawah tangan, yang tidak dicatat oleh KUA. Kalau dalam pengertian ini, MUI
telah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah sirri sepanjang dipenuhi
syarat hukum pernikahan itu sah. Namun yang kedua bisa haram apabila ada
perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka
tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya
karena tidak tercatat.
Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah sirri itu dicatatkan,
sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan
tersebut. Serta sebaiknya nikah sirri itu dihindari sebab berpontensi pada
pelanggaran hukum. Pada masa Rasulullah saw. pernikahan tidak tercatat
namun menurutnya hal itu tidak dapat disamakan karena masa Rasulullah itu,
orangnya jujur-jujur. Pencatatan ada setelah banyak orang yang melanggar,
menelantarkan misalnya. Maka dibuatlah aturan pencatatan sehingga orang
punya surat nikah. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Hasyim Muzadi bahwa
nikah sirri akan merugikan istri dan anak dari pernikahan tersebut.26
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai nikah
siri sah secara agama. Namun, dengan konteks Indonesia sebagai negara
24Hamka Haq, loc.cit.
25http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal/kontro
versi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66, 10 Februari 2012.
26http://nasional.kompas.com/read/2010/02/19/13064577/Hasyim.Muzadi.Nikah.Siri.Sanksi.
Administrasi.Sajalah, 10 Februari 2012.
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hukum, akan lebih baik jika pernikahan tersebut dicatatkan secara hukum pada
negara. Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu harus bisa menjadi berkah
dan perlu disampaikan kepada khalayak ramai. Jika terdapat pernikahan yang
membawa mudharat, maka hal tersebut haram.27
Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min di Ngruki, Sukoharjo,
Ustaz Abu Bakar Ba’asyir minta praktik kawin sirri atau nikah di bawah tangan
dihentikan. Menurut Ba'asyir, cara atau bentuk perkawinan demikian dapat
menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. "Sebaiknya
praktik nikah sirri hendaknya dihapus saja," kata Ba’asyir di Jakarta, Senin,
ketika ditanya seputar maraknya nikah sirri yang dilakukan para selebriti di Tanah
Air. Nikah sirri atau nikah di bawah tangan dan tak tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA) belakangan ini dianggap sah menurut agama. Padahal, hal
demikian dapat menimbulkan fitnah, katanya. Orang melakukan pernikahan
demikian karena pernikahannya tak ingin diketahui orang banyak. Padahal,
syarat pernikahan itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain
diketahui orang banyak. Ba’asyir mengatakan, jika seseorang berani untuk
nikah mengapa takut untuk diketahui banyak orang. "Itu namanya pengecut,"
ujarnya. Karena itu, ia menyarankan pemerintah segera mengambil peran agar
nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan segera dihentikan.28
b. Pandangan Feminis
Nikah sirri akan berakibat buruk bagi perempuan karena itulah para




29Feminis ialah perempuan maupun laki-laki yang memiliki kesadaran akan ketidakadilan
gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat  serta tindakan sadar
untuk mengubah keadaan tersebut. Lihat Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an
Klasik dan Kontemporer (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 42.
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tersebut diperkuat bila dikaitkan dengan fenomena-fenomena ketidakadilan
gender pada pernikahan sirri. Fenomena yang dimaksud adalah pertama, nikah
sirri akan membuat marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, ditempat
kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. kedua,
streotype yang merugikan perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan yang
nikah sirri adalah istri simpanan, perempuan yang mengambil “suami orang”,
maka setiap ada kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu dikaitkan dengan
label ini. Masyarakat punya kecendrungan menyalahkan perempuan sebagai
korban kekerasan akibat streotype tadi. ketiga, berbagai bentuk kekerasan
menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena nikah sirri tidak
memiliki pengakuan hukum olehnya itu posisi perempuan lemah dibandingkan
dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap
perempuan.
Dalam pernikahan laki-laki dan wanita berdiri sederajat. Laki-laki
tidak memiliki hak istimewa di atas wanita, dan wanita juga tidak memiliki hak
di atas laki-laki. Seorang wanita mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian
sesukanya, sebatas tidak melanggar ketentuan Allah swt. (hududullah). Wanita
dapat mengadakan perjanjian dengan alasan yang dapat diterima, termasuk hak
untuk bercerai. Dengan hak ini, jika ia diperlakukan tidak adil oleh suaminya
(termasuk bila suaminya menikah lagi), dia dapat menuntut perceraian.30
Ironisnya dalam pernikahan sirri hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan.
Suami setingkat lebih bebas dari istri, terlebih bila suami melakukan kekerasan
akan sulit untuk diproses secara hukum.
30Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology Essay on Liberative Elements in Islam,
Terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan (Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.
239.
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Pernikahan sirri juga akan susah mengimplementasikan hadis nabi
rumahku adalah surgaku. Hadis tersebut bukan penggambaran dari aspek
material  kondisi rumah tangga Rasulullah saw. Dalam hal material, ia dan
keluarganya hidup dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Bahkan dalam satu
untaian do’anya terungkap keridhaan hidup dan mati dalam keadaan ‘miskin’.
Ungkapan ini adalah gambaran kondisi psikologis dan sosiologis yang
melingkupi rumah tangganya.  Sebuah deskripsi yang menjelaskan suasana
kedamaian,  ketenangan, keharmonisan, keindahan relasi personal di antara
anggota-anggotanya, dan jauh dari segala bentuk kekerasan. Dalam konteks
kehidupan masyarakat, ungkapan ini bukan pernyataan informatif belaka.
Kapasitasnya sebagai suri tauladan menyiratkan makna bahwa ungkapan
tersebut merupakan isyarat tentang kondisi rumah tangga ideal yang seharusnya
dibangun oleh pengikut-pengikutnya.31
Pernikahan sirri yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan
merupakan awal bencana terhadap perempuan. Pernikahan tersebut akan
menjadi istana penyiksaan bagi perempuan karena itu Menurut Muzda Mulia
tidak benar pandangan yang membenarkan tindakan nikah sirri dengan
alasan: 32 pertama,  negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya.
Menurutnya pencatatan perkawinan tidaklah bertujuan mencampuri urusan
agama masyarakatnya. Pencatatan pernikahan pada dasarnya merupakan
kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya. Pencatatan tidak
hanya ditujuan kepada satu penganut agama tapi seluruh penganut agama.
Dokumen HAM Internasional mengatur kewajiban setiap negara untuk
31Alimin Mesra, “ ‘Bercinta’ tanpa Kekerasan, Marital Rape dan Gagasan al-Qur’an tentang
Seksualitas”, dalam Nazaruddin Umar, et al., Membangun Kultur Ramah Perempuan Reintrepretasi dan
Aktualisasi Pesan Kitab Suci (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h. 87.
32Sitti Muzda Mulia, op. cit., h. 182-184.
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mencatat seluruh peristiwa vital dalam kehidupan warganya, seperti kelahiran,
perkawinan, perceraian dan kematian. Yang lazimnya disebut catatan sipil.
Semakin maju, modern, dan berkembang sebuah negara, maka semakin tertib
dan rapi pula catatan sipilnya.
Muzda mencontohkan negara Yordania yang mewajibkan bagi
warganya untuk melakukan pencatatan bahkan bagi yang tidak memenuhinya
diancam dengan sanksi pidana. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1976
(undang-undang tersebut hampir seumur dengan undang-undang perkawinan
No. 1 Tahun 1974), Pasal 17, menyebutkan bahwa mempelai laki-laki wajib
mendatangkan qadhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang
berwenang, sebagaimana yang ditunjuk oleh qadhi, mencatat dan mengeluarkan
sertifikat perkawinan tersebut. Jika perkawinan dilaksanakan tanpa pencatatan,
maka semua pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, baik itu kedua
mempelai, wali maupun saksi-saksinya, dapat dikenakan hukuman berdasarkan
Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar.
Kedua, kalau kawin sirri dilarang maka prostitusi menjadi marak
terlebih bila dianggap perbuatan kriminal. Menurutnya, pandangan tersebut
sangat dangkal dan juga keliru. Manusia sebagai makhluk yang bermartabat
dikaruniai pilihan bebas. Manusia memiliki banyak pilihan dalam hidupnya
sesuai syariah, bukan hanya terpaku pada nikah sirri dan prostitusi. Manusia
dapat memilih kawin sesuai aturan yang berlaku atau menunda nikah dan
menyibukkan diri dengan aktifitas sosial atau berpuasa agar dapat mengolah dan
mengelola syahwatnya dan sejumlah pilihan positif lainnya.
Ketiga, nikah sirri sah dan dibolehkan dalam Islam. Menurutnya,
pencatatan sebagai penentu sahnya perkawinan memang tidak ditemukan dalam
kitab-kitab fiqh klasik. Karena kehidupan ketika itu masih sangat sederhana dan
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pencatatan belum menjadi kebutuhan pokok. Namun seiring dengan berjalannya
waktu, terjadi perubahan yang demikian pesat karena kemajuan tekhnologi dan
dinamika masyarakat yang berimbas pada pola kehidupan keluarga sesuai
tuntutan zaman. Kehidupan manusia semakin komples dan rumit. Pencatatan
adalah kebutuhan untuk kemaslahatan manusia.
Menurut Nazaruddin Umar33 terlalu banyak resiko sosial jika
perkawinan tidak tercatat. Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling
dirugikan akibat nikah sirri. Nilai-nilai perkawinan yang dianggap sakral,
profan dan agung kini semakin rapuh. Banyak perkawinan yang dilakukan
hanya untuk menyalurkan nafsu tanpa bisa dipastikan apakah nikahnya sah
sesuai syarat dan rukunnya. Betapa banyak anak terlantar akibat perkawinan
tidak tercatat. Akan dikemanakan bangsa ini kedepan? Nasaruddin menyebut
salah satu contoh akibat buruk nikah sirri, anak dari perkawinan sirri tidak bisa
mendapatkan Akte Kelahiran, tidak tercantum dalam Kartu Keluarga, tidak bisa
mendapatkan KTP dan juga passport berdasarkan ketentuan UU No. 23/2006.
4. Polemik Pencatatan pernikahan
Pada awalnya pencatatan dikenal dalam Islam hanya dalam persoalan
muamalah (mudayanah) yakni pada Q. S. al-Baqarah/2 : 282
                    
                           
                    
                            
               
                        
                    
33
www.badilag.net.,  29 April 2012
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                 
        
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.34
Namun pemahaman Islam terus berkembang mengikuti perkembangan
tempat dan waktu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik
sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan
tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang
dalam perkawinan, menjadi salah satu rukun.
34Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 48.
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Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan undang-undang
perkawinan), PP RI. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PP perkawinan) dan KHI.
Pada Undang-undang perkawinan aturan pencatatan perkawinan diatur
dalam, Pasal 2 :
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sedangkan dalam PP perkawinan diatur dalam Pasal 3 :
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan
dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10
hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati
Kepala Daerah.
Adapun dalam KHI pencatatan perkawinan diatur dalam  pasal 4, 5, 6
dan 7.
Pasal 4
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Pasal 5
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22
Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
Pasal 6
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai.
Pasal 7
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
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Pasal 2 Undang-Undang perkawinan, menimbulkan berbagai macam
pemahaman, pertama bahwa antara ayat 1 dan 2, tidak dapat dipisahkan dan
merupakan satu kesatuan, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan aturan-
aturan agama dan tercatat. Pemahaman ini dipahami dari dimuatnya kedua ayat
tersebut dalam satu pasal. Paling tidak bila undang-undang berkata lain tentu
keduanya akan dipisahkan dalam pasal yang berbeda.
Kedua, ayat 1 pertama dan ayat 2 bukan satu paket, sehingga
perkawinan tetap sah walaupun tanpa pencatatatan. Intrepretasi ini dipengaruhi
oleh pemahaman keagamaan yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Dalam
kitab-kitab fikih masalah pencatatan belum dimasukkan ke dalam rukun nikah
atau syarat sah pernikahan. Masyarakat Indonesia yang kebanyakan bermazhab
syafi’i mempunyai keyakinan bahwa sah atau tidaknya pernikahan tergantung
pada pemenuhan unsur-unsur yakni adanya calon mempelai laki-laki dan calon
mempelai perempuan, ijab dan kabul, wali nikah, saksi serta mahar. Ironisnya
masyarakat tidak mengetahui bahwa fikih akan terus berkembang mengikuti
perkembangan waktu dan tempat.
Untuk menghindari pemahaman ini berkembang ada baiknya kedua
ayat tersebut digabung menjadi : perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,
sebaiknya juga disertakan ayat yang terkait dengan masalah sanksi bagi yang
tidak memenuhinya.35
Ketiga, undang-undang perkawinan memahami bahwa masalah
pencatatan belum diatur secara jelas oleh agama-agama. Karena bila hal
tersebut telah diatur, undang-undang perkawinan tidak perlu repot
35Sitti Muzda Mulia, op. cit., h. 185.
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menyebutkannya pada ayat kedua atau paling tidak kedua ayat tersebut
digabung menjadi perkawinan adalah sah bila telah tercatat dan berkesuaian
dengan aturan agama. Pemisahan pencatatan perkawinan pada ayat 2,
merupakan  penegasan bahwa pencatatan perkawinan mesti dilakukan walaupun
belum diatur secara jelas oleh teks-teks keagamaan.
Pengaturan pencatatan perkawinan pada undang-undang, peraturan
pemerintah dan KHI menekankan keharusan pencatatan. Keharusan itu
didasarkan pada pengembangan “illat ketertiban” perkawinan di lingkungan
ummat muslim. Karena itu, setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa
pencatatan, terlebih yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah adalah
perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Secara yuridis setiap
perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dianggap tidak pernah
ada.36
Dengan demikian, meskipun KHI tidak secara tegas menggariskan
pencatatan sebagai faktor formal keabsahan perkawinan, namun ditinjau dari
segi teknis yuridis maka ketentuan pasal-pasal 4, 5, 6 dan 7  sudah sangat jelas
menggariskan pencatatan sebagai syarat yang menentukan kekuatan hukum
suatu perkawinan. Hanya perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Diluar itu, sebuah perkawinan dipandang tidak mempunyai kekuatan
hukum. Tuntutan formal berupa pencatatan perkawinan yang sudah menjadi
kelaziman di masa modern sekarang ini harus diterima sebagai persyaratan
dalam konteks hukum Islam.  Hal itu didasarkan pada ketentuan hukum : “Jika
ada ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formal itu di samping
syarat materil, maka keduanya hendaklah dipahami sebagai hukum Islam”.
36Ibid., h. 186.
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Terdapat beberapa alasan mengapa pencatatan perkawinan tidak
tersentuh oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur’an yang menganjurkan untuk
mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Di antaranya :
1. Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Akibatnya kultur tulis
tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan.
2. Pada waktu itu, sangat mengandalkan hafalan. Terlebih peristiwa perkawinan
bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.
3. Tradisi pesta perkawinan walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi
disamping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan.
4. Perkawinan yang terjadi pada awal Islam masih dalam wilayah yang sama.37
Pencatatan perkawinan belum ada dalam kitab fiqh, boleh jadi karena
pada waktu kitab-kitab fiqh itu ditulis, tingkat amanah kaum muslim relatif
tinggi. Sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk
tujuan sesaat atau sementara, yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan
dan merugikan pihak lain, relatif kecil.38
Pernyataan ini tentu tidak dimaksud menggenalisir bahwa sekarang ini
tingkat amanah masyarakat itu sudah luntur. Namun pemerintah sebagai
penjelmaan dari fungsi ulu al-amri yang menurut Abu Hasan al-Mawardy
memiliki dua fungsi, yaitu fi harasah al-din (menjaga agama) dan fi siyasah al-
dunya (mengatur urusan dunia) berhak untuk dipatuhi oleh warga negaranya,
sepanjang negara atau pemerintah tersebut tidak mengajak kepada kemunkaran
dan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, negara atau dalam batas-
batas tertentu pemerintah, berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-
undangan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang
37Amiur Nuruddin, op. cit., h. 121.
38Depag RI, Pedoman Penghulu selanjutnya disebut Pedoman (Jakarta: t.p., 2008), h. 78-80
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merugikan salah satu pihak terutama pihak perempuan. Sejalan dengan kaidah
yang dirumuskan oleh imam syafi’i, (tassaruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut
bi al-maslahat) tindakan pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan rakyatnya,
adalah guna mewujudkan kemaslahatan.
Masih terdapat anggapan kuat di kalangan masyarakat bahwa nikah
sirri atau tanpa pencatatan PPN adalah sah menurut agama. Nikah sirri tersebut
hanya sah menurut fikih, tidak atau belum sah menurut agama. Hal ini
disebabkan karena pesan yang dibawa oleh agama adalah universal di bawah
prinsip rahmatan lil alamin, artinya segala tindakan manusia hanya dapat
dibenarkan menggunakan justifikasi agama, sejauh ia mendatangkan manfaat
bagi kepentingan umum, li tahqiq masalih al-ammah, bukan kemaslahatan yang
bersifat perorangan atau kasuistik.
Ini berbeda dengan fiqh yang diformulasikan oleh fuqaha yang
dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja, jika pendapat seorang ulama
dahulu mendatangkan kemaslahatan, jika diterapkan dalam kondisi sekarang
akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu harus dibedakan, tidak
dipertentangkan. Apalagi jika didukung data-data faktual, bahwa perkawinan
yang tidak dicatat akan menimbulkan kesengsaraan bagi pihak istri yang
ditinggal suaminya tanpa tangung jawab yang jelas. Maka bukan fiqh yang tidak
relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih
yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.
Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa pencatatan hanya
bersifat administratif. Ini membawa implikasi yang tidak menguntungkan bagi
sosialisasi hukum perkawinan.
Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua
pandangan yang berkembang. Pertama, yang menyatakan bahwa pencatatan
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perkawinan tidaklah menjadi syarah sah sebuah perkawinan dan hanya
merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah
perkawinan.
Menurut pandangan ini, sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan
pada aturan-aturan agama sebagaimana telah disebut pasal 2 ayat 1. Dengan
demikian ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak
memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan.
Akan tetapi persoalannya menjadi rancu ketika ditemukan aturan-
aturan tambahan seperti yang dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan bagi
mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai
pencatat nikah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang
pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.
Di samping itu pada pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan :
Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan
pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua oang saksi.
Dengan demikian pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 telah
menambah suatu ketentuan yang sebenarnya tidak disyaratkan oleh undang-
undang yang menjadi induknya dan hendak dilaksanakannya. Tambahan
tersebut adalah, bahwa perkawinan wajib dilakukan dihadapan pegawai
pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Ada dua catatan penting yang dapat dikemukakan disini :
Pertama, pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan,
secara hukum tidak menjadi syarat bagi sahnya sebuah perkawinan.
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Kedua, untuk pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, tidak
disyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapannya. Perkawinan itu
bisa saja dilakukan diluar kesaksiannya  asal ada bukti yang autentik tentang
telah dilangsungkannya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat
menjadi dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan.
Ketiga, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif
tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut
akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan mejadi bukti otentik telah
dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.
Atas dasar argumen ini, mereka beranggapan bahwa pencatatan
perkawinan bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti
yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang-undang ini  (UUP No. 1
Tahun 1974) hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk, yang
berarti hanya acara bukan materi hukum.
Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan
tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.
Pada sisi lain, setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan orang-
orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat syahnya sebuah
perkawinan
1. Selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-
pasal PP No. 9 Tahun 1975 dan juga dari jiwa dan hakikat undang-undang
perkawinan itu sendiri.
2. Ayat yang ada di dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan harus
dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
3. Apabila isi pasal 2 undang-undang perkawinan dikaitkan dengan Bab III
(pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (pasal 22/28), masing-masing tentang
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pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PP
No. 9 Tahun 1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal
pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya.
4. Dari sisi bahasa arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang
Perkawinan berarti kumulatitif.
Undang-undang Perkawinan bukanlah undang-undang pertama yang
mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim indonesia. Sebelumnya
sudah ada Undang-undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang
pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Semula Undang-Undang ini hanya berlaku
untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32
Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1946 diberlakukan untuk
seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya
Undang-Undang No. 32 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 disebutkan (i);  perkawinan
diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah  (ii) bagi pasangan yang melakukan
perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai Pencatan Nikah dikenakan hukum
karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas  tentang pencatatan dan tujuan
pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya
perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.
Dengan demikian menyangkut status pencatatan perkawinan, masih
terdapat kerancuan bahkan ketidak jelasan antara Undang-Undang perkawinan
dengan penjelasan dan aturan pelaksanaannya.
Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya
diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi
bagaimana dibangun cara pandang baru dalam kerangka pembaruan hukum
keluarga Islam di Indonesia. Sampai disini menarik untuk menganalisis
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pendapat Atho’ Muzhar yang menyatakan pencatatan perkawinan harus dilihat
sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengiklankan perkawinan). Lebih
jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak.
Hal ini senada dikemukakan oleh safwat39 bahwa keharusan
pencatatan perkawinan berdasarkan pada pemikiran bahwa ada hukum yang
mewajibkan perilaku tertentu. Dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali
hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna
(efisien). Artinya kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan maka
cara itulah yang lebih diutamakan.
Kehadiran saksi dalam akad nikah, bertujuan sebagai pengumuman
kepada khalayak ramai. Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan
untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan
perkawinan secara formal. Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan,
adalah sebagai ganti dari kehadiran saksi.
Menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat
administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi undang-undang
perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup
jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan Maslahat al-
Mursalah. Dengan  adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang
jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status
bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.
Maqashid al-Hajjiyat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan
oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang
termasuk dalam kategori dharuriyah.  Sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor
39Ahmad Safwat sebagaiman dikutip oleh Sitti Musdah Mulia. Lihat, Sitti Musdah Mulia,
op.cit., h. 187.
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yang mempersulit usaha perwujudan dharuriyat. Karena fungsinya yang
mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka tujuan sekunder ini
kehadirannya dibutuhkan kehadirannya. Artinya jika hal-hal yang hajjiyat tidak
ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai
kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan.
Untuk melindungi keturunan sebagai tujuan primer melalui pernikahan
maka dibutuhkan kelengkapan, misalnya dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa
KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi perkawinan memang
nikah bisa saja dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perangkat
pelengkapnya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak
terutama ketika terjadi persengketaan.40
Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat
dilakukan dengan penerapan ijtihad insya’i (ijtihad bentuk baru) dengan
menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan
kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka
pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terjadinya ketertiban dan
kepastian hukum sesuai dengan kaidah, “suatu tindakan/peraturan pemerintah,
berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.
Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam
memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin
ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan
perkawinan itu harus ditempatkan dimana. Apakah di rukun atau syarat
administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa di duga
keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang
40Yudian Wahyudi, “Maqhashid syariah sebagai doktrin dan metode” dalam M. Amin
Abdullah, eds., Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta (Cet.I; Jogjakarta: Suka
Press, 2007), h. 142.
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rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh
dalil yang kuat baik dari al-Qur’an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan
yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegralkan
dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.
Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi
akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan. Bisa juga
pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status
yang lebih tegas. Artinya akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan
sebagai syarat administratif tapi di dalam perspektif kenegaraan memiliki
kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya
terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah
menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah
masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan-
urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang
ditetapkan oleh negara.
Perkawinan yang legal melalui prosedur pencatatan. Prosedur
pencatatan diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975, adapun prosedur melaksanakan
perkawinan sesuai urut-urutannya sebagai berikut :
1) Pemberitahuan.
Dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang
yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan keinginannya kepada
pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada
Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang No. 32 tahun  1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan
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beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil
setempat.
Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975
ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu
alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.
Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai
pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua
mempelai atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan
atau tulisan.
Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan dengan membawa
surat-surat yang diperlukan.41
1. Surat persetujuan calon mempelai.
2. Akta Kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul, (akta
kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan
dengan surat-surat lainnya untuk keperluan administrasi yang bersangkutan
menyerahkan salinan/fotokopinya)
3. Surat keterangan tentang orang tua
4. Surat keterangan untuk nikah.
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI
6. Akta cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika
seorang mempelai janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat kepala desa yang
mewilayahi tempat tingal atau tempat matinya suami/istri.
41DEPAG RI., Pedoman, op.cit., h.37-38.
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8. Dispensasi dari pengadilan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur
menurut ketentuan undang-undang perkawinan.
9. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari
10 hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak
mampu.
11. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang
hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang
mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya
sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
12. Bagi warga negara asing, harus melampirkan surat-surat antara lain : Paspor,
Surat izin dari kedutaan dan surat status catatan sipil negaranya.
Pemberitahuan ini kemudian dilakukan penelitian oleh Kantor Urusan
Agama.
2) Penelitian
Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur
selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan.
Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah
syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan
menurut perundang-undangan yang berlaku.
Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud diatur dalam Undang-
Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (pasal-pasalnya)
serta Larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dalam pasal 8,9 dan 10 dan diatur lebih lanjut  pada Bab VI
Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 KHI.
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Selain itu berdasarkan ayat (2) pasal 66 PP No. 9 Tahun 1975,
pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap :
1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal
tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat
keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang
diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
2. Penelitian terhadap surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian
yang penting, untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan
dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam undang-undang
perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak
memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.
3. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat
tinggal orang tua calon mempelai.
4. Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan
(5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal
calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
6. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2)
Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak
memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.
7. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian,
bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
8. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB,
apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir
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sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada
orang lain.
Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut
diatas oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan
untuk itu (pasal 7).
Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan dan atau belum
dipenuhinya persyaratan dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, keadaan
itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua
atau kepada wakilnya. Pemberitahuan tersebut guna untuk melengkapi apa yang
masih kurang serta memberikan pengertian alasan penolakan.
3) Pengumuman
Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta telah
dilakukan penelitian yang hasilnya menyatakan telah memenuhi persyaratan
perkawinan dan tiada halangan perkawinan, maka proses berikutnya adalah
pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan
pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak
melangsungkan perkawinan.
Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan
menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu
tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Dengan kemajuan
tekhnologi sekarang ada baiknya juga diumumkan di situs resmi Kantor Urusan
Agama maupun melalui jejaring sosial.
Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut
pasal 9 peraturan pemerintah tersebut adalah :
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1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon
mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau
keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka
terlebih dahulu.
2. Hari, tanggal, jam,  dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Adapun tujuan pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat
umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya
dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap
perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.
4) Pelaksanaan
Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai
untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah
hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan.
Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat (2)
PP No. 9 tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal  2 ayat (1) undang-
undang perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum-hukum
masing-masing agama dan kepercayaan itu, supaya sah.
Peraturan pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu
perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang
berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 PP No. 9
Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan
yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan
ditandatangani pula oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang
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menghadiri. Dalam pasal 11 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 juga ditentukan, bagi
yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya
penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara
resmi.
Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar (dahulu) register nikah,
yang memuat antara lain sebagaimana disebut dalam pasal 12 Bab IV Akta
Perkawinan Peraturan pemerintah RI. No. Tahun 1975. tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :
a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
kediaman suami istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,
disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua
mereka;
c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-
undang;
d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang;
e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 undang-undang;
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang;
g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi
anggota Angkatan Bersenjata.
h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi,
dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa
apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
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Pasal 13
(1) Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan
oleh Pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan
dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
(2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.
Kepada suami istri masing-masing diberikan “kutipan akta nikah”
yang berbentuk buku. Dalam kutipan itu tentu saja tidak dimuat segala catatan
yang terdapat dalam akta perkawinan, melainkan hanya beberapa catatan pokok
yang dipandang perlu. Kutipan akta perkawinan adalah bukti otentik terjadinya
pernikahan.
Selain hal tersebut, dalam akta nikah dilampirkan naskah perjanjian
perkawinan (taklik talak/penggantungan talak), yaitu teks yang dibaca suami
setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiannya terhadap istri. Adapun teks
yang dimaksud ialah :
Sesudah akad nikah saya .......... bin ........... berjanji dengan sesungguh
hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan
akan saya pergauli istri saya bernama ......... binti ........ dengan baik
(mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam.
Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu
seperti berikut :
Sewaktu-waktu saya :
1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan
lamanya.
Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan
Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan
pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut,
dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebagai iwad
(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada
pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang
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iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah
sosial.
.....................................................
(tempat), tanggal, bulan dan tahun
Suami
.........................................................
(Tanda Tangan dan Nama)
Akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan seseorang sangat
bermanfaat bagi pasangan suami-istri dan keluarganya untuk menolak
kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan
akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak
kewarisannya), dan juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuduhan zina.
75
iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah
sosial.
.....................................................
(tempat), tanggal, bulan dan tahun
Suami
.........................................................
(Tanda Tangan dan Nama)
Akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan seseorang sangat bermanfaat
bagi pasangan suami-istri dan keluarganya untuk menolak kemungkinan di
kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari
perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya), dan
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B. Isbat Nikah
1. Memahami  Konsep Isbat Nikah
Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah, kata nikah telah kami uraikan
pada bagian terdahulu (Bab II Bagian A). Adapun isbat merupakan serapan dari kata
bahasa arab yang bermakna pengesahan. Isbat bermaka penyungguhan, penetapan,
penentuan. Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.1
Kata Isbat nikah dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Sebelum
dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, undang-undang peradilan agama tidak
menggunakan istilah tersebut, undang-undang tersebut dalam penjelasannya hanya
menjelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan
adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Dengan
demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah “isbat nikah” dikenal
dengan istilah “pernyataan tentang sahnya perkawinan”.
1Departemen Pendidikan Nasional RI., loc.cit.
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Yang mendasari adanya aturan mengenai isbat nikah dalam peraturan
perundang-undangan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan
agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Olehnya itu
dapat dipahami bahwa sebenarnya negara telah mengetahui bahwa pernikahan yang
tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat. sehingga perlu aturan terhadap perilaku
masyarakat untuk meminalisir pernikahan yang tidak tercatat dengan aturan “isbat
nikah”. Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan
pernikahan.
Dengan demikian, isbat nikah adalah penetapan atau putusan peradilan yang
telah berkekuatan hukum tetap mengenai sahnya sebuah perkawinan yang telah
dilangsungkan dan memenuhi syarat,  rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan
menurut syari’at Islam. Isbat nikah dalam undang-undang peradilan agama dibatasi
hanya pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan
dan dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan bahwa boleh saja isbat nikah terhadap
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan namun dalam
rangka perceraian.
2. Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam
Isbat Nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam :
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal
yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1
Tahun 1974 dan,
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e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-
anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.2
Berdasar pasal tersebut isbat nikah diperlukan bila perkawinan tidak memiliki
akta nikah. Isbat nikah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Untuk lebih
jelasnya ayat 3  pasal 7 KHI, kami uraikan sebagai berikut :
a. Isbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
Isbat nikah di peradilan agama dibolehkan bila suami atau istri yang telah
melakukan pernikahan sirri, ingin bercerai. Perceraiannya tersebut dikumulasikan
dengan isbat nikah. Isbat nikah pada kasus ini hanya bergantung pada perkara
pokok yakni perceraian. Tanpa ada masalah pokok tersebut hal tersebut tidak
dimungkinkan.
Kumulasi merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan
beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses
perkara. Ada beberapa macam kumulasi yakni pertama, kumulasi subyektif (jika
dalam satu surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat/pemohon
atau beberapa orang tergugat/termohon). Kedua, kumulasi obyektif (jika
penggugat/pemohon mengajukan beberapa gugatan) dan ketiga, intervensi (ikut
sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara). 3
Kumulasi antara isbat nikah dan perceraian akan mempermudah jalannya
persidangan akan menghemat biaya, tenaga dan waktu serta memenuhi asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana karena dengan dikumulasikan kedua
masalah tersebut tidak menjadi sulit untuk diproses dan diselesaikan serta bisa
2Muhammad Amin Suma, Himpunan, op. cit., h. 376
3Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. VII; Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007),  h. 44. Lihat pula Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pedoman Kerja Hakim
Panitera  dan  Jurusita sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar,ed. revisi (Makassar: t.p, 2011),
h. 9.
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mencegah kemungkinan adanya  putusan-putusan yang saling bertentangan. Cepat
karena bila tidak dikumulasi akan memakan waktu yang relatif lama. Biaya ringan
karena biaya dua perkara menjadi satu biaya perkara.
Kumulasi tersebut dimungkinkan karena terdapatnya kesamaan pemohon
(suami) dan termohon (istri) serta kesamaan subtansi perkara yakni perkawinan.
Majelis hakim yang sama akan mudah melakukan pemeriksaan karena adanya
kesamaan-kesamaan tersebut. Di samping itu kumulasi dilakukan karena memiliki
hubungan dan keterkaitan erat atau memiliki koneksitas. Untuk menentukan adanya
hubungan erat ini dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta
hukum yang menjadi dasar permohonan.4
Kata “adanya perkawinan” Dari huruf a ayat “3” pasal 7 KHI menyiratkan
adanya pengakuan terhadap perkawinan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah.
Serta perkawinan yang akan diisbatkan `harus memenuhi unsur-unsur perkawinan
yang dimaksudkan dalam perundang-undangan. Yakni adanya calon suami, calon
istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mahar. Apabila unsur-unsur
tersebut tidak terpenuhi isbat nikah tidak dapat dilakukan karena isbat nikah hanya
mengisi ketidak adaaan pengawasaan pegawai pencatat nikah dalam perkawinan
yang telah dilaksanakan.
Pernikahan sirri yang ingin bercerai terlebih dahulu mengisbatkan nikahnya,
karena perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan bila terdapat pernikahan
secara resmi pula. Isbat nikah dalam kasus ini, berfungsi sebagai pranata kontrol
terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Isbat nikah akan berfungsi sebagai filter
terhadap hal-hal yang merusak akad pernikahan. Isbat nikah mengisi kekosongan
ruang prosedur pencatatan pernikahan pada pernikahan sirri. Dalam isbat nikah
akan dilakukan penelitian mendalam oleh Majelis Hakim apakah pernikahan sirri
4Abdul manan, Penerapan, op. cit., h. 41.
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itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan.
Kumulasi perceraian dengan isbat nikah pada pernikahan sirri. Tidak hanya
memastikan bolehnya perceraian tapi juga pengesahan nikah. Karena itu
pernikahan sirri dapat memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme cerai
dulu kemudian rujuk kembali. Walaupun dalam kasus seperti itu dikategorikan
sebagai rekayasa hukum.
b. Hilangnya akta nikah
Hilangnya akta nikah menjadi salah satu alasan pembolehan isbat nikah.
Isbat nikah pada kasus ini, ditujukan kepada perkawinan yang pada awalnya
memiliki buku nikah namun karena alasan tertentu akta nikah tersebut hilang.
Namun isbat nikah dengan alasan ini sangat jarang diajukan pada peradilan agama
karena hilangnya akta nikah, suami atau istri dapat meminta duplikat akta nikah
pada kantor urusan agama dimana mereka dulu melakukan perkawinan, kecuali bila
kantor urusan agama yang dulunya ditempati mendaftar perkawinan sudah tidak
ada.
Misalnya, perkara Pengadilan Agama Makassar No. 127/Pdt.P/2010/PA.
Mks, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas perkawinannya dengan
suaminya pada tanggal 7 Juli 1996 dinikahkan oleh kepala KUA Kecamatan
Ainaro, Timor-Timor dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon
dengan mas kawin berupa emas 20 gram, dan disaksikan dua orang saksi. Pemohon
pernah memiliki buku nikah, tetapi hilang/musnah pada saat kerusuhan Timor-
Timor.
Nikah sirri tidak dapat diisbatkan dengan melalui huruf ‘b’ karena nikah sirri
tidak mengenal istilah hilangnya akta nikah.
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c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
menjadi salah satu alasan pembolehan isbat nikah. Dalam undang-undang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan sangat terkait dengan
rukun perkawinan. Rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali nikah,
dua orang saksi dan ijab dan kabul (pasal 14 KHI). Rukun perkawinan memiliki
syarat-syarat  yakni :
Calon suami dan calon istri syarat-syaratnya :
1. Calon suami  sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun. (pasal 7 UUP dan pasal 15 ayat 1 KHI. hal ini
didasari oleh Q. S. al-Nisa /4 : 9.
                          
Terjemahnya :
dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar.5
Ayat tersebut  memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan
bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda akan
menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi
rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan
dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam
rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud,
apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya.
Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di
5Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 78
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dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-
liku dan badai rumah tangga.
Pembatasan umur sangat terkait dengan masalah kependudukan. Dengan
adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria
diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin, dengan
demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan
sejalan dengan aturan ini. Penyimpangan dari batas umur minimal
perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu,
setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan
dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur.
Dengan pertimbangan rasional dan emosional, perkawinan manusia dewasa
akan semakin mantap, bahagia, dan langgeng ketika pasangan saling
mengasihi dan saling menghargai. Cinta kasih harus diwujudkan dalam
tingkah laku sehari-hari. Bentuk cinta kasih yang paling sederhana adalah
memberikan ucapan terima kasih dan menyatakan permohonan maaf kepada
pasangan. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan serta
mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan terhadapnya.
Perbuatan kawin hanya pantas dilakukan oleh manusia dewasa, dalam
pengertian manusia dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Setiap pasangan suami-istri yang dewasa memiliki level perkembangan
psikologis yang lebih matang dibandingkan dengan pasangan yang
melaksanakan perkawinan sebelum dewasa. Konsekuensinya, perkawinan
yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai taraf dewasa sulit
berpikir dan bertindak secara bertanggungjawab.
Meskipun ketentuan usia secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Quran
atau hadits Nabi Muhammad SAW, namun perkawinan sebagai peristiwa
82
hukum, dalam pandangan hukum Islam berdampak pada timbulnya hak dan
kewajiban suami-istri. Adanya hak dan kewajiban itu, perkawinan
mengandung arti melibatkan orang-orang yang sudah cukup dewasa. Selain
itu, dari adanya persetujuan atau izin sebagai syarat perkawinan juga
diperoleh pengertian bahwa perkawinan berlangsung atas persetujuan orang
yang sudah dewasa.6
Suatu perkawinan, secara ideal dilakukan oleh pasangan pria-wanita yang
telah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis.
Kematangan biologis adalah apabila seseorang telah memiliki kematangan
baik dari segi usia, maupun dari segi fisik. Sedangkan kematangan
psikologis adalah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan
dapat berpikir secara baik, serta dapat menempatkan persoalan sesuai
dengan keadaan subjektif-objektifnya.
- Harus ada persetujuan dari calon suami dan calon istri. (pasal 6 ayat (1)
UUP dan pasal 17 ayat 1 KHI). Hal ini didasari, hadis rasulullah saw. :
 ﱠَنأَﺎَﺑأ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ْﻢُﻬَـﺛ ﱠﺪَﺣ ﱠَنأ ﱠِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلَﺎﻗ َﻻ ُﺢَﻜْﻨُـﺗ ُﱢﱘَْﻷا ﱠﱴَﺣ َﺮَﻣْﺄَﺘْﺴُﺗ َﻻَو ُﺢَﻜْﻨُـﺗ ُﺮْﻜِﺒْﻟا ﱠﱴَﺣ َنَذْﺄَﺘْﺴُﺗاﻮُﻟَﺎﻗَﺎﻳ
 َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا َﻒْﻴََﻛوﺎَﻬُـﻧْذِإ َلَﺎﻗ ْنَأ َﺖُﻜْﺴَﺗ7
Artinya :
Bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh
dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh
dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai
Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak
berkata." :
Berdasarkan hal tersebut, bentuk persetujuan wanita, dapat berupa
pernyataan tegas dan nyata  dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga
6Andi Syamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya
Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia” (sinopsis Disertasi, UGM,  Bandung, 2011), h. 19.
7Bukhari, op.cit., h. 27
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berupa diam dalam arti  selama tidak ada penolakan yang tegas (pasal 16
ayat 2 KHI). Karena itu pulalah Pegawai Pencatat Nikah sebelum
berlangsungnya perkawinan  menanyakan lebih dahulu persetujuan calon
mempelai dihadapan dua saksi nikah. Apabila ternyata perkawinan tidak
disetujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan itu tidak dapat
dilangsungkan. Adapun bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara
atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengna tulisan atau isyarat
yang dapat dimengerti (Pasal 17 KHI).
- Tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon suami dan istri (pasal 10-11
UUP dan pasal 18 KHI).
Wali nikah syarat-syaratnya :
- Laki-laki, muslim, akil dan baligh (pasal 20 ayat 1 KHI)
Saksi nikah syarat-syaratnya :
- Laki-laki, muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna
rungu atau tuli. (pasal 25 KHI)
- Hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani
akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. (pasal 26
KHI)
Ijab dan kabul syaratnya :
- Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun
dan tidak berselang waktu. (pasal 27 KHI)
- Ijab dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang berhak.
Kecuali mewakilkan kepada yang lain. (pasal 28 KHI)
- Kabul diucapkan secara pribadi oleh calon mempelai pria kecuali dalam hal-
hal tertentu dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon
mempelai pria  memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan
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wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Namun bila calon
mempelai wanita atau wali keberatan maka tidak dapat diwakilkan. (pasal
29 KHI)
Keraguan atas syarat-syarat tersebutlah yang dapat menjadi alasan
pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1
Tahun 1974
Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1
Tahun 1974 menjadi salah satu alasan pembolehan isbat nikah. Alasan pembolehan
isbat nikah sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan terkait dengan pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang
mengharuskan pencatatan perkawinan namun hal tersebut menjadi ironi karena
sebelum Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 telah terdapat perintah pencatatan
perkawinan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang
pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Semula Undang-Undang ini hanya berlaku untuk
daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun
1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah
luar Jawa dan Madura.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Isbat nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Halangan perkawinan
diatur dalam pasal 8,9 dan 10;
Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
85
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susunan, saudara
sesusuan dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,
dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.
Pasal 9
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-
undang ini.
Pasal 10
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan
bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan
perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.8
Larangan perkawinan diatur lebih lanjut pada Bab VI Larangan Kawin pasal
39 hingga pasal 44 KHI. 9
Pasal 39 KHI
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
disebabkan
1. Karena pertalian nasab
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau
keturunannya.
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda;
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecual putusnya
hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul.
d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke
atas
8Muhammad Amin Suma, Himpunan, op. cit., h. 331-332
9Ibid., h. 382-384.
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b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke
bawah.
c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke
bawah.
d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan  dan nenek bibi sesusuan ke atas.
e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.
Ketentuan pasal 39 tersebut didasarkan kepada firman Allah, Q.S. al-Nisa/4:22-23
                       
                                           
                                       
                                      
                  
Terjemahnya :
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji
dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang
dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.10
Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
karena keadaan tertentu:
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria
lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam
Ketentuan pasal 40 huruf a, didasarkan pada Q.S. al-Nisa/4:24
10Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 81.
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                                   
                              
               
Terjemahnya :
dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-
budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai
ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.
(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu
telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.11
Ketentuan pasal 40 huruf b, didasarkan pada Q.S. al-Baqarah /2:228
                                      
                                       
       
Terjemahnya :
wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para
suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.12
Ketentuan pasal 40 huruf c, didasarkan pada Q.S. al-Baqarah /2:221
                                  
                                         
                 
Terjemahnya :
11Ibid.,  h. 49.
12Ibid., h. 36.
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Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.13
Pasal 41
1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai
hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya;
a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah
ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.
Ketentuan pasal 41 huruf a, didasarkan pada Q.S. al-Nisa /4:23, adapun huruf b
didasarkan pada hadis rasulullah saw. :
 ْﻦَﻋ ِﰊَأ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َﻻ ُﻊَﻤُْﳚ َْﲔَـﺑ َِةأْﺮَﻤْﻟاﺎَﻬِﺘ ﱠﻤَﻋَو َﻻَو َْﲔَـﺑ َِةأْﺮَﻤْﻟاﺎَﻬَِﺘﻟﺎَﺧَو14
Artinya :
Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Janganlah menikahi perempuan dengan bibinya sekaligus (baik bibi dari
saudara ayah atau ibu)."
Pasal 42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila
pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya
masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak satu raj’i ataupun salah
seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam
masa iddah talak raj’i.
Ketentuan pasal 41 huruf a, didasarkan pada Q.S. al-Nisa /4:23
                                  
                   
13Ibid., h. 34.
14Muslim, Juz V, op.cit., h. 30
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Terjemahnya :
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.15
Berdasar itulah rasululah saw. menginstruksikan Ghilan bin salamah untuk memilih
empat dari sepuluh istrinya :
 ْﻦَﻋ ِﻦْﺑا َﺮَﻤُﻋ ﱠَنأ َنَﻼْﻴَﻏ َﻦْﺑ َﺔَﻤَﻠَﺳ ﱠﻲِﻔَﻘـﱠﺜﻟا َﻢَﻠْﺳَأ ُﻪَﻟَو ُﺮْﺸَﻋ ٍةَﻮْﺴِﻧ ِﰲ ِﺔﱠﻴِﻠِﻫَﺎْﳉا َﻦْﻤَﻠْﺳََﺄﻓ ُﻪَﻌَﻣ ُﻩَﺮَﻣََﺄﻓ ﱡِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َْنأ َﺮﱠـﻴَﺨَﺘَـﻳﺎًﻌَـﺑَْرأ
 ﱠﻦُﻬْـﻨِﻣ16
Artinya :
Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang
dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya
masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih
empat dari mereka.:
Pasal 43
1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin
dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan telah
habis masa iddahnya.
Ketentuan pasal 43 ayat 1 huruf a, didasarkan pada hadis rasulullah saw.
 ْﻦَﻋ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ﱠَنأ ًﻼُﺟَر َﻖﱠَﻠﻃ ُﻪََﺗَأﺮْﻣاًﺎﺛَﻼَﺛ ْﺖَﺟﱠوَﺰَـﺘَـﻓ َﻖﱠَﻠﻄَﻓ َﻞِﺌُﺴَﻓ ﱡِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ﱡﻞَِﲢَأ ِلﱠوَْﻸِﻟ َلَﺎﻗ َﻻ ﱠﱴَﺣ َقوُﺬَﻳﺎَﻬَـﺘَﻠ ْـﻴَﺴُﻋﺎَﻤَﻛ
 َقاَذ ُلﱠوَْﻷا17
Artinya :
Dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga.
Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya yang
pertama. Maka beliau menjawab: "Tidak, hingga laki-laki kedua itu merasakan
madunya sebagaimana laki-laki pertama telah merasakannya." :
15Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 81
16Tirmidzi, op.cit., h. 293
17Bukhari, opcit., h. 14.
90
Ketentuan pasal 43 ayat 1 huruf b, didasarkan pada hadis rasulullah saw.
 ٍ◌ ْﻦَﻋ ِﻦْﺑا َﺮَﻤُﻋ ﱠَنأ ﱠِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلَﺎﻗ ِْﲔَـﻨِﻋَﻼَﺘُﻤِْﻠﻟﺎَﻤُﻜُﺑﺎَﺴِﺣﻰَﻠَﻋ ِﻪﱠﻠﻟاﺎَﻤُُﻛﺪَﺣَأ ٌبِذﺎَﻛ َﻻ َﻞﻴِﺒَﺳ َﻚَﻟﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ َلَﺎﻗَﺎﻳ َلﻮُﺳَر
 ِﻪﱠﻠﻟا ِﱄﺎَﻣ َلَﺎﻗ َﻻ َلﺎَﻣ َﻚَﻟ ْنِإ َﺖْﻨُﻛ َﺖْﻗَﺪَﺻﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ َﻮُﻬَـﻓَﺎِﲟ َﺖْﻠَﻠْﺤَﺘْﺳا ْﻦِﻣﺎَﻬِﺟْﺮَـﻓ ْنِإَو َﺖْﻨُﻛ َﺖْﺑَﺬَﻛﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ َكاَﺬَﻓ ُﺪَﻌْـَﺑأ ُﺪَﻌْـَﺑأَو َﻚَﻟﺎَﻬْـﻨِﻣ18
Artinya :
Dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Al
Mutalaa'inaini19: "Hisab kalian berdua adalah terserah kepada Allah. Salah
seorang dari kalian telah berdusta. Karena itu, tidak ada jalan lagi bagimu untuk
kembali ruju' padanya." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana
dengan hartaku?" beliau bersabda: "Tidak ada bagian harta untukmu. Jika kamu
berkata benar atasnya, maka mahar yang telah kamu berikan adalah sebagai
penghalal farjinya. Dan jika kamu dusta, maka hal itu tentulah lebih parah.":
Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria
yang tidak beragama Islam.
Ketentuan pasal 44, didasarkan pada didasarkan pada Q.S. al-Baqarah /2:221.
                             
                                    
    
Terjemahnya :
dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,
walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang
musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga
dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.20
18Ibid., h. 36.
19Dua orang suami-istri yang saling menuduh berzina kepada satu sama lain. Hal ini diatur
dalam Q. S. al-Nur/24 : 6-9.
20Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 35.
91
Larangan-larangan tersebutlah yang seharusnya dihindari agar perkawinan dapat
diisbatkan di peradilan agama. Bila terdapat dalam perkawinan, meskipun hanya
satu larangan perkawinan, dapat dipastikan isbat nikah tidak dapat dikabulkan.
3. Prosedur Isbat Nikah di Peradilan Agama
Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 194621 jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
198922 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan  Pasal 7 ayat (2),
(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
Prosedur dan proses penyelesaian perkara isbat nikah :
1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama
melalui meja 123 di Kepaniteraan Pengadilan Agama.
Permohonan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R. Bg.
Dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis
dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
Surat permohonan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh pemohon atau para
pemohon.  Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang
menandatangani surat permohonan itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana
disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R. Bg berdasarkan
Pasal 119 HIR dan pasal 143 R. Bg, Ketua pengadilan berwenang memberikan
21Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dan ternyata
karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi  syarat pengawasan  atau ada
talak dan rujuk tidak diberitahukan kepada pihak yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian
yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan
dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing
dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
22Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
23Meja 1 bertugas untuk : pertama, menerima surat permohonan dan salinannya. Kedua,
menaksir panjar biaya perkara dan ketiga, membuat SKUM (Surat Kuasa untuk membayar). Ahmad
Mujahidin, op.cit., h. 148.
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nasihat dan bantuan kepada pemohon atau kuasanya apabila mereka kurang paham
tentang seluk beluk hukum dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan yang
berwenang.24
Surat permohonan menyebutkan dengan jelas tanggal pengajuan dan dibuat
dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, masing-masing satu
helai untuk majelis Hakim, satu helai untuk penulis register, satu helai untuk
pemohon dan satu helai untuk termohon.
Permohonan secara lisan diatur dalam pasal 120 HIR dan pasal144 ayat (1)
R.Bg. Pada pasal tersebut dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta
huruf, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan
selanjutnya ketua pengadilan mencatat segala hal ihwal permohonan itu dalam
bentuk tertulis. Jika ketua pengadilan karena  sesuatu hal tidak dapat mencatat
sendiri permohonan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat
dan memformulasikan permohonan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim
untuk memeriksanya.
Keringanan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan kepada orang
yang buta huruf untuk memohon secara lisan langsung kepada pengadilan
mempunyai tujuan untuk melindungi dan membantu orang yang buta huruf dalam
rangka menuntut hak-haknya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam
membuat gugatan, yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain.
Dalam praktik, permohonan secara lisan jarang yang ditangani secara
langsung oleh Ketua Pengadilan, tetapi ketua pengadilan menugaskan seorang hakim
untuk mencatat permohonan dan diformulasikan dalam bentuk tertulis. Gugatan
secara lisan yang telah diformulasikan, ditandatangani oleh ketua Pengadilan atau
hakim yang memformulasikan permohonan itu. Pemohon tidak perlu
24Abdul manan, Penerapan, op. cit., h. 27.
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menandatangani atau membubuhkan cap jempolnya pada surat permohonan tersebut
dan juga tidak perlu diberi materai.
2. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon
bertempat tinggal.
3. Permohonan memuat :25
a. Identitas
Identitas para pihak pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal
lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak
dalam perkara yang diajukan kepada pengadilan. Pihak-pihak yang ada sangkut
pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelas tentang kedudukannya
dalam perkara, apakah sebagai pemohon atau termohon.
b. Posita atau Fundamentum petendi
Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar serta alasan-alasan daripada permohonan isbat nikah. Posita
terdiri dari dua bagian yaitu ; pertama, bagian yang menguraikan tentang
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan
permohonan isbat nikah ke peradilan agama. Kedua, bagian yang menguraikan
tentang hukumnya atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada
permohonan.
Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara
runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara
sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada
tuntutan. Mengenai uraian yuridis tidak berarti harus mencantumkan semua
pasal-pasal yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar daripada permohonan, melainkan cukup secara garis besarnya saja
25Ibid., h. 28-34.
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terutama hal-hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan
dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang diajukan itu. Jadi,
dalam posita ini harus dijelaskan tentang rangkaian kejadian atau peristiwa dari
mula adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sampai ia
mengajukan permohonan kepada pengadilan.
Perincian tentang peristiwa kejadian atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar
tuntutan dalam surat permohonan, terbagi atas dua teori yakni substantiering
theorie dan individualisering theorie. Teori yang pertama, dalam surat
permohonan tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar permohonon
namun harus diuraikan pula semua kejadian-kejadian yang mendahului peristiwa
hukum yang menjadi dasar permohonan itu dan menjadi sebab timbulnya
peristiwa hukum tersebut. Adapun teori yang kedua, dalam surat permohonan
cukup disebutkan hal-hal yang dan kejadian-kejadian secara garis besarnya saja.
Tidak dicantumkan sejarah terjadinya hubungan hukum secara rinci karena hal
tersebut dapat dikemukakan di dalam persidangan Majeils Hakim dengan disertai
bukti-bukti yang meyakinkan. Terlepas dari kedua teori tersebut , posita harus
memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hukum yang merupakan dasar dari
permohonan itu, sehingga permohonan tidak diklasifikasikan sebagai
permohonan yang kabur yang menyebabkan permohonan itu tidak diterima oleh
pengadilan.
c. Petitum
Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh pemohon agar diputuskan
oleh hakim dalam persidangan. Permohonan ini akan terjawab di dalam amar
putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan
padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat
mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.
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Petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Posita
yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya
permohonan sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya
permohonan pemohon ditolak oleh hakim.
Petitum terbagi atas tiga bagian, yaitu :
c.1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer
Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta
oleh pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. Hakim tidak
boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut.
Petitum isbat nikah berbunyi26 :
- Menyatakan sah perkawinan antara..................... dengan ..........................
yang dilaksanakan pada tanggal .........di ...............
c.2. Tuntutan tambahan
Tuntutan tambahan merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok,
biasanya tuntutan tambahan berupa tuntutan pembebanan biaya perkara.
Dalam hal isbat nikah dikumulasikan dengan perceraian. Maka permohonan
isbat nikah merupakan tuntutan tambahan. Selain itu tuntutan tambahan juga
mencakup nafkah anak, mut’ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama
suami istri.
c.3. Tuntutan subsider atau pengganti.
Tuntutan subsider diajukan oleh pemohon untuk mengantisipasi tuntutan
pokok dan tuntutan tambahan,  tidak diterima oleh hakim. Tuntutan subsider
berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon
putusan seadil-adilnya” atau “ex aequo et bono”. Fungsi dari tuntutan
26Mahkamah Agung RI., op. cit., h. 150.
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subsider ini adalah untuk  mengganti tuntutan utama atau tuntutan pokok jika
ditolak oleh pengadilan, sifatnya merupakan tuntutan cadangan.
4. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat(4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 89
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
Biaya perkara (Pasal 193 R.Bg., Pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989, SEMA Nomor 2
Tahun 2009) meliputi:27
a. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan;
b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah
yang diperlukan.
c. Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain
yang diperlukan oleh pengadilan;
d. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan;
e. Biaya alat tulis kantor (ATK) perkara dan lain-lain yang dianggap perlu.
Pembebanan biaya dalam perkara perdata dihukumkan kepada pihak yang
kalah dan harus dituangkan dalam putusan, namun pada prakteknya panjar (vorskot)
biaya perkara tersebut selalu dibayar oleh pihak penggugat lebih dahulu dan
perhitungan terakhir dari jumlah biaya perkara tersebut akan diperhitungkan
kemudian (Pasal 192 ayat (1) R.Bg.). Khusus biaya perkara permohonan isbat nikah
dibebankan kepada pemohon (Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).
Bagi penggugat/pemohon yang tidak mampu secara ekonomis dapat
mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237
HIR, 273 R. Bg.) dengan syarat melampirkan :
27Ahmad Mujahidin, op.cit., h. 148.
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a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program
Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Lihat
Sema Nomor 10 Tahun 2010).
Dikabulkan tidaknya permohonan isbat nikah untuk berperkara secara prodeo
harus dengan penetapan sela. Pemberian izin berperkara secara prodeo, berlaku
untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat
diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
Prosedur Berperkara secara Prodeo pada pengadilan agama28 :
a. Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan
surat permohonan isbat nikah secara tertulis atau lisan.
b. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk
menangani perkara  tersebut membuat penetapan sela tentang dikabulkan atau
tidaknya permohonan berperkara secara prodeo tersebut.
c. Penetapan sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan.
d. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, pemohon
diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu empat belas
hari setelah dijatuhkannya penetapan sela dan jika tidak dipenuhi, permohonan
isbat nikah dicoret dari daftar perkara.
e. Jika dalam persidangan pertama yang semestinya didahului pemeriksaan prodeo,
pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis yang
28Mahkamah Agung RI., op. cit., h.62.
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mengadili perkara menjatuhkan putusan bahwa gugatan/permohonan
penggugat/pemohon gugur termasuk permohonan prodeonya.
5. Persiapan Persidangan yang mencakup : Penetapan majelis hakim, Penunjukan
Panitera Pengganti, penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
a. Penetapan Majelis Hakim29
1. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara
didaftarkan, ketua pengadilan agama menetapkan Majelis Hakim yang akan
menyidangkan perkara.
2. Apabila ketua pengadilan agama karena kesibukannya berhalangan untuk
melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut untuk
seluruhnya atau sebagiannya kepada wakil ketua pengadilan agama atau
hakim senior yang bertugas di pengadilan itu.
3. Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu
tertentu.
4. Ketentuan ketua Majelis adalah sebagai berikut :
a. Ketua dan wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis
b. Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas
tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim.
c. Tiga orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling
menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan.
5. Majelis Hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita




b. Penunjukan Panitera Pengganti30
1. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam
menangani perkara.
2. Paniteran pengganti membantu majelis hakim dalam persidangan.
3. Penunjukan panitera pengganti dicatat oleh petugas meja II dalam buku
register induk perkara.
4. Penunjukan panitera pengganti dibuat dalam bentuk “surat penunjukan” yang
ditandatangani oleh panitera.
c. Penetapan hari sidang.31
1. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada
ketua majelis hakim yang ditunjuk.
2. Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang.
3. Dalam menetapkan hari sidang, ketua majelis harus memperhatikan
jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat
persidangan.
4. Dalam menetapkan hari sidang, dimusyawarahkan dengan para anggota
majelis hakim.
5. Setiap hakim harus mempunyai jadwal persiangan yang lengkap dan dicatat
dalam buku agenda perkara masing-masing.
6. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh panitera
pengganti pada papan pengumuman pengadilan agama sebelum persidangan




7. Atas perintah ketua majelis, panitera pengganti melaporkan hari sidang
pertama kepada petugas meja II dengan menggunakan lembar instrumen.
8. Petugas meja II mencatat laporan panitera pengganti tersebut dalam buku
regiser perkara.
d. Pemanggilan para pihak32
1. Atas perintah ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan
pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
2. Apabila para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat
panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama
peneriman dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang
bersangkutan.
3. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3
(tiga) hari kerja.
4. Pemanggilan para pihak yang berada diluar yurisdiksi dilaksanakan dengan
meminta bantuan pengadilan agama dimana para pihak berada dan pengadilan
agama yang dimintai bantuan tersebut harus segera mengirim relaas kepada
pengadilan agama yang meminta bantuan.
5. Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri surat
gugatan. Jurusita/jurusita pengganti harus memberitahukan kepada pihak
tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang
diajukan dalam sidang.
6. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat




7. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahu. atau tidak
mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya
dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan
surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama.
8. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan
kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui
tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa/lurah.
9. Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada diluar negeri harus
dikirim melalui departeman luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler
departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar
Indonesia di negara yang bersangkutan.
10. Permohonan panggilan sebagaimana tersebut diatas, tidak perlu dilampiri
surat panggilan, tetapai permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekalis
berfungsi sebagai surat panggilan. Meskipun surat panggilan itu tidak kembali
atau tidak dikembalikan oleh direktur jenderal protokol dan konsuler
departemen luar negri panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut.
11. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana
tersebut di atas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan
pemanggilan dikirimkan.
6. Pelaksanaan persidangan yang mencakup upaya perdamaian, jawab menjawab,
pembuktian, kesimpulan, musyawararah dan pembacaan putusan/penetapan.
a. Perdamaian
Wajib bagi majelis hakim mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum
memasuki pemeriksaan pokok perkara (pasal 154 R.Bg./130 HIR.), bahkan
Mahkamah Agung RI. mengintensifkan proses perdamaian dengan cara
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur beracara di Pengadilan
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dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) RI. Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pasal 2 ayat (2) PERMA RI. tersebut tercantum bahwa: "Setiap hakim, mediator
dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi
yang diatur dalam peraturan ini".  Pada ayat (3) dicantumkan:  "Tidak menempuh
prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg. yang mengkibatkan batal demi
hukum".
Pasal 2 ayat (2) dan (3) tersebut dipahami bahwa mediasi wajib dilaksanakan
dalam setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan sebelum memasuki
pemeriksaan pokok perkara dan kelalaian tidak melakukan proses mediasi dapat
mengakibatkan putusan batal demi hukum bagi perkara yang layak mediasi.
Kewajiban majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberi
kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dituangkan pada
pasal 7 ayat (5) PERMA RI. tersebut.
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di pengadilan menghendaki agar hakim/majelis yang bersidang pada hari
sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak meskipun
hanya diwakili oleh kuasanya, mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
Ketidakhadiran turut tergugat tidak menghalangi mediasi, sedang kalau salah satu
tergugat (tergugat lebih dari satu) tidak hadir tidak dapat dilaksanakan mediasi.
Kewajiban hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang
bersengketa dan menunda persidangan perkara untuk memberikan kesempatan
kepada para pihak menempuh proses mediasi (Pasal 7 PERMA  No.01 Tahun
2008).
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Mediator yang disepakati oleh para pihak, baik mediator dari hakim, maupun non
hakim,  dibuatkan surat penetapan oleh majelis hakim yang berisi tentang
penunjukan mediator, tugas dan kewajiban serta alokasi waktu proses mediasi.
(Pasal 13 dan 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).
Mediator berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai hasil mediasi untuk
disampaikan kepada majelis hakim.   Laporan tersebut dapat berupa :
1. Mediasi gagal; apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya
telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi  tanpa
alasan  setelah dipanggil secara patut  (Pasal  14  ayat 1).
2. Mediasi tidak layak; apabila dalam sengketa yang telah dimediasi melibatkan
aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan
pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan (Pasal 14 ayat 2).
3. Mediasi tidak berhasil; apabila para pihak yang dimediasi telah menempuh
proses perundingan sesuai prosedur,namun tidak berhasil mencapai
kesepakatan.
Terhadap mediasi yang berhasil, maka yang melapor kepada majelis adalah para
pihak   dengan menyerahkan pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh
para pihak dan mediator.
Proses mediasi berlansung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator
dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.  Atas dasar
kesepakatan para pihak,jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama
empat belas hari kerja. (Pasal 13 ayat 3 dan 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008).
Pelaksanaan mediasi  pada sidang-sidang selanjutnya tidak diperlukan lagi
walaupun ada rekonvensi atau intervensi. Apabila pihak menghendaki mediasi di
luar pengadilan (non litigasi) dapat diperkenankan sepanjang tidak  mengganggu
tahap persidangan yang berjalan.
104
Dalam perkara isbat nikah, upaya perdamaian dilakukan terhadap perkara isbat
nikah yang contentius atau mengandung sengketa. Misalnya permohonan isbat
nikah yang melibatkan isteri yang lain dan para ahli waris. Namun perkara isbat
nikah yang voluntair atau tidak mengandung sengketa, upaya perdamaian tidak
dilakukan.
b. Jawab Menjawab
Jawab Menjawab dilakukan dalam perkara isbat nikah yang contentius,
sedangkan isbat nikah yang voluntair hanya dilakukan pembacaaan surat
permohonan, hal ini karena dalam perkara voluntair tidak memiliki lawan.
Jawab menjawab mencakup pembacaan surat gugatan penggugat, Jawaban
tergugat atas gugatan penggugat, replik dan duplik.
Pembacaan surat gugatan/permohonan dalam persidangan dilakukan oleh ketua
majelis. Setelah pembacaan surat gugatan/permohonan, majelis mengadakan
klarifikasi, Jikalau ternyata dalam gugatan/permohonan tersebut khususnya pada
posita ada yang bersifat umum. seperti alasan isbat nikah karena telah melakukan
perkawinan namun tidak tercatat. Alasan ini perlu diperjelas kapan, di mana
pernikahan tersebut terjadi dan kenapa pernikahannya tidak tercatat.
Jawaban tergugat meliputi eksepsi, pokok perkara dan rekonvensi. Jawaban dapat
diajukan secara lisan dan tertulis dalam persidangan. Jawaban pada pokoknya
dapat dibagi kepada dua bagian yaitu33 :
1. Jawaban yang tidak langsung mengenai perkara atau disebut eksepsi.
Eksepsi dibagi dua: eksepsi prosesual dan eksepsi materiil.
Eksepsi prosesual berdasarkan hukum acara, yaitu jenis eksepsi yang
berkenaan dengan syarat formal gugatan. Apabila gugatan yang diajukan
mengandung cacat formal maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan
33Ahmad Mujahidin, op. cit., h. 179.
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demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijke
verklaard).
Eksepsi  prosesual meliputi34 :
a. Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut
b. Eksepsi tidak berwenang mengadili secara relatif
c. Eksepsi surat kuasa tidak sah
d. Eksepsi error in persona
e. Eksepsi res judicata atau nebis in idem
f. Eksepsi obscuur libel
Eksepsi terhadap kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan
sidang, sedang eksepsi terhadap kompetensi absolut dapat diajukan
setiap saat, bahkan hakim secara ex officio dapat menyatakan'bahwa ia
berwenang atau tidak.
Eksepsi materiil meliputi :
a. Eksepsi dilatoria, yaitu eksepsi terhadap gugatan penggugat belum dapat
diperiksa di pengadilan karena masih prematur dalam arti gugatan yang
diajukan masih terlampau dini.
b. Eksepsi peremptoria, yaitu eksepsi yang berisikan sangkalan yang dapat
menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat
diperkarakan.
Eksepsi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara
dan dituangkan dalam putusan akhir. Dan eksepsi mengenai tidak
berwenangnya pengadilan memeriksa, maka harus diputus sela dan
lazimnya hanya dicantumkan dalam berita acara, akan tetapi jika
34M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 418.
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eksepsinya diterima maka Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang
dan dituangkan dalam putusan akhir.
2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.
Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara biasa berisikan bantahan dan
pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi bantahan
terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan
dikemukakan tergugat baik secara lisan ataupun tulisan dengan maksud untuk
melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam
jawaban.
Setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka
penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau jawaban, disebut
replik. Tujuan replik adalah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk
menjawab bantahan tergugat dalam jawabannya. Replik diperlukan manakala dalam
jawaban ada hal yang perlu mendapat jawaban dari pihak penggugat.  Jika tidak ada
hal-hal yang perlu ditanggapi dalam jawaban maka tidak diperlukan replik.
Terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapan yang
disebut duplik. Duplik diperlukan manakala ada replik. Duplik merupakan
jawaban tergugat terhadap hal-hal baru yang muncul dalam replik. Jika ada
hal-hal baru yang muncul dalam duplik, dibolehkan adanya rereplik dan
reduplik dalam proses pemeriksaan perkara.
c. Pembuktian.
Setelah jawab-menjawab selesai, dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Sebelum
tahap pembuktian hakim telah mengetahui pokok sengketa, sehingga dalam
memeriksa bukti-bukti hakim mengarahkan pemeriksaannya dalam lingkup pokok
sengketa.
Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim
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akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang
bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Pembuktian bertujuan untuk memberi keyakinan kepada hakim tentang adanya
peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hakim dapat mengambil putusan berdasarkan
pembuktian tersebut.35
Asas pembebanan pembuktian dapat ditemukan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg.
Beban pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang
berperkara untuk:
1. mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;
2. membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat bukti
yang diajukan   tersebut sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang
dikemukakannya.
Dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg. diatur bahwa barang siapa yang mengatakan ia
mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya
itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan
adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
Beberapa prinsip atau teori penerapan pembebanan pembuktian36 :
1. Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (bloat affirmatief)
Menurut teori ini, siapa yang mengajukan suatu hal maka ia harus
membuktikannya, bukan pada pihak yang mengingkarinya atau yang
menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan suatu hal. Dasar
hukum dari teori ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa segala sesuatu
yang bersifat negatif  tidak mungkin dapat dibuktikan.
35Abdul Manan, op. cit., h. 227.
36Ibid., h. 230-233
108
2. Teori Hukum Subjektif
Teori ini bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif dan selalu
merupakan pelaksana hukum subjektif. Asas pembuktiannya sebagaimana yang
tersebut dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg.  yaitu siapa yang mengemukakan atau
mengakui mempunyai hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak
itu, harus tetap dipegang teguh.
3. Teori Hukum Objektif
Mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan berarti meminta
kepada hakim agar menerapkan ketentuan undang-undang hukum objektif
kepada peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus
membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan itu dan kemudian hukum
objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut
Hakim yang memeriksa perkara tersebut hanya dapat mengabulkan
gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi atas
dasar ini pula dapat ditentukan beban pembuktian.
4. Teori Hukum Publik
Menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa terhadap suatu
gugatan yang diajukan oleh penggugat dilaksanakan berdasarkan kepentingan
publik.
5. Teori Hukum Acara
Teori ini dilaksanakan pada asas kedudukan prosesuil yang sama dari
pihak-pihak yang berperkara  di muka majelis hakim atau disebut asas audi et
alteram partem. Pembebanan pembuktian model ini adalah sama di antara para
pihak, sehingga kemungkinan dalam berperkara untuk menang adalah sama
sebab kesempatannya adalah sama, seimbang dan patut.
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Tidak semua fakta mesti dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian
atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai yang
didalilkan atau fundamentum petendi gugatan pada satu segi dan apa yang
disangkal pihak lawan pada sisi lain.
1. Hukum Positif
Bertitik tolak dari doktrin ius curia novit, hakim dianggap mengetahui segala
hukum positif. Bahkan bukan hanya hukum positif, tetapi meliputi semua
hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang
dilanggar dan diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim
2. Fakta yang Diketahui Umum
Dalam hukum acara tidak diatur secara tegas, tetapi telah diterima secara luas
sebagai doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan fakta notoar. Hukum
menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui
masyarakat umum.
Dasar menentukan fakta notoar adalah sebagai berikut :
a. Faktor pengetahuannya berdasarkan pengalaman, bahwa menurut
pengalaman memang demikian kejadian yang pasti ditemukan apabila
berhadapan dengan permasalahan yang seperti itu.
b. Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa diperlukan penelitian dan
pengkajian yang saksama dan mendalam, kejadian atau keadaan yang timbul
dapat diketahui dengan mudah bagi yang perpendidikan atau mengikuti
perkembangan peradaban.
3. Fakta yang Tidak Dibantah
Fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak pelu dibuktikan, karena secara
logis sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya.
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Tidak menyangkal atau tidak membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta
yang diajukan.
4. Fakta yang Ditemukan Selama Proses Persidangan
Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim
selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan.
Karena fakta tersebut memang demikian adanya sehingga telah merupakan
kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui
bagaimana yang sebenarnya. Misalnya tergugat tidak datang di persidangan,
penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut.
Alat-alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, 1866 KUH Pedata
yang terdiri atas:
1. alat bukti tertulis (surat);




Pada beberapa pasal yang terpisah disebutkan lagi dua macam alat bukti
yang lain, yaitu:
1. Keterangan ahli (Pasal 181 R.Bg./Pasal 215 Rv.)
2. Pemeriksaan setempat (Pasal 180 R.Bg./211 Rv.)
d. Kesimpulan
Kesimpulan adalah pendapat akhir para pihak terhadap proses pemeriksaan
dari tahap jawab-menjawab dan pembuktian dalam persidangan. Para pihak
berhak mendapatkan kesempatan mengajukan kesimpulan akan tetapi jika  pihak
tidak  mengajukan kesimpulan maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya
karena yang wajib membuat kesimpulan adalah hakim. Oleh karena itu, jika para
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pihak telah menyatakan tidak bersedia mengajukan kesimpulan, maka persidangan
tidak perlu ditunda untuk tahap kesimpulan.
e. Putusan
Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi
wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa /
perkara, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh
hakim di persidangan yang terbuka untuk umum.
Di samping produk dalam bentuk putusan dikenal juga produk dalam bentuk
penetapan. Pengertian penetapan  sama dengan pengertian putusan hanya saja dari
segi fungsi keduanya memiliki perbedaan yaitu penetapan untuk menyelesaikan
perkara volunter (permohonan) misalnya permohonan dispensasi nikah, sedangkan
putusan untuk menyelesaikan perkara kontentius.
Setiap putusan atau penetapan harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan
ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa
perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua Pengadilan
Agama, serta ditanda-tangani oleh panitera pengganti sesuai dengan penunjukan
panitera.. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan harus benar-benar
sama dengan apa yang tertulis  dalam putusan. Oleh karena itu, putusan atau
penetapan harus sudah siap  sebelum diucapkan di persidangan.
Ada tiga macam kekuatan putusan yaitu :
1. Kekuatan Mengikat
Penggugat dan tergugat terikat pada putusan hakim, dan harus dihormati
oleh para pihak dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan (Pasal
1917 BW). Kekuatan mengikat mempunyai pengertian :
Arti positif yaitu apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap
benar (Pasal 1917, 1910 BW).
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Arti negatife yaitu hakim tidak dibolehkan memutus sesuatu yang telah
diputus sebelumnya antara para pihak yang sama (nebis in idem), umpama
perkara malwaris yang sudah diputus tidak boleh diputus lagi apabila pihak-
pihak berperkara sama dan terhadap harta warisan yang sama.
2. Kekuatan Pembuktian
Putusan merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang
berwenang (hakim) dan berguna untuk mengajukan (upaya hukum) banding,
kasasi, peninjauan kembali atau eksekusi. Putusan itu sendiri dapat
dipergunakan sebagai alat bukti.
3. Kekuatan Eksekutorial
Putusan harus dilaksanakan sesuai yang telah dicantumkan dalam amar
putusan. Apabila ada pihak-pihak yang enggan melaksanakannya maka dapat
dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan dan kalau perlu dibantu oleh alat
negara.
Putusan hakim terdiri atas enam bagian yaitu :
1. Kepala Putusan
Kepala putusan dimuat secara berurut sebagai berikut :
a. PUTUSAN
b. Nomor perkara (kata “nomor” tidak boleh disingkat dan tidak menggunakan
tanda baca (:) atau (.) setelah kata “nomor”.
c. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
d. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
(Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)
2. Identitas Para Pihak
Identitas meliputi :
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a. nama : …………. (beserta bin/binti dan alias)
b. umur : ………….
c. agama : …………
d. pendidikan terakhir :...............
e. pekerjaan : ……………(dijelaskan jenis pekerjaanya).
f. tempat tinggal : ...................................... (kalau tempat tinggal tidak
jelas, maka ditulis : “terakhir bertempat tinggal di ….. dan sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia”)
Jika pihak menggunakan kuasa hukum, nama kuasa ditempatkan setelah
identitas pihak materiil.
Kedudukan pihak harus disebutkan seperti penggugat/pemohon,
tergugat/termohon dan turut tergugat.
3. Konsideran Singkat, berupa kalimat, di antaranya :
a. Pengadilan Agama tersebut.
b. Telah  membaca surat-surat yang bersangkutan.
c. Telah mendengar para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti.
4.  Duduk Perkaranya
Pasal 184 HIR dan pasal 195 R.Bg. mengemukakan bahwa setiap putusan
pengadilan dalam perkara perdata harus memuat tentang gugatan dan jawaban
secara ringkas dan jelas.
Muatan yang harus ada dalam bagian duduk perkara adalah sebagai
berikut :
a. Gugatan yang diajukan oleh penggugat.
b. Jawaban yang diajukan oleh tergugat.
Berdasarkan Pasal 184 HIR dan Pasal 195 R.Bg bahwa gugatan, jawaban,
replik, duplik dan kesimpulan cukup ditulis secara ringkas saja.
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5. Tentang Hukumnya
Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap
perkara yang disidangkannya.    Pertimbangan  hukum biasanya dimulai dengan
kata-kata “menimbang …….dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini
hakim akan mempertimbangkan eksepsi lebih dahulu baru dalil gugatan,
jawaban dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari
pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya
gugatan itu. Di sinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengkonstatasi
segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
Hal-hal yang perlu termuat dalam Tentang Hukumnya adalah:
a. pokok masalah atau pokok sengketa;
b. analisis dan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan;
c. fakta hukum yang telah dikonstatir;
d. penemuan dan penerapan hukum.
6. Amar Putusan
Amar atau diktum merupakan jawaban terhadap tuntutan (petitum). Hakim
karena jabatannya wajib memberikan keputusan atas segala bahagian tuntutan
dan tidak boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau
mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 189 R.Bg. ayat 2 dan 3)
kecuali yang secara ex officio hakim dapat menetapkan walaupun tanpa ada
petitumnya seperti nafkah iddah dan  mut’ah. Tetapi Mahkamah Agung
berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari pada yang diminta dalam petitum
dapat diberikan asal saja tidak menyimpang daripada posita (Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1245 K/Sip/1974” Y-1”1/1997 muka 173-181)
Dalam amar, hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan,
ditolak atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah
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dilakukannya. Dalam penyusunan amar putusan harus diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Harus bersifat tegas dan lugas.
b. Memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan, apakah konstitutif,
deklaratoar, atau komdenatoar. Hal ini penting karena menyangkut soal
eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan itu.
c. Ditulis secara ringkas, padat dan terang/lengkap, maksudnya terhadap amar
itu tidak perlu lagi ada interpretasi atau penafsiran.
7. Bagian Penutup
Hal-hal yang perlu termuat dalam bagian penutup putusan adalah :
a. Hari, tanggal, bulan dan tahun (hijriah dan masehi) putusan dijatuhkan oleh
majelis hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan.
b. Nama majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.
c. Pembacaan putusan  dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
d. Keterangan kehadiran pihak-pihak ketika pembacaan putusan.
e. Tanda tangan majelis hakim dan panitera /panitera pengganti.
f. Putusan harus diberi meterai secukupnya.
g. Perincian biaya perkara.
Putusan pengadilan ada dua macam yaitu :
1. Putusan akhir ialah putusan yang menyelesaikan suatu perkara pada tingkatan
peradilan tertentu seperti putusan gugatan cerai.
2. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir
dimaksudkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara dan ditulis dalam berita
acara persidangan.
Putusan akhir dari segi sifatnya ada tiga macam,yaitu37 :
37Mukti Arto, op. cit., h. 57.
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1. Putusan komdemnatoar yaitu putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan
untuk memenuhi suatu prestasi, seperti tergugat yang dikalahkan harus
membayar semua biaya perkara. Putusan komdemnatoar ini mempunyai
kekuatan mengikat dan memberikan dasar kepada penggugat untuk
menjalankan putusan secara paksa dengan perantaraan pengadilan.
2. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum
seperti putusan perceraian meniadakan hukum perkawinan antara kedua suami
istri yang sudah bercerai, atau putusan yang menciptakan keadaan hukum  baru
seperti putusan perceraian mengakibatkan timbulnya hukum baru, yaitu hukum
perceraian sehingga istri berhak menuntut nafkah iddah, suami berkewajiban
memberi nafkah menurut kesanggupannya.
3. Putusan  deklaratoar adalah putusan yang menyatakan sah suatu perbuatan
hukum. Contoh : putusan tentang sahnya suatu perkawinan yang dimintakan
pembatalan oleh pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut.
Setiap putusan hakim yang menolak gugatan penggugat adalah putusan
deklaratoar. Pelaksanaan putusan deklaratoar tidak memerlukan upaya memaksa
karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan lawan.
Putusan akhir (dari segi isinya) terbagi atas :
1. Niet Onvantkelijk Verklaard (NO).
Niet Onvantkelijk Verklaard (NO), yaitu gugatan penggugat tidak dapat
diterima, karena adanya alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Adapun
alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai
berikut :
2. Dikabulkan
Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan
kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika
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sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut
dikabulkan sebagiannya.
Adakalanya suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan, tetapi tidak dapat
dilaksanakan atau dieksekusi. Hal ini disebabkan adanya kelemahan dalam
mencantumkan amar putusan terutama tentang amar komdenatoar. Karena itu
apabila dikabulkan suatu gugatan maka amar putusan yang akan dimuat dalam
putusan itu betul-betul harus diperhatikan, terutama sekali adalah amar yang
bersifat komdenatoar. Dengan demikian, putusan yang dikabulkan itu dapat
membawa manfaat kepada semua pihak, terutama para pihak yang berperkara.
3. Ditolak
Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan namun di
depan sidang pengadilan, penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti
tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan itu
dapat terjadi seluruhnya atau hanya sebagian saja, tergantung bagaimana
penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya.
Perbedaannya dengan gugatan tidak diterima adalah bahwa kalau tidak
diterima perkara pokoknya belum diperiksa, sedangkan apabila ditolak perkara
pokoknya sudah diperiksa dan setelah diperiksa ternyata dalil gugatannya tidak
beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Perdamaian
Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. mengemukakan bahwa
hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
sebelum perkara tersebut diputus. Jika terhadap sengketa yang berhubungan
dengan perkawinan (seperti perceraian), berhasil didamaikan atau jika kedua
belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaannya , maka hakim
menyarankan agar gugatannya dicabut. Terhadap perkara di luar perceraian,
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maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian
atau akta van vergelijke (Pasal 154 ayat (2) R. Bg. atau Pasal 138 ayat (2) HIR).
5. Gugur
Berdasarkan Pasal 124 HIR dan Pasal 148 R. Bg, jikalau penggugat tidak
hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut,
sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah
mengorbankan waktu dan mungkin juga uang, putusan haruslah diucapkan ,
dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk
membayar biaya perkara.
6. Dihentikan (Aan hanging)
Penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan
mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kalau terjadi hal
seperti itu maka baik PA maupun PN  harus menghentikan pemeriksaan tersebut
dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkara ke MA
untuk ditetapkan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut. Penghentian sementara pemeriksaan gugatan dapat ditempuh dengan
cara mencatat dalam berita acara persidangan atau dapat juga dalam bentuk
penetapan majelis.
Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah
berdasar pada hal-hal sebagai berikut38 :
a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu
dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan
perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah dalam
38Ibid., 147-149.
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wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus
dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
b. Proses pemeriksan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami
istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut
menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau
suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang
suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang
tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa
putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan
kasasi.
d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa
suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain,
maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Jika
pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri
terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain
yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan
istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
f. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat
mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan
ahli waris lainnya  sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas
putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris
lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair,
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produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak,maka
pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat
melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah
yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam (3), (4) dan (5), dapat
mengajukan intervensi kepada Pengadilan atau Mahkamah Syariyah yang
memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5),
sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau
Mahkamah syariyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang
telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah tersebut.
k. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus
memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan
pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada
media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama/mahkamah syariyah.
l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah
berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim
segera menetapkan hari sidang.
4. Isbat Nikah dalam Pandangan Adat Makassar
Pengesahan nikah merupakan pengakuan negara terhadap perkawinan yang
telah dilangsungkan  namun tidak tercatat. Pengesahan nikah tersebut  mirip dengan
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“Appala Bajik” (meminta kebaikan, memohon maaf) pada tindakan annyala
(kebersalahan dalam perkawinan).
Dalam pandangan adat Makassar, Annyala (kebersalahan dalam perkawinan)
dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu : Silariang, Nilariang, dan Erangkale. Karena
namanya saja “Annyala”, maka ketiganya tentu saja merupakan perbuatan tidak terpuji,
karena mempermalukan diri dan keluarga, ketiganya membawa dampak rasa malu
serta konsekuensi taruhan harga diri (Siri’).
Silariang ialah dua orang yang saling mencintai, keduanya lari dari
keluarganya tanpa ada paksaaan untuk menikah. Silariang merupakan hal yang tidak
direstui bahkan menjadi aib dalam masyarakat. Terjadinya hal tersebut biasanya
disebabkan pertama, uang belanja perkawinan  yang ditentukan oleh pihak keluarga si
gadis sangat tinggi. Terkait dengan uang naik atau uang belanja dalam perkawinan
yang tinggi, lazimnya disengaja oleh pihak  keluarga perempuan untuk menolak secara
halus pinangan laki-laki. kedua, bisa juga terjadi karena keluarga si gadis tidak
menyetujui dan menyukai pihak keluarga laki - laki, baik calon menantunya maupun
calon besannya, misalnya karena perbedaan status sosial atau dianggap kurang dalam
kesopanan, adat istiadat atau yang lainnya. Ketiga, anak perempuan sudah
dipertunangkan dengan seorang jejaka lain pilihan orang tuanya (kemungkinan
kerabatnya sendiri).39
Nilariang adalah seorang pemuda melarikan anak gadis atau oleh pemuda dan
keluarganya untuk dinikahkan. Nilariang terbagi atas : pertama, perbuatan pemuda
melarikan anak gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena bisa juga terjadi orang
tua dan keluarga si pemuda tidak merestui tindakan anaknya melarikan anak gadis
39Sefri Noviardi, “Kawin Lari dalam Budaya “Siri” pada Masyarakat Suku Bugis di
Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” (Tesis, Undip Semarang,
Semarang, 2003), h. 81.
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orang. Kedua, keluarga pemuda memberi restu dengan sebab yang beragam, misalnya
ingin membuat malu keluarga perempuan.
Erang kale adalah Kondisi di mana si gadis mendatangi si lelaki,
menyerahkan dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini
terjadi karena anak gadis telah hamil di luar nikah dan meminta tanggung jawab dari
lelaki yang menghamilinya.
Apabila terjadi perkawinan lari (Silariang, Nilariang, Erangkale), maka
keluarga si gadis akan melakukan pengejaran, biasa disebut tu-masiri’, dan kalau
mereka berhasil menemukan kedua pelarian itu, maka kemungkinan laki-laki akan
dibunuh. Tindakan membunuh tersebut disebut appaenteng siri’ atau menegakkan
harga diri dan kehormatan keluarga.
Perbuatan tu-mannyala (orang yang bersalah) biasanya dapat menimbulkan
konflik dalam masyarakat, terkhusus keluarga si gadis. Namun hal itu dapat dihindari
bila tu-mannyala tadi telah berada di rumah satu pemuka masyarakat (dalam hal ini
imam atau kadhi) maka menjadi kewajiban baginya untuk segera menikahkan tu-
mannyala.
Langkah pertama, orang tua sigadis (tu-masirik) dihubungi dan dimintai
persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Biasanya orang tua tak dapat memberi
jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya dengan anaknya
mimateami (telah dianggap mati). Sebab itu, tak ada jalan lain bagi imam atau kadhi
kecuali menikahkan tu-mannyala dengan ia sendiri bertindak sebagai wali hakim.
Setelah itu, baru dipikirkan yang harus dilakukan tu-mannyala agar diterima kembali
sebagai keluarga yang sah dalam pandangan adat. Hubungan antara tu-masiri’ dengan
tu-annyala sebagai tu-appakasirik akan diterima selama tu-mannyala belum abbajik
(damai).
123
Bila tu-mannyala mampu dan berkesempatan appakabajik (berdamai) ia lalu
minta bantuan kepada penghulu adat/pemuka masyarakat tempatnya meminta
perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud appala
bajik (meminta damai) kepada keluarga tu-masirik atau kepada penghulu kampung
tempat keluarga tu-masirik yang selanjutnya menghubungi keluarga tu-masirik agar
berkenan menerima kembali tumate tallasa’na (orang mati yang masih hidup).
Keluarga tu-masirik lalu menyampaikan kepada sanak keluarganya tentang
maksud kedatangan tu-mannyala appala bajik. Bila seluruh keluarga berkenan
menerima kembali tu-mannyala tersebut, maka disampaikanlah kepada yang mengurus
selanjutnya pada pihak tu-mannyala. Kemudian tu-mannyala dengan keluarganya
mengadakan persiapan yang diperlukan dalam upacara appala bajik tersebut. Keluarga
tu-mannyala menyediakan sunrang (mahar) sesuai aturan sunrang dalam perkawinan
adat, selain menyediakan pula pappasala (denda karena berbuat salah). Pappasala
dengan sunrang dimasukkan dalam ‘kampu’ disertai ‘leko’ sikampu’ (sirih pinang
dalam kampu). Keluarga tu-mannyala juga yang wajib menyiapkan dalam pertemuan
itu antara lain hidangan adat.
Pada waktu yang telah ditentukan, tu-mannyala (orang yang telah berbuat
salah/aib) datang dengan keluarga yang mengiringinya ke rumah salah seorang tu-
masirik (orang yang menderita malu atau yang dipermalukan). Sementara itu keluarga
tu-masirik telah pula hadir. Dengan upacara penyerahan kampu dari pihak to-
mannyala/tu-mappakasirik yang diterima oleh tu-masirik maka berakhirlah dendam dan
ketegangan selama ini. Tu-mannyala tadi meminta maaf kepada keluarga tu-masirik
yang hadir dan pada saat itu dirinya resmi diterima sebagai keluarga yang sah menurut
adat.
Dengan demikian bila appala bajik adalah permohonan restu kepada wali atas
pernikahan yang dilakukan tanpa restu dari pihak keluarga, maka isbat nikah adalah
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permohonan restu kepada negara atas pernikahannya yang tidak tercatat (belum direstui
negara).
5. Isbat Nikah VS Pembatalan Nikah
Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian pasal 2 ayat (2)
menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sedangkan kewajiban
Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun
1955 dan Nomor 2 Tahun 1954. Menurut peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Nikah.
Yang menjadi perdebatan terhadap pasal ini adalah perkawinan yang tidak
dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersebut, apakah perkawinan tersebuh sah secara yuridis formal dapat diisbatkan
pernikahannya ataukah dapat dikategorikan sebagai nikah fasid sehingga perkawinan
tersebut dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Agama ?
Terhadap ketentuan di atas, hingga saat ini para ahli hukum masih berbeda
pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan.  Tentang hal ini ada
dua pendapat yang berkembang, yaitu :
1. Bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab sahnya
perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya
rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan
pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan
tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu.
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2. Perkawinan dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi
pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan
pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut merupakan suatu
kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan
alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.40
Akibat dari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang tersebut
dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan itu, maka berbeda pula putusan yang diajukan oleh para Hakim Pengadilan
Agama dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan kepadanya. Bagi
para hakim Pengadilan Agama yang menganggap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan, maka perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut
ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan
merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan
kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Oleh karena
itu, perkawinan yang tidak dicatat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara
yuridis formal dan permohonan pembatalan nikah dapat dikabulkan.
Sedangkan bagi para hakim Pengadilan Agama yang menganggap pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan
suatu hal yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan adalah sah
apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan bukan suatu
hal yang mesti dipenuhi sebab pencatatan itu hanya pekerjaan administrasi saja.
Perkawinan tersebut bukan nikah fasid dan bila ada pengajuan pembatalan perkawinan
40Abdul Manan, Aneka, op.cit., h. 49-50.
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kepada Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak perlu dibatalkan, permohonan
pembatalan perkawinan haruslah ditolak.
Mahkamah Agung RI tampaknya condong kepada pendapat yang pertama
tersebut di atas. Dalam sebuah putusan kasasi Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang
perkara poligami liar, kawin dibawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang
berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah
perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI.  No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu perkawinan yang
dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut
ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah terpenuhi
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 secara
kumulatif. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI hanya mengakui sahnya
perkawinan jika telah terpenuhinya segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama
yang dianutnya, dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah dan dicatat oleh pejabat
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun dalam perkembangan
terakhir Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi yang berbeda melalui Nomor
1776/K/PDT/2007.
Setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo.
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai.
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai
Pencatat Nikah. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang
tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang
ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi.
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Terhadap tidak tercatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang
sebagaimana tersebut di atas ada kemungkinan penyebabnya yaitu :
- Mereka menikah dihadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu
yang memang tidak mempunyai otoritas mengeluarkan surat-surat yang
berhubungan dengan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti
ini ada tendensi dan kekhawatiran apabila perkawinan yang dilakukan diketahui
orang lain, sebab kalau ketahuan dirinya akan terancam atau hak-haknya akan
hilang.
- Mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut
bukan pejabat resmi dan sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan
perkawinan. Aktivitas pejabat seolah-olah sama dengan pejabat resmi dalam
operasional mereka tertutup rapi, yang penting bagi mereka bagaimana cara
mendapatkan uang dari usahanya itu.
- Mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat resmi dan sah serta
berwenang untuk melaksanakan perkawinan, mereka diangkat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tetapi karena kelalaian petugas pencatat nikah tersebut
perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang itu tidak dicatatnya. Tidak
dicatatnya perkawinan itu adakalanya memang betul-betul petugas pencatat
nikah itu lalai atau alpa sehingg perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut
tidak dicatatnya dan tidak diberikan surat nikah, sehingga mereka tidak
mempunyai bukti autentik bahwa mereka telah menikah secara resmi dan sah
menurut peraturan yang berlaku.41
Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kemungkinan penyebab yang
pertama dan kedua tersebut di atas, jika dilihat dari segi hukum perkawinan yang
berlaku saat ini jelas tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara, karena
41Ibid., h. 56-57
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perkawinan tersebut tidak dilaksanakan dimuka pejabat yang berwenang, mereka
tidak menginginkan hukum yang berlaku. Perkawinan yang dilaksanakan oleh
pejabat yang tidak berwenang dapat dikategorikan sebagai nikah fasid karena
kurang persyaratan yang ditentukan dan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan
dari akibat perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada
Pengadilan Agama. Adapun penyebab ketiga,  apabila pihak-pihak yang
berkepentingan bermaksud agar perkawinannya legal, maka dapat ditempuh acara
mengajukan isbat di peradilan agama.
6. Dampak yuridis isbat nikah
Apabila suatu nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan
sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang
dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Dengan Penetapan Isbat Nikah dari
Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk
mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang
dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami istri mendapatkan satu
buku nikah dan apabila dikemudian hari terdapat percekcokan atau perselisihan atau
salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya
hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan
akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang
telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang.
Perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang
harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang
dimaksudkan antara lain sebagai berikut.
a. Kehalalan melakukan hubungan suami istri dan segala pendahuluannya di
antara pasangan tersebut, sesuai dengan tata cara yang diizinkan.
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b. Istri berhak mendapatkan mahar yang belum dilunasi suaminya ketika akad
nikah berlangsung.
c. Istri berhak mendapatkan nafkah yang terdiri atas kebutuhan pokok (seperti
makanan, pakaian, dan rumah) dan kebutuhan primer lainnya selama ia
menunjukkan kepatuhannya kepada suami hal ini sejalan dengan firman Allah
swt. Dalam Q. S al-Baqarah/2: 233,
                                   
                             
                                   
                               
Terjemahnya :
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.42
Serta Q. S. at-Talak/65 : 6 dan 7,
                         
                              
                                
   
Terjemahnya :
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
42Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 37
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untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan.43
d. Lahir hubungan kekeluargaan yang baru, yaitu hubungan persemendaan yang
menyebabkan suami haram kawin selamanya dengan ibu mertua, saudara
perempuannya, dan kerabat lain yang bertalian darah dengan ibu mertua.
Sebaliknya istri juga haram kawin dengan mertua laki-laki dan orang-orang
yang berasal dari satu keturunan dengan mertua.
e. Antara suami istri terjadi saling mewarisi apabila salah satu di antara keduanya
meninggal dunia.
f. Anak yang akan lahir bernasab pada ayahnya (suami) dan keduanya
berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak.
g. Apabila suami memiliki dua orang istri atau lebih, maka suami wajib
memberikan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan rumah
tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian, dan pembagian hari bagi masing-
masing-masing istri.
h. Istri wajib menaati suami dan senantiasa bersikap baik dan hormat kepadanya.
Dalam kaitan ini, suami berhak memberikan pendidikan kepada istrinya apabila
ternyata istrinya tidak taat kepadanya dan kepada ajaran Islam. Hal ini sejalan
dengan firman Allah SWT dalam Q. S. al-Nisa/4: 19
43 Ibid., h. 558.
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                         
                             
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu
tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan
yang banyak.44
dan Q. S. a-Nisa/4: 34,
                   
                           
               
Terjemahnya :
kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri[ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.45
dan surah al-Baqarah ayat 228.
                             
                                   
 
44 Ibid., h. 80.
45 Ibid., h. 84.
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Terjemahnya :
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi
Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.46
Serta suami berkewajiban menggauli istrinya dengan cara-cara yang baik, penuh
kasih sayang, dan rasa hormat.





Penelitian dilaksanakan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Pengadilan Tinggi Agama Makassar mewilayahi 24 Pengadilan Agama, 21 Pengadilan
Agama yang berada pada wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan 3 Pengadilan Agama
yang berada pada wilayah Propinsi Sulawesi Barat.1 Namun penelitian difokuskan di
lima Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan
yakni Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Watampone, Pengadilan
Agama Maros, Pengadilan Agama Sungguminasa dan Pengadilan Agama Takalar, pada
wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan :
1. Makassar sebagai ibukota provinsi rentan terhadap pernikahan sirri, hal tersebut
dipahami dari acara nikah massal sejumlah 404 pasangan yang diadakan dalam
rangka hari ulang tahun ke-404 Makassar pada 20 November 2011 yang didominasi
oleh pasangan yang nikah sirri. Dengan maraknya pernikahan sirri di Makassar,
maka isbat nikah terhadap nikah sirri di Pengadilan Agama Makassar kemungkinan
relatif banyak. Hal tersebut tentu berimbas pada daerah pinggiran Makassar, yakni
Maros, Sungguminasa dan Takalar.  Dan untuk perbandingan dipilih satu kota lain
yakni Watampone.
2. Akses transportasi menuju ke Pengadilan Agama Makassar, Watampone, Maros,
Sungguminasa dan Takalar, sangat lancar, efesian dan ekonomis.
3. Pengadilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung, terbagi atas tiga yakni
Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Agama Kelas IB dan Pengadilan Agama
Kelas II. Pembagian kelas tersebut salah satunya berdasarkan kuantitas perkara
1Lihat Mahkamah Agung RI., Profil Peradilan Agama (Jakarta: Dirjen Badilag, 2007), h. 34.
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yang ditangani. Pengadilan Agama Kelas IA perkaranya lebih banyak dari
Pengadilan Agama Kelas IB dan Pengadilan Agama Kelas II, demikian pula
Pengadilan Agama Kelas IB perkaranya lebih banyak dari Pengadilan Agama Kelas
II. Untuk memenuhi ketiga unsur pembagian tersebut maka lokasi penelitan
difokuskan pada Pengadilan Agama Makassar sebagai Kelas IA, Pengadilan Agama
Watampone Kelas IB dan Pengadilan Agama Maros, Sungguminasa serta Takalar
sebagai Kelas II
Penelitian lapangan dilaksanakan mulai bulan Februari 2012 hingga Juni
2012. Namun observasi telah penulis lakukan jauh sebelumnya yakni pada akhir tahun
2011, dalam penelitian kualitatif tidak ada batasan waktu yang baku, umumnya
penelitian kualitatif biasanya memakan waktu yang cukup lama karena penelitian
kualitatif adalah bersifat penemuan, tidak sekedar membuktikan hipotesis seperti dalam
penelitian kuantitatif, namun demikian kemungkinan jangka waktu penelitian kualitatif
dapat juga berlangsung dalam waktu yang pendek. Andaikan semua variabel tujuan
penelitian dapat ditemukan dalam satu minggu dan telah teruji kredebilitasnya, maka
penelitian kualitatif dianggap selesai.2
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah
penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.3
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D selanjutnya disebut Metode
(Cet.V; Bandung: Alfabeta,2008) h. 25-26.
3Lexi J. Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVI; Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009) h. 6
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Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah studi
kasus.4 Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai
aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program,
atau suatu situasi sosial.5 Dengan metode studi kasus, penulis akan melihat beberapa
kasus penetapan-penetapan Pengadilan Agama yang melegalkan nikah sirri melalui
isbat nikah sehingga akan terurai secara komprehensif legalisasi nikah sirri melalui
isbat nikah di provinsi Sulawesi Selatan.
C. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner karena sangat terkait
dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, adapun pendekatan keilmuan yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah yuridis, teologis normatif, sosiologis dan historis. Keempat
pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan.
1. Pendekatan yuridis.
Pendekatan yuridis diperlukan untuk menganalisa penetapan peradilan agama
yang mengesahkan pernikahan sirri. Penulis akan mengkaji pertimbangan hukum para
hakim dalam mengesahkan pernikahan sirri yang tertuang dalam penetapan dari sudut
yuridis.
Selain itu pendekatan yuridis untuk melihat dasar hukum pernikahan sirri dan
isbat nikah.
2. Pendekatan teologis normatif
Ciri yang melekat pada teologi adalah mengacu pada keyakinan agama
tertentu, loyalitas terhadap mazhab sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta
4Metode lain selain studi kasus antara lain : studi etnografi, studi grounded, studi life history.
Lihat Abdul Aziz S. R., “Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus,” dalam Burhan Bungin, eds.
Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 19.
5Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan
Ilmu Sosial Lainnya (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 201.
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penggunaan bahasa yang bersifat subyektif.6 Pendekatan ini diperlukan untuk
memahami landasan teologis normatif para pelaku nikah sirri dan landasan teologis
normatif para hakim dalam mengesahkan pernikahan sirri. Apakah ada pengaruh
terhadap pelegalan pernikahan sirri dengan aspek keyakinan.
3. Pendekatan Sosiologis
Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan
masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang
saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-
faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-
keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.7 Dengan menggunakan
pendekatan sosiologis akan ditemukan  jawaban mengapa nikah sirri masih marak
ditengah masyarakat.
4. Pendekatan Historis
Historis merupakan suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa
dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang peristiwa dan
pelaku dari perisitwa tersebut.8 Pendekatan historis diperlukan untuk dapat




Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan dua jenis data, yaitu : data
primer dan data sekunder. Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber





data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data sekunder adalah
data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.
Untuk mendapatkan data primer, penulis menjaringnya melalui penelitian
lapangan dan dokumen yang sangat erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Sedangkan data sekunder akan dilacak melalui kepustakaan dan internet.9
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data tertulis (library research). Melalui sumber ini, penulis mencari dan
menelusuri bahan-bahan yang ada hubugannya dengan nikah sirri, isbat nikah,
perkawinan secara adat dan legalitas nikah sirri melalui isbat nikah.
b. Data Dokumentasi. Melalui sumber ini, penulis mencari dan menelusuri bahan-
bahan atau tulisan-tulisan penting tentang legalisasi nikah sirri melalui isbat
nikah yang telah didokumentasikan dan disimpan di ruang arsip pengadilan.
c. Data lapangan (field research). Melalui sumber ini, penulis mencari dan
menelusuri data riil di lapangan.  Adapun materi data yang dicari meliputi :
keadaan perkara permohonan isbat nikah yang terkait dengan nikah sirri, model
pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama, dampak isbat nikah terhadap
keluarga dan kemungkinan penyelundupan hukum dalam isbat nikah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan
dokumentasi,10 dengan teknik cuplikan (sampling).
9Penelusuran data melalui internet tak dapat dihindari. Website-website peradilan agama
banyak memuat putusan, penetapan dan pikiran-pikiran hakim  yang terkait dengan penelitian. Khusus
mengenai isbat nikah, melalui penelusuran melalui data online dapat ditemukan perbandingan pada
pengadilan agama diluar sulawesi selatan.
10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif selanjutnya disebut Memahami (Cet. IV;
Bandung: Alfabeta,2008) h. 62-83
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Observasi dengan melakukan pengamatan langsung aktifitas pelegalan nikah
sirri melalui isbat nikah di Peradilan Agama Makassar, Watampone, Maros
Sungguminasa dan Takalar dalam wilayah Pengadilan Agama Propinsi Sulawesi
Selatan.
Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
responden atau orang yang diwawancarai.11 Dalam wawancara  selalu ada
pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.
Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus
dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dia pula berhak
menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Akan
tetapi kadang kala responden pun menentukan perannya dalam hal kesepakatan
mengenai kapan waktu wawancara dilaksanakan. Dalam penelian ini, yang menjadi
pewawancara adalah peneliti sendiri.
Responden adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh
pewawancara, ia diperkirakan menguasai data, informasi, ataupun fakta dari suatu
objek penelitian. Responden pada penelitan ini adalah hakim-hakim peradilan agama
yang menangani perkara isbat nikah. Dalam penelitian ini akan dipilih pada pengadilan
Makassar, Watampone, Maros, Sungguminasa dan Takalar, lima orang hakim sehingga
total 25 (dua puluh lima) hakim yang menjadi responden.
Materi wawancara adalah persoalan yang ditanyakan  kepada responden,
berkisar antara legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah atau tujuan penelitian. Materi
wawancara yang baik memiliki pembukaan, isi dan penutup. Pembukaan wawancara
adalah  kata-kata “tegur sapa” seperti : nama ibu siapa, alamatnya dimana, berapa
11H. M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif komunikasi, ekonomi dan
kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya, Ed. II, (Cet. VI;Kencana: Jakarta, 2011), h. 136.
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anaknya, umurnya berapa dan sebagainya. Isi wawancara sudah jelas, yaitu pokok
pembahasan yang menjadi masalah atau tujuan penelitian. Sedangkan penutup adalah
bagian akhir dari suatu wawancara.  Bagian ini dihiasi dengan kalimat-kalimat penutup
pembicaraan, antara lain : saya kira sampai disini wawancara kita, terima kasih atas
bantuan bapak, bapak sudah banyak memberikan bantuan kepada saya,  dan
sebagainya. Bagian penutup wawancara biasanya diisi dengan janji-janji untuk bertemu
wawancara pada waktu-waktu yang lainnya.
Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu
jalannya  wawancara. Pedoman wawancara diperlukan, pertama untuk mengarahkan
alur wawancara khususnya mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan dan
dikonfirmasi. Kedua, untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan
yang terkait dengan permasalahan penelitian. Ketiga, untuk tidak mengulang kembali
pertanyaan yang telah ditanyakan.
Wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dan mendalam terhadap
Hakim-Hakim pada peradilan agama. Hakim yang diwawancarai meliputi Majelis
Hakim yang pernah menangani perkara isbat nikah yang terkait dengan nikah sirri
maupun yang tidak. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada
kedalaman informasi, serta dilakukan tidak secara formal terstruktur, guna menggali
pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk
menjadi dasar bagi penelitian .12
Dalam wawancara menggunakan pula snowball sampling.13 Snowball
sampling digunakan bila mana peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa
informasi dari informan yang belum jelas patutnya menjadi narasumber. Dari informan
12Sutopo, “Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif”, dalam Masykuri




pertama kemungkinan hanya mendapatkan informasi yang sangat terbatas. Namun dari
informan pertama, ia dapat mengetahui siapa yang lebih banyak mengetahui informasi
yang dibutuhkan peneliti. Demikian seterusnya, sehingga mampu menggali data secara
lengkap dan mendalam. Snowball sampling digunakan karena pernikahan sirri yang
cendrung tertutup dan disembunyikan.
Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang berupa dokumen.
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.14 Dokumen terbagi pula
atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.15 Dokumen pribadi adalah catatan atau
karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.
Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen
internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat
tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, surat permohona isbat nikah, surat
gugatan isbat nikah, penetapan isbat nikah, putusan isbat nikah, berita acara
persidangan, memori banding, memori kontra banding, memori kasasi, memori kontra
kasasi, memori peninjauan kembali. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi
yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah (varia peradilan, mimbar
hukum, suara uldilag), buletin , pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media
massa.
4. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses
pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi
teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh
data dilapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah “jala” atau “jaring”
14Sugiyono, Memahami, op.cit., h. 82.
15Lexi J. Moeleong, op. cit.,h. 217-219.
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yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid
mungkin.16
Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul
data utama, pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat
yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap
kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat sajalah yang dapat
berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusialah yang mampu
memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan dan manusia sebagai instrumen
pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu  sehingga
apabila hal yang demikian ia pasti dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.17
Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku
catatan lapangan. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang
ditemukan dilapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat
tercatat dengan segera.
Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman
wawancara, slip dan Handphone yang memiliki aplikasi rekaman. Pedoman
wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat
pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat
hasil wawancara. Slip diberi identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun
handphone digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung.
Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat
dan menganalisis hasil wawancara.
16H. M. Burhan Bungin, op.cit., h. 104-105.
17Lexi J. Moeleong, op. cit., h. 9.
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E. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisis data menurut Lexi J. Moeleong adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat diproses, mensintesiskannya, mencari data dan
menemukan pola, menemukan apa yang signifikan dan apa yang ditelaah, dan
memutuskan apa yang dapat disampaikan sebagai hasil penelitian.18 Sedangkan
menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.19 Dengan demikian analisis data dilakukan sejak awal hingga akhir
penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil pengolahan tersebut.
Setelah data terkumpul. Data kemudian dianalisis. Teknik analisis data
meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.20 Mereduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat
(yang bersifat naratif), bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui
penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan mudah dipahami dan penarikan kesimpulan.
18Ibid., h. 248.
19Sugiyono, Metode, op.cit., h. 244
20Sugiyono, Memahami, op.cit., h. 91. Lihat pula Ibrahim Bafadal dan Masykuri Bakri,
“Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif”, Masykuri Bakri, op.cit., h. 174-186.
143
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor  Penyebab Terjadinya Nikah Sirri, yang Bermohon Isbat Nikah
Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima,
memeriksa,  mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai
kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.  Salah satu
kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan isbat nikah
terhadap pernikahan sirri.
Nikah sirri terjadi dengan berbagai alasan. Dari lima Pengadilan Agama yang
menjadi obyek penelitan, ditemukan bahwa nikah sirri yang mengajukan isbat nikah
dengan kumulasi perceraian  relatif banyak. Hal ini didasari karena isbat nikah
kumulasi perceraian dibolehkan pada pasal 7 ayat 3 huruf ‘a’ Kompilasi Hukum Islam.
Berbeda dengan nikah sirri yang berdiri sendiri tanpa kumulasi perceraian
masih sangat kurang, antara lain yang menyebabkan hal tersebut, adalah adanya
pembatasan pada pasal 7 ayat 3 huruf ‘d’ Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan
bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974.
Nikah sirri yang mengajukan isbat nikah tanpa kumulasi perceraian yakni
voluntair murni pada Pengadilan Agama Makassar dari tahun 2009 hingga 2011 dari
197 perkara,1 ditemukan 1 (satu) perkara isbat nikah dengan alasan nikah sirri. Yakni
perkara tahun 2011 No.164/Pdt.P/2011/PA. Mks. Pengadilan Agama Watampone pada
tahun 2009 hingga 2011 dari 204 perkara permohonan isbat nikah voluntair murni,
ditemukan 21 (dua puluh satu) perkara isbat nikah dengan alasan nikah sirri.2 Dari 104
1Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009, 2010 dan 2011
2Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2009, 2010 dan 2011
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perkara yang mengajukan isbat nikah voluntair murni,3 di Pengadilan Agama
Sungguminasa dari tahun 2009 hingga 2011 ditemukan 2 (dua) permohonan nikah sirri
untuk diisbatkan. Sedangkan pengadilan agama Maros dari tahun 2009 hingga 2011
dari 108 perkara yang mengajukan isbat nikah voluntair murni,4 tidak ditemukan
pengajuan isbat nikah dengan alasan nikah sirri. Dari 278 perkara yang mengajukan
isbat nikah voluntair murni,5 di Pengadilan Agama Takalar dari tahun 2009 hingga
2011 ditemukan 6 perkara isbat nikah dengan alasan nikah sirri.
Tabel 1







1 Makassar 75 49 73 197
2 Watampone 46 70 88 204
3 Sungguminasa 72 98 66 236
4 Maros 20 44 44 108
5 Takalar 90 107 81 278
Jumlah 1023
Tabel 2




Isbat nikah terhadap nikah sirri
Jumlah
2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6
1 Makassar 0 0 1 1
2 Watampone 3 7 11 21
3Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2009, 2010 dan 2011
4Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Tahun 2009, 2010 dan 2011.
5Laporan Tahunan Pengadilan Agama Takalar Tahun 2009, 2010 dan 2011
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1 2 3 4 5 6
2 Sungguminasa 0 2 0 2
3 Maros 0 0 0 0
4 Takalar 1 2 3 6
Jumlah 30
Tabel 3
Daftar Nomor Perkara Isbat nikah Alasan Nikah Sirri
No PA. Watampone PA. Takalar PA. Mksr PA. Sgm

































2 No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl
3 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl
4 No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl
5 No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl
6 No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl
7 No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp
8 No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp
9 No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp
10 No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp

















.12 No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp
13 No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp
14 No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp
15 No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp
16 No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp
17 No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp
18 No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp
19 No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp
20 No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp
21 No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp
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Pelaku Nikah sirri yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan
Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar, didasari dengan alasan dan
tujuan yang beragam. Hal tersebut dipahami dari pernikahan sirri yang tertuang dalam
surat permohonan para pemohon baik yang tersimpan rapi dalam bundel A atau dalam
duduk perkara pada penetapan para Majelis Hakim di empat pengadilan agama yang
menjadi obyek penelitian. Berikut diuraikan hasil temuan sebagai berikut :
1. Pengadilan Agama Makassar
Penetapan No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks menjelaskan dalam duduk
perkaranya bahwa pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan pada Tahun
1982 di Belopa, Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh Imam Kampung Belopa
bernama Kallabe dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi.
Sebelum menikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda,
mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak sesusuan yang dapat menghalangi
perkawinan. Keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada
larangan untuk melaksanakan perkawinan. Sejak perkawinan hingga pengajuan
isbat nikah tidak pernah terjadi perceraian. Keduanya tidak pernah memiliki buku
nikah. Tujuan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan berkas usulan
pensiun vetran.6
2. Pengadilan Agama Watampone
a. No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp.
Penetapan No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon berumur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan
6Lihat Penetapan Pengadilan Agama Makassar, No. 164/Pdt. P/2010/PA. Mks. Selanjutnya
disebut Penetapan No. 164, h. 1-2.
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pada tahun 1976 di Ale, Desa Sugiale. Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
Pada saat pernikahan yang menjadi wali adalah ayah kandung perempuan
tersebut, dua orang saksi serta mahar berupa tanah kering yang terletak di Desa
Bancu. Pernikahan keduanya tidak tercatat sehingga tidak memiliki surat
nikah.Pada saat pernikahan pemohon berstatus duda cerai dan istri pemohon
janda cerai, keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan
Hukum Islam. Setelah pernikahan keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dan dikaruniai
3 orang anak. Tujuan isbat nikah untuk kelengkapan berkas pensiunan.
b. No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp
Penetapan No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon yang berumur 38 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai
tenaga Honorer  Sat Pol PP. Pada tahun 1988 telah menikah dengan seorang
perempuan di Desa Kajao laliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
Wali nikah adalah saudara kandung perempuan tersebut karena ayah
kandungnya berada di Kalimantan. Dengan disaksikan dua orang saksi serta
mahar seperangkat alat Shalat. Pernikahan keduanya tidak tercatat sehingga
tidak memiliki buku nikah. Pada saat pernikahan pemohon berstatus duda cerai
dan perempuan tersebut berstatus perawan. Keduanya tidak ada halangan untuk
menikah. Setelah pernikahan tersebut keduanya hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri di Jalan Flores, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete
Riattang, Kab. Bone dan dikaruniai empat orang anak. Tujuan isbat nikah untuk
kelengkapan berkas CPNS.
c. No. 31/Pdt.P/2009/PA.Wtp.
Penetapan No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon, berumur 61 Tahun, agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga
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telah menikah dengan seorang lelaki (meninggal dunia pada tanggal 10
September 2008) di Cabbenge Kabupaten Soppeng pada tahun 1981. Wali
nikah adalah ayah kandung pemohon, dengan mahar berupa satu petak kebun
yang terletak di Tanrung Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone
serta pernikahannya disaksikan dua orang saksi. Pernikahan keduanya tidak
tercatat sehingga tidak memiliki buku nikah. Pada waktu menikah pemohon
berstatus perawan dan lelaki tersebut adalah perjaka. Keduanya tidak ada
halangan untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam. Setelah pernikahan
tersebut keduanya hidup rukun di Tanrung Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale,
Kabupaten Bone dan dikaruniai dua orang anak. Tujuan pengesahan nikah
untuk pensiunan janda vetran.
d. No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 120/Pdt. P/2010/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon berumur 68 tahun, beragama Islam, telah melangsungkan
pernikahan dengan seorang lelaki (meninggal duni pada tanggal 12 Agustus
2010) pada tanggal 7 Januari 1978 di Cilamaya, Kabupaten Karawang. Wali
nikah adalah ayah kandung pemohon dengan dihadiri dua orang saksi serta
mahar berupa uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Pada saat pernikahan
pemohon berstatus janda cerai sedang suami pemohon berstatus duda mati.
Keduanya tidak memiliki halangan menikah menurut ketentuan Hukum Islam.
Setelah pernikahan keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di
Provinsi Riau dan terakhir di Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone tanpa dikaruniai anak. Tujuan pengesahan nikah untuk
pensiunan janda vetran.
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e. No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut
agama Islam di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Pada
tanggal 7 Juli 2000. Yang menjadi wali nikah adalah imam setempat karena
ayah kandung pemohon II jauh tempat tinggalnya dan sulit dihubungi.
Pernikahan keduanya disaksikan oleh  satu laki-laki dan satu perempuan dengan
maskawin berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Pakkasalo, Kecamatan
Sibulue, Kabupaten Bone. Keduanya tidak memiliki buku nikah karena data
perkawinannya tidak tercatat dalam buku register nikah. Pada saat pernikahan
pemohon I berstatus jejaka, pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak
memiliki halangan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam dan hingga
kini tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak.
f. No. 128/Pdt. P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada
tanggal 10 November 1994 di Kecamatan Desa Lamuru, Kecamatan Tellu
Siattinge, Kabupaten Bone. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung
pemohon II, disaksikan dua orang saksi dan maskawin berupa satu petak sawah
terletak di Malela Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
Keduanya tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat. Pada
saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
Keduanya tidak memiliki halangan perkawinan. Setelah menikah keduanya
hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak. Tujuan
pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas haji dan akta kelahiran.
150
g. No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 135/Pdt. P/2010/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di
Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone pada tahun 1990. Yang menjadi wali
nikah adalah ayah kandung pemohon II dengan maskawin berupa tanah kering
yang terletak di Desa Mabbiring, Kabupaten Bone. Disaksikan oleh dua orang
saksi. Keduanya tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak
tercatat. Pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II
berstatus perawan. Keduanya tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak
pernah cerai hingga sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak.
h. No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki (meninggal dunia pada
tanggal 23 Juni 2010) di Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada tanggal 9 Maret
1998. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon, disaksikan dua
orang saksi serta mahar berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan
Tancong, Kecamatan tanah sitolo, Kabupaten Wajo. Keduanya memiliki
duplikat kutipan akta nikah namun tidak diterima oleh pihak Taspen.
Pada waktu menikah pemohon berstatus perawan dan laki-laki tersebut
berstatus duda mati. Keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Setelah
menikah keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.
i. No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 140/Pdt. P/2010/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I yang telah berumur 45 tahun, telah menikah dengan pemohon
II pada tanggal 10 Maret 1996, di Desa Kalibong, Kecamatan Sibule,
Kabupaten Bone dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun tidak
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memiliki buku nikah. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon
II, dihadiri dua orang saksi, mahar berupa berupa sebidang tanah seluas 13 are,
yang terletak di Lompo Bance Mabbulue, Desa Kalibong, Kecamatan Sibule,
Kabupaten Bone. Status pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan
pemohon II adalah perawan. Keduanya tidak memiliki halangan perkawinan,
tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya dan
telah dikaruniai tiga orang anak.
j. No. 145/Pdt. P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1994 di
Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dihadapan imam setempat namun
tidak memiliki buku nikah karena tidak ditemukan data tentang pernikahan
pemohon I dan pemohon II dalan register nikah di KUA. Yang menjadi wali
nikah adalah ayah kandung pemohon II dengan maskawin berupa satu petak
sawah terletak di Desa Melle, Kecamatan Palakka, kabupaten Bone dan
disaksikan dua orang saksi.  Pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka
dan pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak ada halangan untuk
menikah. Setelah menikah tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang
anak. Tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas haji.
k. No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1989
di Desa Masenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Yangmenjadi
wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, dengan mas kawin berupa
sebidang sawah yang terletak di Desa Lakukang, Kecamatan Sibulue,
Kabupaten Bone dan disaksikan dua orang saksi. Keduanya tidak memiliki
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buku nikah karena data pernikahannya tidak tercantum di register nikah di
KUA. Keduanya tidak memiliki halangan untuk menikah, setelah menikah tidak
pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.
l. No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp
Penetapan No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II pada tanggal 1 Februari 1987 telah menikah
di Kecamatan Dua Baccoe, namun tidak memiliki buku nikah karena data
pernikahan tidak ditemukan di register nikah di KUA. Yang menjadi wali nikah
adalah ayah kandung pemohon II, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat pernikahan pemohon I berstatus
duda mati, pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak memiliki halangan
untuk menikah, setelah menikah tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai
seorang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas haji.
m. No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan  No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pada tanggal 28 februari 1989 bertempat di Kecamatan Sibulue,
Kabupaten Bone, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
Namun dalam register nikah di KUA tidak diketemukan data pernikahannya
sehingga tidak memiliki buku nikah. Yang menjadi wali nikah adalah ayah
kandung pemohon II dengan maskawin berupa 1 stel emas seberat 20 gram dan
disaksikan dua orang saksi. Pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka
dan pemohon II berstatus perawan. Setelah menikah tidak pernah bercerai dan
telah dikaruniai tujuh orang anak.
n. No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp
Penetapan No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pada tanggal  5 Juni 1994 di Malaysia, pemohon I dan pemohon II
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telah menikah.  Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II
dengan mas kawin 100 ringgit, disaksikan dua orang saksi. Keduanya tidak ada
halangan perkawinan. Pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan
pemohon II berstatus perawan. Setelah menikah keduanya tinggal di Malaysia
dan terakhir di kabupaten Bone, keduanya tidak pernah bercerai  dan telah
dikaruniai tiga orang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan
dokumen keimigrasian.
o. No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2001
di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Namun keduanya
tidak memiliki buku nikah karena data pernikahannya tidak ditemukan di
register nikah di KUA. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon
II dengan maskawin berupa satu petak kebun, disaksikan dua orang saksi. Pada
saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
Keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Setelah menikah tidak pernah
bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk
akta kelahiran anak dan KTP.
p. No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk  perkaranya
bahwa pada tanggal 27 Mei 1977 bertempat di Kecamatan Muara Saba,
Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi, pemohon I dan pemohon II menikah, namun
tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat. Yang menjadi
wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, dengan maskawin berupa satu
petak tanah kering yang terletak di Cabalu, Kabupaten Bone dan disaksikan dua
orang saksi. Pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II
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berstatus perawan. Setelah menikah tidak perna bercerai dan telah dikaruniai
tujuh orang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk memperoleh akta kelahiran
bagi anak-anak dan pengurusan administrasi haji.
q. No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa
Kajuara, Kecamatan Awangpobe, Kabupaten Bone pada tanggal 11 November
1987. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung  pemohon II dengan
maskawin berupa satu buah perahu sampan, dengan disaksikan dua orang. Pada
saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
Keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, telah
dikaruniai empat orang anak, dan tidak memiliki buku nikah karena data
pernikahannya tidak tercantum dalam register nikah di KUA. Tujuan
pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak.
r. No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pada tanggal 24 November 1985 bertempat di Kecamatan Ponre,
pemohon I dan pemohon II menikah, namun tidak memiliki buku nikah karena
data pernikahannya tidak ditemukan dalam register nikah di KUA. Yang
menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II dengan maskawin berupa
dua petak sawah di Macope dan disaksikan dua orang saksi. Pada saat
pernikahan pemohon I berstatus jejaka, pemohon II berstatus perawan.
Keduanya tidak memiliki halangan perkawinan, tidak pernah bercerai dan telah
dikaruniai empat orang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk pengurusan
paspor dan akta kelahiran anak.
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s. No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa meskipun pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1988 di
Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone, namun data
pernikahannya tidak tercantum di buku register nikah di KUA. Yang menjadi
wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II,
maskawin berupa satu petak sawah terletak di Weddae dan disaksikan dua
orang saksi. Pada saat pernikahan pemohon berstatus jejaka dan pemohon II
berstatus perawan. Keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah
bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk
sebagai alas hukum untuk pengurusan pelamaran PNS.
t. No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah di Kecamatan Sibulue,
Kabupaten Bone pada tanggal 31 Januari 1999. Namun tidak memiliki buku
nikah karena data pernikahan keduanya tidak terdapat di KUA. Yang menjadi
wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, dengan
maskawin berupa sebidang sawah yang terletak di Desa Pattiro Bajo Lompo
bubung Dao dan disaksikan dua orang saksi. Pada saat pernikahan pemohon
berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak ada
halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang
anak. Tujuan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi
pendaftaran haji.
u. No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa data pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercantum di buku
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register nikah di KUA padahal keduanya telah menikah di Kecamatan Tanete
Riattang, Kabupaten Bone pada tahun 1988. Yang menjadi wali nikah dalam
pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, dengan mahar 1 petak
sawah yang terletak di Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone dan
disaksikan dua orang saksi. Pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka
dan pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak ada halangan untuk
menikah, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak. Tujuan
pengesahan nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak.
3. Pengadilan Agama Sungguminasa
a. No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm
Penetapan No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm., menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki
(meninggal pada tanggal 8 Maret 2009 di rumah sakit Labuang Baji karena
menderita penyakit jantung) pada tanggal 8 Juli 1981 di Limbung Kecamatan
Bajeng, Kabupaten Gowa. Keduanya dinikahkan oleh Imam Kampung Limbung
yang bernama Siratu Dg. Maliong dengan wali adalah ayah kandung pemohon
dengan mas kawin cincin emas seberat 10 gram dan disaksikan dua orang saksi.
Keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon hanya satu kali
menikah yaitu dengan laki-laki tersebut demikian juga suami pemohon hanya
satu kali menikah yaitu dengan pemohon, dan sejak pemohon terikat sebagai
suami istri tidak pernah terjadi perceraian dan dari perkawinan pemohon
tersebut telah dikaruniai tiga orang anak. Selama pemohon terikat sebagai suami
istri dengan laki-laki tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan
keberatan atas perkawinan tersebut. Tujuan pengesahan nikah untuk
kelengkapan berkas pensiun janda.
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b. No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm.
Penetapan No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki di Tamallaeng Desa
Bontonompo, Kecamatan Bontompo, Kabupaten Gowa pada tanggal 10
Oktober 1975. Dengan wali nikah ayah kandung pemohon, serta disaksikan dua
orang saksi dan mahar serumpun bambu dan uang sebanyak 28 real. Keduanya
tidak ada halangan untuk menikah. Sejak menikah tidak pernah terjadi
perceraian dan telah dikaruniai dua orang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk
mendapatkan tunjangan vetran.
4. Pengadilan Agama Takalar
a. No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl
Penetapan No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa  pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tahun 1979 di
Dusun Bolo, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten
Takalar, dinikahkan oleh Dg. Narang imam dusun Bolo, wali nikah adalah
Cangka Dg Nojeng melalui surat rela, dengan mahar berupa satu pohon kelapa
dan dua orang saksi. Pemohon tidak sesusuan dengan perempuan tersebut dan
tidak ada halangan dan keberatan pada waktu pernikahan pemohon
dilaksanakan. Setelah menikah, pemohon dan perempuan tersebut hidup
bersama di Makassar lalu Takalar dan telah dikaruniai 8 orang anak. Bahwa
pernikahan pemohon dengan perempuan tersebut diawali silariang dan pada
tahun 1980, keduanya datang ‘abaji ke orang tua perempuan sebagaimana
diatur oleh adat Makassar. Tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas
PNS.
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b. No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl
Penetapan No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa  pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 30
November 1988 di Pabbentengan, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. S. Dg. Boko
(Imam Kelurahan Panranuangku). Yang menjadi wali nikah adalah saudara
kandung perempuan tersebut karena ayah kandungnya telah meninggal dunia.
Mahar pernikahan tersebut adalah satu pohon kelapa dan disaksikan oleh dua
orang saksi. Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus jejaka dan
perempuan tersebut berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan
darah dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan tersebut
keduanya hidup bersama di Pabbentengan, Keluarahan Panrannuangku,
Kecamatan Polongbangkeng utara, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai
seorang anak perempuan. Tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas
CPNS
c. No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl
Penetapan No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa  pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 27
Agustus 1991 dengan wali nikah saudara kandung perempuan tersebut, dua
orang saksi serta mahar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat
pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai mati dan perempuan
berstatus gadis, meskipun keduanya mempunyai hubungan keluarga, namun
tidak ada larangan untuk menikah serta keduanya tidak pernah sesusuan dan
tidak ada yang keberatan saat pernikahan dilangsungkan. Setelah pernikahan
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tersebut, keduanya hidup bersama di Dusun Katonokang, Desa Bontokanang,
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan pemohon telah dikaruniai
dua orang anak. Tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas tunjangan
vetran.
d. No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl
Penetapan No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa  pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Agustus
1998 di Dusun Kalappo, Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Nurdin Tuan Nangga, Imam Desa
Mangadu. Yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara
kandung pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia
pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II, maskawinnya berupa cincin
emas satu gram serta dua orang saksi. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I
berstatus duda dan pemohon II berstatus janda. Keduanya memiliki hubungan
keluarga namun tidak ada halangan serta memenuhi syarat untuk melakukan
pernikahan. Sejak dilangsungkan perkawinan tidak ada yang keberatan dengan
pernikahan tersebut. Setelah keduanya menikah, hidup bersama di Dusun
Timporongan, Desa Lengkese, Kecamatan Mangorombambang, Kabupaten
Takalar dan tidak dikaruniai anak. Keduanya belum pernah mendapatkan Buku
Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, karena administrasi pernikahan pemohon I dan pemohon II
tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang. Tujuan
pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas tunjangan vetran.
e. No. 37/Pd.P/2011/PA. Tkl
Penetapan No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa  pemohon telah menikah dengan seorang lelaki (meninggal dunia pada
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hari sabtu tanggal 6 Nopember 2010 karena sakit) pada tanggal 01 November
1984 di Bonto Boddo, Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo,
Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panranuangku, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Yang menjadi wali nikah pada
pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon dan disaksikan dua orang
saksi serta mahar pernikahan berupa tanah perumahan seluar 3 Are. Bahwa pada
saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, dan suami pemohon
berstatus jejaka. Keduanya memiliki hubungan darah namun tidak ada larangan
untuk menikah dan tidak ada yang keberatan pada saat keduanya
melangsungkan pernikahan. Setelah menikah keduanya hidup bersama di Bonto
Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, keduanya hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Tujuan pengesahan
nikah untuk kelengkapan berkas pensiun janda.
f. No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl.
Penetapan No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl. menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa  pemohon berumur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada dan
pekerjaan tidak ada. Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki (meninggal
dunia pada tanggal 27 Juli 2010 karena sakit) pada tanggal 24 November 1999
di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar,
dinikahkan oleh Dg. Nyomba, Imam Kelurahan Palleko, dengan wali nikah
adalah ayah kandung pemohon, disaksikan dua orang saksi dan maskawin
berupa cincin emas dibayar tunai. Bahwa pada saat pernikahan pemohon
berstatus perawan dan suami pemohon berstatus duda mati. Keduanya tidak ada
hubungan darah dan tidak ada larangan untuk menikah. Setelah pernikahan
tersebut, keduanya bertempat tinggal di Limbung, Kelurahan Bajeng,
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Kabupaten Gowa dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
namun belum dikaruniai anak. Tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan
berkas pensiun janda.
Para pemohon isbat nikah pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone,
Sungguminasa dan Takalar, melakukan pernikahan sirri setelah berlakunya undang-
undang perkawinan. Mereka melaksanakan pernikahan paling cepat, satu tahun setelah
berlakunya undang-undang perkawinan dan paling lama tiga puluh tahunan.
Tabel 4
Tanggal Perkawinan dan Usia Perkawinan Hingga Pengajuan Isbat




1 2 3 4 5
1 No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks 1982 23-9-2011 ± 29 tahun
2 No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp 1976 21-1-2009 ± 33 tahun
3 No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp 1988 4-2-2009 ± 20 tahun
4 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp 1981 20-3-2009 ± 27 tahun
5 No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp 7-1- 1978 18-10-2010 ± 32 tahun
6 No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp 7 -7-2000 22-10-2010 ± 10 tahun
7 No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp 10 -10-1994 8-11-2010 ± 16 tahun
8 No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp 1990 25-11-2010 ± 20 tahun
9 No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp 9 -3-1998 8-12-2010 ± 12 tahun
10 No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp 10 -3-1996 9-12-2010 ± 14 tahun
11 No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp 1994 20-12-2010 ± 16 tahun
12 No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp 22 -10-1989 3-1-2011 ± 21 tahun
13 No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp 1-2-1987 6-1-2011 ± 24 tahun
14 No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp 28-2-1989 24-3-2011 ± 22 tahun
15 No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp 5-6-1994 13-7-2011 ± 17 tahun
16 No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp 19-8-2001 12-10-2011 ± 10 tahun
17 No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp 27-5-1977 14-10-2011 ± 34 tahun
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18 No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp 11-11- 1987 20-10-2011 ± 24 tahun
19 No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp 24 11-1985 1-11-2011 ± 26 tahun
20 No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp 1988 17-11-2011 ± 23 tahun
21 No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp 31-1-1999 17-11-2011 ± 12 tahun
22 No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp 1988 5-12-2011 ± 23 tahun
23 No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm. 8-7-1981 14 – 1 - 2010 ± 28 tahun
24 No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm. 10-10-1975 14-1-2010 ± 34 tahun
25 No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl 1979 6 - 1 - 2009 ± 29 Tahun
25 No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl 30-11-1988 20 – 9 - 2010 ± 21 tahun
27 No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl 27-8- 1991 22 – 11 - 2010 ± 19 tahun
28 No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl 25-8-1998 7 – 3 - 2011 ± 11 tahun
29 No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl 01-11- 1984 20 – 4 - 2011 ± 25 tahun
30 No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl 24-11-1999 13 – 5 - 2011 ± 10 tahun
Dari tabel 4, diketahui bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan setelah
berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Para pemohon
tidak mencatatkan perkawinannya sebagaimana maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang
RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 3 PP RI. No.9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap orang yang
akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai
Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Hal yang sama ditegaskan pasal 5
KHI bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22
Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Perkawinan yang demikian,
menurut Muzda dikategorikan sebagai nikah sirri.7
7Siti Musdah Mulia, op.cit., h. 181
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Pernikahan sirri yang dilakukan para pemohon kesemuanya memenuhi rukun
perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam fikih dan peraturan perundang-
undangan. Perkawinan para pemohon bila dianalisis hanya minus pencatatan, adapun
calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ijab dan kabul, wali nikah, dua
orang saksi serta mahar telah terakomodir.
Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan adalah nikah
sirri yang disebabkan karena berbagai macam faktor. Yakni :
1. Faktor fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan.
Berdasarkan tabel tersebut (tabel 5) mayoritas motif para pemohon isbat nikah
dapat dipahami bahwa yang menjadi latar belakang mengapa pernikahan para
pemohon minus pencatatan disebabkan karena pengetahuan masyarakat terhadap
nilai-nilai yang terkandung dalam pencatatan perkawinan masih sangat kurang,
mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi
dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara. Selain itu sebagian
masyarakat muslim ada yang berpegang teguh kepada fikih tradisional, pemahaman
mereka bahwa perkawinan sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam
kitab-kitab fikih telah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan
Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah saw.
dan merepotkan saja.8
Para pelaku nikah sirri baru menyadari pentingnya pencatatan setelah jelang
waktu yang lama(tabel 4) berumah tangga. Ketika terbentur pada suatu masalah,
akta nikah adalah satu-satunya jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut,
kemudian mereka mengajukan isbat nikah di pengadilan agama.
8Abdul Manan, Aneka, loc.cit.
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Tabel 5
Motif pengajuan isbat nikah
No Nomor Perkara Motif pengajuan isbat
1 2 3
1 No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks Kelengkapan berkas tunjangan PNS
2 No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp Kelengkapan berkas pensiunan
3 No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp Kelengkapan berkas CPNS
4 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp Pensiunan Janda Vetran
5 No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp Pensiunan Janda Vetran
6 No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp Pencatatan di KUA
7 No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp Kelengkapan berkas haji dan akta kelahiran
8 No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp Pencatatan di KUA
9 No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp Pensiunan Janda TNI
10 No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp Pencatatan di KUA
11 No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp Kelengkapan berkas Haji
12 No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp Pencatatan di KUA
13 No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp Kelengkapan berkas Haji
14 No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp Pencatatan di KUA
15 No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp Kelengkapan dokumen keimgrasian
16 No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp Akta kelahiran anak dan KTP
17 No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp Kelengkapan berkas haji dan akta kelahiran
18 No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp Akta kelahiran anak
19 No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp Kelengkapan dokumen kemigrasian/akta lahir
20 No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp Pendaftaran PNS
21 No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp Kelengkapan berkas haji
22 No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp Akta kelahiran anak
23 No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm. Kelengkapan berkas pensiun janda
24 No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm. Kelengkapan berkas tunjangan vetran
25 No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl Kelengkapan berkas PNS
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25 No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl Kelengkapan berkas CPNS
27 No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl Kelengkapan berkas tunjangan vetran
28 No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl Kelengkapan berkas tunjangan vetran
29 No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl Kelengkapan berkas pensiun janda
30 No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl Kelengkapan berkas pensiun janda
2. Silariang
Faktor karena mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau
walinya9 yang memicu nikah silariang juga menjadi alasan mengapa perkawinan
tidak tercatat. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Pengadilan Agama Takalar No.
4/Pdt.P/2009/PA. Tkl. Menurut pengakuan pemohon bahwa pencatatan tidak
dilakukan karena pemohon dan perempuan tersebut ‘silariang’, yang dikuatkan
keterangan dua saksi bahwa keduanya tidak memiliki buku nikah karena
pernikahannya silariang.
3. Kelalaian imam.
Faktor lain yang ditemukan pada lokasi penelitan bahwa penyebab terjadinya nikah
sirri karena kelalaian imam sebagai pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak
menyerahkan data-data pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sehingga data
perkawinan para pemohon tidak terakomodir dalam buku register perkawinan di
Kantor Urusan Agama. Perkara yang dimaksud adalah :
- No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp.,
- No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp.,
- No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp.,
- No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
9Siti Musdah Mulia, loc.cit
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- No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
- No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
- No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
- No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
- No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
- No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
- No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
- No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp.,
Para pemohon pada perkara tersebut, menguraikan dalam surat permohonannya
bahwa mereka menikah dihadapan imam setempat selaku Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah namun kenyataannya kehadiran imam setempat tersebut tidak
mempengaruhi pencatatan perkawinannya, karena data perkawinan para pemohon
tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama. Kelalaian ini pada
akhirnya merugikan para pemohon karena di samping merugikan secara materi,
mereka pun tidak mendapatkan buku nikah.
4. Pernikahan bukan di depan pejabat resmi.
Pemohon isbat nikah perkara No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp. melaksanakan
perkawinan di muka pejabat. Namun pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah
serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini dipahami dari
keluarnya duplikat buku nikah tanpa di dahului buku nikah asli. Duplikat buku
nikah tersebut  akhirnya ditolak oleh PT. TASPEN.
Pelaku Nikah sirri yang mengajukan permohonan isbat nikah karena kelalaian
imam dan pernikahan yang bukan di depan pejabat resmi, bersesuaian dengan yang
dikemukakan Abdul Mannan10. Menurut Abdul Mannan terhadap tidak tercatatnya
10Abdul Manan, Aneka, op.cit., h. 56-57
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perkawinan pada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut ada kemungkinan
penyebabnya yaitu :
- Mereka menikah dihadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu
yang tidak mempunyai otoritas mengeluarkan surat-surat yang berhubungan
dengan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti ini ada
tendensi dan kekhawatiran apabila perkawinan yang dilakukan diketahui orang
lain, sebab kalau ketahuan dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang.
- Mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut
bukan pejabat resmi/sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan
perkawinan. Aktivitas pejabat seolah-olah sama dengan pejabat resmi dalam
operasional mereka tertutup rapi, yang penting bagi mereka bagaimana cara
mendapatkan uang dari usahanya itu.
- Mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat resmi /sah serta berwenang
untuk melaksanakan perkawinan. Mereka diangkat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku tetapi karena kelalaian petugas pencatat nikah tersebut perkawinan
yang dilaksanakan oleh seseorang itu tidak dicatatnya. Tidak dicatatnya
perkawinan itu adakalanya petugas pencatat nikah itu lalai atau alpa sehingga
perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dicatatnya dan tidak
diberikan surat nikah, sehingga mereka tidak mempunyai bukti autentik bahwa
mereka telah menikah secara resmi dan sah menurut peraturan yang berlaku.
Pernikahan yang dilaksanakan bukan di depan pejabat resmi dijumpai pula di
Nangroe Aceh Darussalam. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa
Drs. H. Ribat, SH.MH, selama bertugas di Mahkamah Syar’iyah Langsa, telah
berulang kali dijumpai buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Ilegal yang
mengatasnamakan dirinya Muhakkam NAD. Bentuk dan isinya hampir sama
dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, memiliki stempel lembaga, dan
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mengutip beberapa ayat suci al-Quran, juga dilengkapi tandatangan pihak-pihak,
saksi, wali dan petugas Muhakkam NAD. Ironisnya lagi, buku nikah produk
Muhakkam NAD tersebut sering pula diajukan ke persidangan sebagai bukti dalam
perkara perceraian, harta bersama dan warisan. praktek tersebut sudah lama
dilakukan sejak mulai konflik dahulu sampai sekarang ini.11 Nampaknya
keberadaan lembaga Muhakkam NAD secara sosiologis diakui keberadaannya,
karena masyarakat sewaktu konflik sangat susah berhubungan dengan petugas
KUA karena jarang di tempat. Di sisi lain masyarakat menganggap bahwa KUA
adalah lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang kala itu para
pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak menginginkan wilayah Aceh
masuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Pernikahan diluar negri.
Pemohon isbat nikah pada perkara No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp., melaksanakan
pernikahannya di Malaysia. Keberadaan pemohon di Malaysia menyulitkan
keduanya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama di Indonesia.
Pernikahan sirri yang terjadi di luar negri, relatif banyak dilakukan oleh Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) . Hal inilah yang memicu Mahkamah Agung melalui
Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang keliling  ke Malaysia pada
Tahun 2011 dan 2012. Program ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian
Luar Negeri melalui KBRI di luar negeri, khusus untuk perkara permohonan Itsbat
nikah. Sidang keliling di luar negeri atas permohonan Isbat nikah ini umumnya
dimohonkan oleh pasangan TKI yang beragama Islam untuk mengesahkan
perkawinannya yang sebelumnya pernah menikah sah secara agama, tetapi belum
memiliki buku nikah karena perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan
11http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13891-fenomena-
buku-nikah-made-in-muhakkam-nad-di-aceh-31.html, 4 Januari 2013.
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Agama. Mereka umumnya kesulitan dari segi transportasi dan ekonomi untuk
mengesahkan perkawinannya di Indonesia (kondisi geografis yang sangat jauh).
Selain alasan itu, kadang-kadang ditemukan juga adanya hambatan dari perusahaan
untuk tidak meninggalkan tempat kerja mengingat target produktivitas dan beban
kerja tinggi dan teramat ketat.
Ketika terjadi benturan dengan masalah keimigrasian, mereka yang telah
terlanjur menikah akan kebingungan. Karena salah satu syarat bagi sebuah keluarga
untuk mendapatkan kelengkapan dokumen keimigrasian adalah adanya bukti akta
nikah. Apabila mereka tidak mempunyai buku akta nikah, maka akan sulit untuk
mendapatkan paspor dan visa sebagai bukti izin tinggal. Tak jarang mereka
ketakutan, dan ketika tertangkap mereka akan dideportasi tanpa ampun. Akibat dari
tidak memiliki bukti izin tinggal tersebut, beberapa tahun belakangan ini ribuan TKI
dipulangkan ke Indonesia dengan kondisi menyedihkan. Mereka pulang dengan
kondisi tidak terhormat, dan tidak dihargai hak-hak asasinya.
Bertempat di kantor Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tahun 2011,
670 pasangan suami-istri yang memohon isbat nikah telah disidangkan oleh dua
majelis hakim agama. Dari 670 permohonan itu, tak semua dikabulkan untuk
disahkan perkawinannya. “Hanya 635 permohonan yang disahkan, sisanya ditunda
karena masih diperiksa kelengkapan keabsahan dokumen-dokumennya.12
Tabel 6
Faktor-Faktor penyebab Nikah Sirri yang Mengajukan Isbat nikah
No Alasan Nikah Sirri Pengadilan Agama
1 2 3
1 Fikih Sentris Makassar, Watampone, Gowa dan Takalar
2 Silariang Takalar
12http://www.badilag.net/liputan-rakernas-2011/434-berita-kegiatan/8594-hakim-agama-
layani-sidang-itsbat-di-luar-negeri-3009.html, 28 April 2012. Lihat pula Aan Hamidah, Menakar
Yuriditas Sidang Isbat nikah di Luar Negeri pada www.badilag.net.
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3 Kelalaian Imam Watampone
4 Bukan Pejabat Resmi Watampone








1 2 3 4
1 No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks Duda mati Janda mati
2 No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp Duda cerai Janda cerai
3 No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp Duda cerai perawan
4 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp Perjaka perawan
5 No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp Duda mati Janda cerai
6 No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp Jejaka perawan
7 No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp Jejaka perawan
8 No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp Duda mati perawan
9 No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp Duda mati perawan
10 No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp Jejaka perawan
11 No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp Jejaka perawan
12 No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
13 No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp Duda mati perawan
14 No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
15 No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
16 No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
17 No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
18 No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka Perawan
19 No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka Perawan
20 No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
171
1 2 3 4
21 No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
22 No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp Jejaka perawan
23 No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm. Jejaka perawan
24 No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm. Jejaka Perawan
25 No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl Jejaka Gadis
25 No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl Jejaka Gadis
27 No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl Duda mati Gadis
28 No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl Duda mati Janda mati
29 No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl Jejaka Gadis
30 No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl Duda mati Gadis
Dari Tabel 7 diketahui bahwa para pelaku nikah sirri sangat beragam, tidak
hanya antara jejaka dan gadis, namun juga antara duda mati dan janda mati serta duda
mati dan gadis. Selain itu dapat dipahami pula bahwa nikah sirri yang mengajukan
isbat nikah pada tiga pengadilan ini, bukan nikah sirri dengan alasan mempelai laki-
laki masih terikat perkawinan. Nampaknya nikah sirri yang tidak bermuatan konflik
cendrung mengajukan isbat nikah. Hal ini berbeda bila nikah sirri dengan alasan
mempelai laki-laki masih terikat perkawinan maka pernikahan sirri tersebut akan
cendrung untuk dibatalkan atau digugat cerai.
Nikah sirri yang diajukan untuk pembatalan nikah misalnya perkara No.
68/Pdt.G/2012/PA. Sgm. Berdasarkan surat gugatan perkara tersebut menjelaskan
bahwa istri sebagai penggugat I, mengajukan pembatalan nikah terhadap suami sebagai
tergugat I, istri sirri sebagai tergugat II dan Pegawai Kantor Urusan Agama sebagai
turut tergugat. Meskipun antara tergugat I dan tergugat II menikah dihadapan turut
tergugat selaku Pegawai Kantor Urusan Agama pada hari ahad tanggal 27 Maret 2011
atau 22 rabiul akhir 1432 H, sesuai kutipan akta nikah No. 50/01/III/2011, namun
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menurut penggugat selaku istri pertama yang legal, tergugat I tidak pernah dimintai izin
dan tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama yang
berwenang.13
Pembuktian di persidangan terungkap bahwa tergugat I menyembunyikan
statusnya bahwa tergugat I telah menikah dengan penggugat sehingga meskipun
pernikahan antar tergugat I dan tergugat II sudah dikuatkan dengan adanya kutipan
Akta Nikah, namun oleh karena terdapat data yang dipalsukan. Karena itulah majelis
hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II mengandung cacat
hukum karena tidak memenuhi/ melanggar ketentuan pada pasal 3 ayat (2), pasal 4,
pasal 5 ayat (1), pasal 9 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian
jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam,
mengenai prosedur beristri lebih dari seorang. Karena itulah penerbitan buku Kutipan
Akta Nikah tergugat I dan tergugat II, meskipun secara administratife telah terpenuhi,
namun oleh karena data yang disampaikan di dalamnya bertentangan dengan keadaan
yang sebenarnya, maka Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak
berkekuatan hukum.14
Dasar pertimbangan majelis karena tergugat I tidak memenuhi prosedur
beristri lebih dari seseorang, sesuai dengan asas monogami yang dianut Undang-
Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dikehendaki oleh
seseorang dan dibenarkan oleh agama yang dianutnya, maka kawin lebih dari satu
orang dapat dibenarkan sepanjang alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan
telah terpenuhi. Beristrikan lebih dari satu dapat dilaksanakan setelah lebih dahulu
mendapat izin dari Pengadilan Agama.
13Lihat Gugatan pembatalan nikah pada Perkara gugatan pembatalan nikah Pengadilan Agama
Sungguminasa No. 68/Pdt.G/2012/PA. Sgm, h. 1 dan 5.
14Lihat Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, No. 68/Pdt. P/2012/PA. Sgm., h.13-14.
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Pasal 4 dan 5 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
pasal 40-44 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang RI No. 1 Tahun 1974, disebutkan apabila seseorang yang bermaksud kawin
lebih dari satu orang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan, yaitu :
- Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
dan
- Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Alasan-alasan ini boleh bersifat alternatif, akan lebih baik lagi kalau bersifat
kumulatif. Bila melihat berkas perkara No. 68/Pdt.G/2012/PA. Sgm. Ketiga alasan ini
tidak dimiliki oleh penggugat. Di samping alasan-alasan tersebut, suami yang
bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada persetujuan dari istri atau istri-
istrinya. Persetujuan ini dapat berbentuk lisan atau tertulis, jika persetujuan itu
berbentuk lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.
Kemudian suami harus menunjukkan ada tidaknya kemampuan untuk
menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan :
- Syarat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh
bendahara tempat kerja.
- Surat keterangan pajak penghasilan.
- Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan Agama
Selanjutnya, agar tidak terjadi salah satu pihak merasa dirugikan dengan
adanya perkawinan itu, maka diperlukan jaminan  bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Pernyataan atau janji itu haru diucapkan
dalam persidangan majelis Hakim.
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Pemeriksaan permohona izin poligami oleh Pengadilan Agama dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan yang
diajukan ke pengadilan. Dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan izin lebih dari
satu orang. Pengadilan Agama memanggil dan mendengar keterangan istri atau istri-
istri yang bersangkutan. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan
bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu orang, maka pengadilan Agama
memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pegawai
pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi seorang
suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari pengadilan Agama.
Hal-hal tersebutlah tidak diwujudkan oleh tergugat I dalam perkara di Pengadilan
Agama Sungguminasa No. 68/Pdt.G/2012/PA. Sgm.
Suami nikah sirri yang digugat cerai oleh istri misalnya perkara No.
135/Pdt.G/2012/PA. Sgm. Dari surat gugat perkara tersebut dijelaskan bahwa
penggugat mengajukan cerai gugat kepada suaminya selaku tergugat karena pada
tanggal 27 februari 2012, tergugat telah menikah dengan seorang perempuan tanpa
sepengetahuan dan persetujuan penggugat serta permohonan izin ke pengadilan agama
yang berwenang. pernikahan sirri yang dilakukan tergugat, diawali dengan tergugat
suka berpacaran dengan perempuan lain dan ingin menikah lagi. Nasehat penggugat
kepada tergugat untuk berhenti berhenti pacaran, tidak digubris oleh tergugat bahkan
tergugat marah-marah. Hingga akhirnya mencapai puncaknya dengan pernikahan sirri.
Pernikahan tersebut membuat penggugat merasa sangat menderita batin dan merasa
tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat karena itu penggugat merasa bahwa
perceraianlah jalan terbaik bagi penggugat.15
15Lihat Gugatan Cerai Gugat pada Perkara gugatan cerai Pengadilan Agama Sungguminasa
No. 135/Pdt.G/2012/PA. Sgm, h. 1-2.
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Digram
Arah Potensi Konflik Nikah Sirri
Perkara pembatalan nikah pada perkara No. 68/Pdt.G/2012/PA. Sgm. dan
cerai gugat pada perkara No. 68/Pdt.G/2012/PA. Sgm., dengan alasan nikah sirri yang
terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, dilatar belakangi secara sosial politik dan
sosial ekonomi oleh pekerjaan suami. Kedudukan suami pada perkara pembatalan
Nikah Sirri
Dengan alasan tidak menganggap
penting pencatatan / fiqh Sentris
Dengan alasan mempelai laki-laki
masih terikat perkawinan./poligami liar
Ex. No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm Ex. No. 68/Pdt.G/2012/PA. Sgm.
Pembatalan NikahIsbat nikah Cerai Gugat







nikah adalah public figur dan pada perkara cerai gugat adalah direktur. Hal ini  sesuai
dengan yang dikatakan Gus Dur16 bahwa Seseorang yang memiliki kedudukan politik
yang tinggi akan mudah ditawari untuk melakukan pernikahan sirri, Gusdur ketika
menjabat sebagai ketua umum PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) sering
ditawari untuk kawin lagi dengan anak-anak yang masih muda. Bahkan dikalangan
pejabat atau mereka yang memiliki uang dan kedudukan tinggi secara sosial dan
ekonomi, hampir semuanya mempunyai istri simpanan yang muda dan cantik.
16Abdurrahman Wahid, loc.cit.
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nikah adalah public figur dan pada perkara cerai gugat adalah direktur. Hal ini
sesuai dengan yang dikatakan Gus Dur1 bahwa Seseorang yang memiliki
kedudukan politik yang tinggi akan mudah ditawari untuk melakukan pernikahan
sirri, Gusdur ketika menjabat sebagai ketua umum PBNU (Pengurus Besar
Nahdhatul Ulama) sering ditawari untuk kawin lagi dengan anak-anak yang masih
muda. Bahkan dikalangan pejabat atau mereka yang memiliki uang dan kedudukan
tinggi secara sosial dan ekonomi, hampir semuanya mempunyai istri simpanan yang
muda dan cantik.
B. Penetapan serta Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah dalam
Melegalkan Nikah Sirri melalui Isbat Nikah
Pernikahan yang tidak tercatat/nikah sirri yang tidak bermuatan konflik
memiliki keberanian untuk mengajukan isbat nikah di peradilan agama. Hal ini
mungkin disebabkan karena tidak adanya kekhawatiran akan ditolaknya permohonan
isbat nikah tersebut. Walaupun secara teoritis, pernikahan sirri masih menjadi polemik
dikalangan pakar hukum apakah diabaikannya pencatatan oleh para pelaku dapat
dimaafkan atau tidak dan  isbat nikahnya diterima atau tidak.
Pada penelitian yang penulis lakukan di lima peradilan agama di Sulawesi
Selatan minus Pengadilan Agama Maros yakni Pengadilan Agama Makassar,
Pengadilan Agama Sungguminasa, dan Pengadilan Agama Takalar, ditemukan nikah
sirri yang pernikahannya diisbatkan oleh majelis hakim pada peradilan agama tersebut.
Penulis akan menguraikan pertimbangan para majelis hakim dalam mengisbatkan
pernikahan sirri yang diajukan para pelaku nikah sirri.
1. Perkara Pengadilan Agama Makassar No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks
Pada penetapan No. 164/Pdt. P/2011/PA. Mks, majelis hakim dalam
pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya
1Abdurrahman Wahid, loc.cit.
177
bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1982 di Belopa,
Kabupaten Luwu, dinikahkan oleh imam kampung Belopa, wali nikah ayah
kandung pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi, pernikahan tersebut
telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, pernikahan pemohon telah tersebut
telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi pemohon tidak pernah
memiliki buku nikah, permohonan diajukan untuk mengurus tunjangan veteran.
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan
alat bukti  dan dua orang saksi. Majelis hakim melihat alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan
lebih lanjut. Bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang
pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun
1982 di Belopa, Kabupaten Luwu, antara pemohon I dengan pemohon II tidak
terdapat halangan untuk menikah dan sampai sekarang tidak pernah bercerai
keduanya hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, pemohon I adalah anggota
Vetran dan tidak pernah memiliki buku nikah.
Majelis hakim telah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi
bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1982 di Kampung
Belopa, Kabupaten Luwu. Keduanya tidak terdapat halangan perkawinan menurut
hukum untuk melangsungkan pernikahan. Pemohon I adalah anggota veteran
Republik Indonesia. Para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa
pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada Tahun 1982 di
Belopa Kabupaten Luwu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai
ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam.
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Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah,
sedang pemohon bermaksud untuk mengurus tunjangan veteran dan hak-hak
lainnya pada Kantor Taspen Makassar.
Berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon dipandang telah beralasan
hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan
pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1982 di Belopa
Kabupaten Luwu.
2. Pengadilan Agama Watampone
a. No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp.
Penetapan No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa kedua pemohon memohon untuk diisbatkan pernikahannya. Untuk
menentukan sahnya pernikahan, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara
syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum
materiil pernikahan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua
pemohon, ditemukan fakta bahwa keduanya benar telah menikah pada tahun
1976 di Ale Desa Sugiale Kabupaten Bone, sehingga memenuhi syarat untuk
dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.
Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana tersebut
dalam pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dan
pernikahan keduanya juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan
pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 dan 71
Kompilasi Hukum Islam.
b. No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp.
Penetapan No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan
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nikah atas perkawinannya. Pemohon telah menguatkan dalil-dalil
permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti. Berdasarkan bukti-bukti
tersebut maka ditemukan fakta bahwa pemohon telah menikah dengan seorang
perempuan pada tahun 1998 di Desa Kajao Laliddong, antara keduanya tidak
ada halangan menikah, pernikahan keduanya disaksikan dua orang saksi dengan
wali nikah saudara kandung istri pemohon serta mahar seperangkat alat shalat.
Berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan
pemohon dengan perempuan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan sesuai maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
c. No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp
Penetapan No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diisbatkan pernikahannya.
Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi
Hukum Islam, permohonan tersebut menjadi kewenangan peradilan agama.
Bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yang berdasarkan bukti-bukti
tersebut pernikahan antara pemohon dengan laki-laki tersebut yang berlangsung
pada tahun 1981 di Cabbenge memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai
pernikahan yang sah.
Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana tersebut
dalam pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dan
pernikahan keduanya juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan
pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 dan 71
Kompilasi Hukum Islam.
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d. No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp., menjelaskan dalam duduk perkaranya
bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan isbat nikah atas pernikahan
pemohon dengan lelaki yang dilaksanakan pada 7 Januari 1978 di Cimalaya,
Kabupaten Karawang. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 37 Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4)
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang
untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenya
permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah
mengajukan bukti-bukti dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta
bahwa pemohon dengan lelaki tersebut benar telah menikah pada tanggal 7
Januari 1978 yang memenuhi syarat dan rukun menurut syari’ah Islam.
Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan adalah pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e)
Kompilasi    Hukum    Islam dan     doktrin ulama dalam kitab Tuhfah Juz IV
وحﺎـﻜﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﻗﺎـﻌﻟا ﺔﻐـﻟﺎﺒﻟاراﺮــﻗا ﻞﺒﻘﻳ (”Dan diterima pengakuan nikahnya seorang
perempuan  yang aqil baliqh“).
e. No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat
disahkan. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah
mengajukan bukti-bukti. Dan berdasar dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta
bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 7 Juli 2000, dengan disaksikan dua
orang saksi, dinikahkan oleh wali hakim, dengan mahar 44 real dan antara
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keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Serta setelah menikah para
pemohon tinggal bersama dan dikaruniai tiga orang anak.
Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon
dengan dasar doktrin ulama dalam kitab fathul Mu’in IV : 253 yang berbunyi
ﻪﻃوﺮﺷو ﻪﺘﺤﺻ ﺮﻛذ ةأﺮﻣا ﻰﻠﻋ حﺎﻜﻨﺑ ىﻮﻋﺪﻟا ﻰﻓو (Dalam hal pengakuan seseorang telah
terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan
indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya) dan     doktrin ulama dalam kitab
Tuhfah Juz IV وحﺎـﻜﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﻗﺎـﻌﻟا ﺔﻐـﻟﺎﺒﻟاراﺮــﻗا ﻞﺒﻘﻳ (”Dan diterima pengakuan
nikahnya seorang perempuan  yang aqil baliqh“). dan dengan memperhatikan
ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2)
dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
f. No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya,
untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan
bukti-bukti dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa kedua
pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 1994 di
Desa Lamuru, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan
sejak menikah pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena
perkawinannya tidak tercatat karena kelalaian petugas.
Berdasarkan hal tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon
berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV dan kitab fathul Mu’in IV : 253
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI.
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g. No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 135/Pdt.P/2010/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya.
Untuk menguatkan permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-
bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa keduanya
telah menikah dan telah mempunyai lima orang anak, perkawinan keduanya
telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah
terjadi pernikahan antara keduanya pada tahun 1990. Karena itu Majelis Hakim
mengabulkan permohonannya dengan berdasar pada doktrin dalam kitab Tuhfah
Juz IV serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI.
h. No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya.
Untuk menguatkan permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-
bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa pemohon
telah menikah dengan seorang laki-laki pada bulan Maret tanggal 9 tahun 1998
di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Dengan wali
nikah ayah kandung pemohon, mahar 44 real dan disaksikan dua orang saksi.
Pernikahan pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah
terjadi pernikahan antara keduanya. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonannya dengan berdasar pada doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV serta
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memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal
4, 5, 6 dan 7 KHI.
i. No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya
guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan surat nikah. Untuk memperkuat
dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan
berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa kedua pemohon telah
menikah pada tanggal 10 Maret 1996, dengan wali hakim dan disaksikan dua
orang saksi, mahar berupa sepetak sawah dan antara keduanya tidak ada
halangan untuk menikah.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
dan kitab fathul Mu’in IV : 253 serta memperhatikan ketentuan pasal  2
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)
KHI.
j. No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp.
Penetapan No. 145/Pdt.P/2010., menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa
pemohon I pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas
pernikahannya dengan pemohon II. Untuk menguatkan permohonannya
keduanya telah mengajukan bukti-bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut,
ditemukan fakta-fakta bahwa keduanya telah menikah pada tahun 1994 di
Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, perkawinan keduanya telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan sejak menikah keduanya tidak
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pernah mendapat akta nikah karena kelalaian petugas tidak melaporkan
pernikahan keduanya di Kantor Urusan Agama.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
dan kitab fathul Mu’in IV : 253 serta memperhatikan ketentuan pasal  2
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, 6 dan 7 KHI.
k. No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 1/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa kedua pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk melengkapi
pengurusan mendapatkan bukti nikah. Untuk memperkuat dalil-dalil
permohonannya keduanya telah mengajukan bukti-bukti. Berdasarkan bukti-
bukti tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II
menikah pada tanggal 22 Oktober 1989 di Desa Massenreng Pulu, Kecamatan
sibulue, Kabupaten Bone. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung
pemohon II, dengan disaksikan dua orang saksi dan mahar 80 real. Antara
pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4,5, 6 dan 7 KHI.
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l. No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah dengan
seorang perempuan. Untuk menguatkan permohonannya pemohon telah
mengajukan bukti-bukti. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-
fakta bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Februari
1987  di Desa Mario, Kecamatan Dua Baccoe, Kabupaten Bone. Dengan wali
nikah ayah kandung pemohon II dan disaksikan dua orang saksi serta mahar
berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4,5, 6 dan 7 KHI.
m. No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas
pernikahannya dengan alasan karena data pernikahan pemohon tidak ditemukan
dalam buku register pernikahan di KUA. Untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan berdasarkan
bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa pemohon I dan pemohon II telah
melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 28
Februari 1989 di Kecamatan Sibulue. Keduanya tidak pernah bercerai hingga
sekarang.
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4,5, 6 dan 7 KHI.
n. No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa para pemohon
mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan mereka. Untuk
menguatkan dalil-dalil permohonannya, keduanya telah mengajukan bukti-
bukti. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta bahwa keduanya
telah menikah pada 5 Juni 1994 di Malaysia. Setelah menikah keduanya telah
tinggal bersama dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai tiga orang anak.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4 dan 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) KHI.
o. No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas
pernikahan keduanya. Isbat nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk
mengurus akta kelahiran anaknya dan mengurus KTP, sedangkan para pemohon
tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka tersebut. Bahwa untuk
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meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon I telah
mengajukan bukti-bukti dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta
bahwa keduanya menikah pada tanggal 19 Agustus 2001 dengan wali nikah
adalah ayah kandung pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi dan
maskawin satu petak kebun. Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk
menikah dan tidak pernah bercerai.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI.
p. No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas
pernikahannya. Bahwa isbat nikah diperlukan untuk pengurusan administrasi
haji serta pengurusan akta kelahiran anak. Demi menguatkan permohonannya
pemohon telah mengajukan bukti-bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut
ditemukan fakta bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal
25 Mei 1977 di Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi jambi. Keduanya telah
dikaruniai tujuh orang anak.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
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serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI.
q. No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan
isbat nikah atas pernikahannya. Untuk menguatkan permohonannya pemohon
telah mengajukan bukti-bukti dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan
fakta bahwa keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11
November 1977 di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
Pernikahan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sejak
menikah keduanya tidak pernah mendapat buku nikah karena kelalaian petugas
tidak melaporkan data-data pernikahannya di Kantor Urusan Agama.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
dan kitab Fathul Mu’in juz IV serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, 6 dan  7 KHI.
r. No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah atas pernikahannya. Isbat nikah
diperlukan untuk kelengkapan administrasi paspor dan akta kelahiran. Untuk
menguatkan permohonannya keduanya telah mengajukan bukti-bukti dan
berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa pemohon I dan
pemohon II menikah pada tanggal 24 November 1985. Setelah menikah
pemohon I dan pemohon II telah tinggal bersama dan tidak pernah
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bercerai. Bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar karena kelalaian
imam yang tidak mendaftarkan data-data pernikahan keduanya di kantor urusan
agama.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
dan kitab Fathul Mu’in juz IV serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 KHI.
s. No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp
Penetapan No. 149/Pdt.P/2011/Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas
pernikahannya. Isbat nikah nikah diperlukan untuk kepentingan para pemohon
sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya
tersebut. Untuk menguatkan permohonannya para pemohon telah mengajukan
bukti-bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa
keduanya menikah pada tahun 1988 dihadapan pegawai pencatat nikah namun
pernikahan para pemohon tidak terdaftar dalam buku register nikah. Dan antara
pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5, 6 dan  7 KHI.
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t. No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas
pernikahannya. Keduanya memerlukan isbat nikah untuk pengurusan
administrasi pendaftaran haji para pemohon, sedangkan para pemohon tidak
memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut. Untuk menguatkan dalil-dali
permohonannya keduanya telah mengajukan bukti-bukti. Berdasarkan bukti-
bukti tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa pemohon I dan pemohon II telah
melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 31
Januari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten
Bone.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4 dan 7 KHI.
u. No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp.
Penetapan No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp., menjelaskan dalam pertimbangannya
bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas
pernikahannya. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya keduanya telah
mengajukan bukti-bukti dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-
fakta bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada
tahun 1998 di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, setelah
menikah keduanya tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar
telah terjadi pernikahan antara keduanya yang memenuhi syarat dan rukun
perkawinan menurut syari’ah Islam. Karena itu Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pemohon dengan berdasarkan doktrin dalam kitab Tuhfah Juz IV
serta memperhatikan ketentuan pasal  2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4 dan 7 KHI.
3. Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa
a. No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm.
Pada penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa No.
11/Pdt.P/2010/PA. Sgm, majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan
bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari laki-laki Bandu
yang menikah pada tanggal 6 Juli 1981 di Limbung, Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kampung Limbung dan yang menjadi
wali nikah adalah ayah kandung pemohon, serta dua orang saksi dan mahar
berupa cincin emas seberat 10 gram.
Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon
mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi yang memberikan keterangan
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menikah
dengan laki-laki pada tahun 1981, dinikahkan oleh Imam Kampung Limbung,
dengan wali nikah ayah kandung pemohon, dua orang saksi dengan mahar
berupa cincin emas seberat 10 gram.
Berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-
saksi serta hal yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa
pemohon telah menikah dengan laki-laki di Limbung, Kecamatan Bajeng,
Kabupaten Gowa pada tanggal 6 Juli 1981, pernikahan pemohon telah
dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam. Pemohon dengan laki-laki
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tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 29 tahun
dan telah dikaruniai tiga orang anak. Antara pemohon dengan laki-laki tersebut
tidak pernah cerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 8
Maret 1981 dan selama menikah tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan
atas perkawinannya.
Bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah,
dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat
perkawinan sebagaimana ketentuan dan diantara pasangan suami istri tersebut,
tidak terdapat halangan syari’i untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana
berdasarkan ketentuan. Bahwa dalam pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta
nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa
antara pemohon dengan laki-laki tersebut tidak terdapat halangan syar’i untuk
melangsungkan perkawinan, sebab sekiranya ada halangan dimaksud tentulah
pihak-pihak yang mengetahui, baik dari pihak keluarga atau tetangga akan
mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan
pemohon dinyatakan telah terbukti.
b. Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm.
Pada penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 14/Pdt.P/2010/PA.
Sgm,  majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon
mendalilkan ia adalah suami sah dari perempuan yang menikah pada tanggal 10
Oktober 1975 di Tamallaeng, Desa Bontonompo, Kecamatan Bontonompo
Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam kampung Tamallaeng bernama Dg.
Lalang, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung perempuan tersebut,
dua orang saksi serta mahar berupa serumpun bambu dan uang sejumlah 8 real.
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon
mengajukan bukti-bukti surat-surat dan dua orang saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa
pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tahun 1975,
dinikahkan oleh Imam Kampung Tamallaeng bernama Dg. Lalang, dengan wali
nikah ayah kandung istri pemohon bernama Dg. Badduang, dua orang saksi
serta mahar berupa serumpun bambu dan uang sejumlah 28 real.
Berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-
saksi serta hal yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa
pemohon telah menikah dengan perempuan sania di Tamallaeng, Desa
Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa pada 10 Oktober
1975. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam.
Keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 35 tahun
dan telah dikaruniai dua orang anak. Dan keduanya tidak pernah bercerai
sampai sekarang dan selama menikah tidak pernah ada pihak-pihak yang
keberatan atas perkawinannya.
Bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah,
dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat
perkawinan sebagaimana ketentuan dan diantara pasangan suami istri tersebut,
tidak terdapat halangan syari’i untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana
berdasarkan ketentuan. Bahwa dalam pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta
nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa
antara pemohon dengan laki-laki tersebut tidak terdapat halangan syar’i untuk
melangsungkan perkawinan, sebab sekiranya ada halangan dimaksud tentulah
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pihak-pihak yang mengetahui, baik dari pihak keluarga atau tetangga akan
mengajukan keberata, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan
pemohon dinyatakan telah terbukti.
4. Perkara Pengadilan Agama Takalar
a. No. 4/Pdt.P/2010/PA. Tkl.
Pada penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 4/Pdt.P/2010/PA. Sgm,
majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon
mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan di
Dusun Bolo, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten
Takalar, pada Tahun 1979, dinikahkan oleh imam dusun Bolo, wali nikah
adalah ayah kandung perempuan tersebut dengan surat rela, mahar satu pohon
kelapa dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pemohon mengajukan isbat nikah
karena pemohon belum mempunyai akta nikah sebagai persyaratan untuk
kelengkapan data pemohon sebagai pegawai negeri sipil, pernikahan pemohon
diawali dengan kawin lari, namun pemohon dan termohon telah damai.
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah
menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa
pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan di Dusun
Bolo, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pada
Tahun 1979, dinikahkan oleh imam dusun Bolo, wali nikah adalah ayah
kandung perempuan tersebut dengan surat rela, mahar satu pohon kelapa dan
disaksikan oleh dua orang saksi. Antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan
dan sebelum menikah keduanya berstatus gadis dan perjaka dan keduanya tidak
pernah bercerai bahkan telah dikaruniai delapan orang anak.
Bahwa dari keterangan dua orang  saksi tersebut ternyata perkawinan
pemohon dengan perempuan tersebut terjadi pada tahun 1979 dengan demikian
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perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, perkawinan pemohon tidak mendapat buku kutipan akta
nikah sebab pernikahan pemohon terlaksana adat makassar disebut nikah
silariang, meskipun demikian pemohon telah datang kepada keluarga istri
pemohon untuk a’baji dan pihak keluarga telah menerima pemohon.
Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, isbat
nikah dapat diajukan  ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan.
Bahwa berdasarkan keteranan saksi-saksi pemohon, ternyata pula kalau
perkawinan pemohon dengan perempuan tersebut telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan. Demikian pula dalam adat Makassar apabila seseorang yang
telah melakukan pernikahan secara silariang lalu datang a’baji, maka
pernikahan pemohon telah diterima baik secara adat dan juga oleh pihak
keluarga.
Bahwa di persidangan istri pemohon telah memberikan pengakuan kalau
benar telah menikah dengan pemohon pada tahun 1979 di Dusun Bolo,
dinikahkan oleh imam Dusun Bolo, wali nikah ayah pemohon dengan surat rela,
mahar satu pohon kelapa dan disaksikan dua orang saksi. Berdasar hal itu,
menurut pendapat para ahli fikih yang tertuang dalam kitab Tuhfah IV h. 133,
yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim
Artinya : diterima pengakuan nikahnya seorang perempuang yang akil balig
Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk
memperoleh penetapan pengesahan nikah yang akan dipergunakan sebagai
kelengkapan data kepegawaian pemohon sebagai pegawai negeri sipil,
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berdasarkan pertimbangan di muka hal mana perkawinan pemohon telah
memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan demi untuk kemanfaatan baik diri
pemohon maupun keluarga pemohon maka permohonan pemohon dapat
dipertimbangkan.
b. No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl.
Pada penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl,
majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon
mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan pada
tanggal 30 November 1988, bertempat di Pabbentengan, Kecamatan
Panranuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
Dinikahkan oleh Imam Kelurahan Panranuangku, wali nikah adalah saudara
kandung perempuan tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta
mahar nikah berupa satu pohon kelapa.
Dalam pernikahan pemohon dan perempuan tersebut tidak terdapat
hubungan sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta tidak
ada keberatan, namun sejak menikah pemohon tidak memiliki buku Kutipan
Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga
pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan
kelengkapan CPNS pemohon.
Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah
mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah
dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan
yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.
Pada pokoknya saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa kedua saksi hadir dan
melihat langsung peristiwa pernikahan antara pemohon dengan seorang wanita
pada tanggal 30 November 1988, bertempat di Pabbentengan, Kecamatan
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Panranuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
Dinikahkan oleh Imam Kelurahan Panranuangku, wali nikah adalah saudara
kandung perempuan tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta
mahar nikah berupa satu pohon kelapa. Pada waktu menikah pemohon berstatus
jejaka, sedangkan perempuan tersebut berstatus gadis dan diantara keduanya
tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan pernikahan
serta tidak pernah bercerai.
Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan kesaksian saksi-saksi
ditemukan fakta bahwa pada tanggal 30 November 1988, bertempat di
Pabbentengan, Kecamatan Panranuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara,
Kabupaten Takalar. Telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan
perempuan tersebut yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Panranuangku, wali
nikah adalah saudara kandung perempuan tersebut dengan disaksikan oleh dua
orang saksi serta mahar nikah berupa satu pohon kelapa. Dalam pernikahan
keduanya tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan serta tidak ada
keberatan dari pihak manapun juga. Setelah pernikahan keduanya hidup rukun
sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak serta keduanya tidak
pernah bercerai sampai sekarang.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis mempertimbangkan bahwa
ketika perkawinan berlangsung pemohon berstatus sebagai jejaka, sedangkan
perempuan tersebut berstatus sebagai gadis dan tidak ada hubungan sesusuan
atau hubungan lain yang dilarang oleh syari’at Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain.
Bahwa pernikahan antara pemohon dengan perempuan tersebut telah
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau
syarat sahnya pernikahan serta tidak terdapat halagan atau larangan pernikahan,
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sehingga pernikahan pemohon dengan perempuan tersebut telah memenuhi
ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam.
Bahwa meskipun pernikahan antara pemohon dengan perempuan tersebut
tidak tercatat, namun pernikahan tersebut telah dilakukan menurut hukum Islam
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada halangan /
larangan perkawinan menurut Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 ,
sehingga permohonan pengesahan nikah pemohon telah sesuai dengan
ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan pemohonan
pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum, yaitu untuk memenuhi
kelengkapan syarat administrasi berkas CPNS pemohon, guna mendapatkan
gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya dari pemohon beserta istri dan anaknya.
c. Perkara Pengadilan Agama Takalar No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl.
Pada penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl,
majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon
mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan pada
tanggal 27 Agustus 1991 menurut tata cara agama Islam.
Bahwa pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah
mengajukan alat-alat bukti tertulis dan mengajukan dua orang saksi yang pada
pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat
peristiwa pernikahan antara pemohon dengan seorang perempuan yang terjadi
pada tanggal 27 Agustus 1991 di Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kecamatan
Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan wali nikah kakak kandung
perempuan tersebut karena ayah kandungnya sudah pikun, disaksikan dua orang
saksi dan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Pernikahan antara keduanya tidak terdapat larangan atau halangan pernikahan
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serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga. Keduanya telah hidup rukun
sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak serta keduanya tidak pernah
bercerai hingga sekarang.
Bahwa pernikahan antara pemohon dengan perempuan tersebut telah
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau
sayara sahnya pernikahan serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan
pernikaha, sehingga pernikahan pemohon dengan perempuan tersebut telah
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
Bahwa meskipun pernikahan pemohon dengan perempuan tersebut terjadi
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pemohon
dipandang sebagai telah mempunyai kepentingan hukum dan permohonan
pengesahan nikah pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai degan
ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan
pemohon tersebut dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelengkapan
administrasi berkas vetran pemohon guna mendapatkan tunjangan keluarga
Vetran Republik Indonedia dan lain-lain yang menjadi hak pemohon.
d. Perkara Pengadilan Agama Takalar No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl.
Pada penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl,
majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon I dan
pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama
Islam, di Dusun Kalappo, Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang,
kabupaten Takalar, pada tanggal 25 Agustus, dinikahkan oleh Imam desa
Mangadu, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II karena
ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut
disaksikan dua orang dan mahar berupa cincin emas satu gram. Keduanya
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mengajukan isbat nikah karena belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah
sebagai persyaratan untuk mengurus dan mendapatkan SK pemberian tunjangan
veteran dan lain-lain yang menjadi hak para pemohon.
Bahwa kedua pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan
dalil permohonannya. Sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa :
- Pemohon I dan pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam, di Dusun Kalappo, Desa Mangadu, Kecamatan
Mangarabombang, kabupaten Takalar, pada tanggal 25 Agustus, dinikahkan
oleh Imam desa Mangadu, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung
pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.
Pernikahan tersebut disaksikan dua orang dan mahar berupa cincin emas
satu gram
- ketika menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus
janda mati dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab
dan sesusuan, tidak ada yang keberatan, serta tidak melanggar ketentuan
hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun
belum dikaruniai anak.
Bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat
perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut di
atas pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan.
Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung pemohon II
karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, hal ini telah sejalan
dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah dan pasal 24, 25
dan 26 Kompilasi Hukum Islam tentang saksi nikah.
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Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohonII dipimpin/dinikahkan oleh
Imam Desa Mangadu, imam adalah orang yang mempunyai otoritas dalam
agama/hukum perkawinan, apalagi pemohon I dan pemohon II hidup di wilayah
Makassar yang mayoritas muslim taat menjalankan syari’at agama Islam,
sehingga majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkawinan pemohon I dan
pemohon II ada ijab kabul.
Bahwa dalam pernikahan pemohon I dan pemohon terdapat mahar yang
diberikan pemohon I kepada pemohon II yaitu berupa cincin emas satu gram,
sehingga pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi pasal
30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar
kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati
oleh kedua belah pihak.
Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan
perkawinan, karena pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan
sesusuan, tidak ada larangan perkawinan baik menurut perundang-undangan
maupun menurut hukum Islam, sehingga pernikahan pemohon I dan pemohon II
tidak melanggar larangan kawin pada pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum
Islam.
Bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum,
adapun tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah sebagai
persyaratan untuk mendapatkn SK pemberian tunjangan veteran dan lain-lain
yang menjadi hak kedua pemohon. Majelis hakim memandang bahwa tujuan
permohonan tersebut tidak melanggar hukum.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan pemohon I dan pemohon II telah terbukti kebenarannya, sesuai
dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e)  Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1)
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI. No. 50 Tahun 2009.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka,maka permohonan
pemohon I dan pemohon II telah sesuai pula dengan keterangan dari kitab
I’anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi :
لﺪﻋ ىﺪﻫﺎﺷ و ﱃو ﻮﳓ ﻦﻣ ﻪﻃوﺮﺷو ﻪﺘﺤﺻ ﺮﻛذ ةأﺮﻣا ﻰﻠﻋ حﺎﻜﻨﺑ ىﻮﻋﺪﻟا ﰱو
Artinya : “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan
syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.
e. Perkara Pengadilan Agama Takalar No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl.
Pada penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl,
majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon mendalilkan
telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pada tanggal 1
November 1984 di Bonto Baddo, lingkungan Pangembang, kelurahan
Panranuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan
oleh Imam lingkungan Pengembang, dengan wali nikah ayah kandung pemohon
yang disaksikan dua orang saksi serta mahar berupa tanah perumahan seluas 3 are.
Pernikahan keduanya tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan dan laki-
laki tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2010 karena sakit.
Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah
mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan pada  pokoknya bahwa
pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pada tanggal 1
November 1984 di Bonto Baddo, lingkungan Pangembang, kelurahan
Panranuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan
oleh Imam lingkungan Pengembang, dengan wali nikah ayah kandung pemohon
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yang disaksikan dua orang saksi serta mahar berupa tanah perumahan seluas 3 are.
Pada waktu menikah pemohon berstatus gadis sedangkan laki-laki tersebut berstatu
perjaka, diantara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan
pernikahan dan telah dikaruniai tiga orang anak, serta tidak pernah bercerai hingga
laki-laki tersebut meninggal dunia.
Berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta
bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pada
tanggal 1 November 1984 di Bonto Baddo, lingkungan Pangembang, kelurahan
Panranuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan
oleh Imam lingkungan Pengembang, dengan wali nikah ayah kandung pemohon
yang disaksikan dua orang saksi serta mahar berupa tanah perumahan seluas 3 are.
Pernikahan keduanya tidak terdapat larangan perkawinan serta tidak ada keberatan
dari pihak manapun juga. Keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai hingga
tanggal 6 November 2010 karena laki-laki tersebut meninggal dunia.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim
mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung pemohon
berstatus gadis, sedangkan laki-laki sebagai perjaka dan tidak ada hubungan
sesususan atau hubungan lain yang dilarang syari’at Islam dan peraturang
perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain.
Bahwa pernikahan keduanya telah dilaksanakan menurut tata cara agama
Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, serta tidak terdapat
adanya halangan atau larangan perkawinan, sehingga pernikahan pemohon dengan
laki-laki tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI.
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
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Bahwa meskipun keduanya menikah setelah adanya undang-undang
perkawinan namun tidak terdapat adanya halangan pernikahan maka permohonan
pengesahan nikah pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan
ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat
nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974, maka permohonan isbat nikah pemohon
dapat dipertimbangkan.
f. Perkara Pengadilan Agama Takalar No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl.
Pada penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 42/Pdt.P/2011/PA. Sgm,
majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pemohon mendalilkan
telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pada tanggal 24
November 1999, di Lingkungan Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, dinikahkan oleh imam kelurahan
Palleko dengan wali nikah ayah kandung pemohon, disaksikan dua orang saksi serta
mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai. Dalam pernikahan pemohon dan
pernikahan tersebut tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan. Laki-laki
tersebut meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2010 karena sakit.
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan
bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang memberikan keterangan pada
pokoknya bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-
laki pada tanggal 24 November 1999, di Lingkungan Palleko II, Kelurahan Palleko,
Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, dinikahkan oleh imam
kelurahan Palleko dengan wali nikah ayah kandung pemohon, disaksikan dua orang
saksi serta mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai. Pada waktu menikah
pemohon berstatus gadis sedangkan laki-laki berstatus duda mati, dan antara
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keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan
pernikahan dan belum dikaruniai anak, serta tidak pernah bercerai hingga laki-lai
tersebut meninggal dunia.
Berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta
bahwa pada tanggal 24 November 1999, di Lingkungan Palleko II, Kelurahan
Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar telah terjadi
pernikahan antara pemohon dengan laki-laki tersebut yang dinikahkan oleh imam
kelurahan Palleko dengan wali nikah ayah kandung pemohon, disaksikan dua orang
saksi serta mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai. Perkawinan keduanya
tidak ada larangan perkawinan serta tidak ada yang keberatan. Keduanya hidup
rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak. Hingga tanggal 27 Juli
2010 laki-laki tersebut meninggal dunia dimana keduanya tidak pernah bercerai.
Bahwa karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena
perkawinan keduanya tidak ada larangan serta telah dilaksanakan menurut tata cara
agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga
pernikahan pemohon dengan laki-laki tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2
ayat (1) undang-undang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
Bahwa meskipun pernikahan keduanya terjadi pada tanggal 24 Nopember
1999 setelah adanya undang-undang perkawinan, namun tidak terdapat adanya
halangan perkawinan maka permohonan pengesahan nikah pemohon dapat
dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan pasal  7 ayat (2) dan (3) huruf
(e) Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama
berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974, maka
permohonan isbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan. Penetapan ini bertujuan
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dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan pengalihan pensiun menjadi
pensiun janda pada kantor TASPEN.
Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah terhadap
nikah sirri, majelis hakim melakukan :
a. Mengkonstatir yakni membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan
para pelaku nikah sirri dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah,
menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita
Acara Persidangan.
b. Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu
termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi
peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam
pertimbangan hukum.
c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam
amar putusan.2
Dari uraian pertimbangan-pertimbangan para majelis hakim yang melegalkan
pernikahan sirri pada perkara di Pengadilan Agama Makassar, Watampone,
Sungguminasa dan takalar, kesemuanya mengenyampingkan Pasal 49 ayat (2) item
(22 ) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) yakni isbat
nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan
yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974. Hal ini dapat
dipahami dari diterimanya permohonan isbat nikah para pemohon padahal
pernikahannya setelah keluarnya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan (lihat tabel 4 : tanggal perkawinan).
Majelis Hakim pada perkara-perkara tersebut di atas, berpendapat oleh karena
kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak
2Mukti Arto, op.cit., h. 32.
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pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan
ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena
sebab lain, sedangkan pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang
Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan
Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status
perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah ;
Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk
mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan
menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai
kekuatan hukum, oleh karena itu pernikahan sirri harus dicarikan solusinya agar tidak
menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum.
Mengamati pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan
Agama Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar, terdapat beberapa
pertimbangan permohonan isbat nikah terhadap nikah sirri, dikabulkan. Yakni :
1. Maslahat
Pengenyampingan Pasal 49 ayat (2) item (22 ) Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasar pada
kemaslahatan yang ingin diwujudkan pada para pemohon nikah sirri yang bertujuan
agar pernikahannya dilegalkan. Isbat nikah terhadap pernikahan sirri, untuk
memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kemaslahatan agama karena dengan Isbat nikah, misalnya : para pelaku nikah
sirri akan mudah melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah
haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemaslahatan jiwa karena dengan
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isbat nikah, misalnya : para pelaku nikah sirri akan mendapatkan status sebagai istri
sah sehingga PT. TASPEN dapat memberikan hak-hak sebagai istri sah bila
suaminya yang semasa hidupnya adalah seorang PNS. Kemaslahatan akal karena
dengan isbat nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah sirri akan mendapatkan
akta kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk
mengikuti pendidikan formal. Kemaslahatan keturunan karena dengan isbat nikah,
misalnya; anak yang lahir dari pernikahan sirri akan mendapatkan pengakuan
hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. Kemaslahatan harta karena dengan isbat
nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan sirri akan saling mewarisi.
Pengabulan Permohonan isbat nikah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan
Agama Makassar, Pengadilan Agama Watampone, Pengadilan Agama
Sungguminasa, dan Pengadilan Agama Takalar, pada pokoknya bertujuan agar
pernikahan yang awalnya tidak tercatat dapat dicatatkan dalam buku register nikah
pada Kantor Urusan Agama sehingga kemaslahatan yang dikandung terhadap isbat
nikah yang mencakup kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat
terpenuhi pada pernikahan sirri.
Permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri yang murni mengajukan
untuk pencatatan pernikahan, penulis temukan di Pengadilan Agama Watampone
sebanyak enam perkara, yakni : No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No.
135/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 140/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 1/Pdt.P/2011/PA.
Wtp., No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp. dan No. 149/Pdt.P/2011/PA. Wtp. Adapun yang
lain sebanyak dua puluh empat perkara, selain dimotivasi tujuan tersebut, para
pemohon memiliki motif lain.
Selain  dasar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone,
Sungguminasa dan Takalar mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap
pernikahan sirri agar pernikahan tersebut dapat tercatat di Kantor Urusan Agama,
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dasar yang lain adalah sebagai kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan
vetran, janda, CPNS dan PNS. Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat
nikah terhadap pernikahan sirri dengan dasar kemaslahatan jiwa untuk
mendapatkan tunjangan vetran, janda, CPNS dan PNS, sebanyak (14) empat belas
perkara.
Pengabulan permohonan isbat nikah tentu akan meningkatkan kekuatan
finansial yang lazimnya akan dibarengi kehidupan lebih sejahtera oleh para
pemohon karena adanya jaminan ekonomis dari pemerintah, bila kelengkapan
administrasi pernikahan telah terwujud. Para pemohon akan mendapatkan
penghasilan sebagai Vetran, Janda Vetran, CPNS dan PNS.
Tabel 7
Pekerjaan Para Pemohon Sebelum Dan kemungkinan Setelah Diisbatkan
No. Nomor Perkara
Sebelum diisbatkan Setelah diisbatkan
Suami Istri Suami Istri
1 2 3 4 5 6
1 No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks Petani Tidak ada Vetran
2 No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp Satpol PP Tidak ada Pensiunan
3 No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp Honorer Tidak ada CPNS
4 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp Pensiunan Tidak ada Janda pensiunan
5 No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp Vetran Tidak ada Janda Vetran
6 No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp Purnawirawan Tidak ada Janda Purnawir.
7 No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm PNS Tidak ada Janda PNS
8 No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm Petani Tidak ada Vetran
9 No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl CPNS Tidak ada PNS
10 No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl Honorer Tidak ada PNS
11 No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl Tidak ada Tidak ada Vetran
12 No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl Tidak ada Tidak ada Vetran
13 No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl Vetran Tidak ada Janda Vetran
14 No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl Pensiunan Tidak ada Janda Pensiunan
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Dari tabel “pekerjaan para pemohon sebelum dan  kemungkinan setelah
diisbatkan”, tampak bahwa para pemohon akan terancam jiwanya bila isbat
nikahnya tidak diterima oleh Majelis Hakim. Para pemohon perkara No.
31/Pdt.P/2009/PA. Wtp., No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 138/Pdt.P/2010/PA.
Wtp., No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm, No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl dan No.
42/Pdt.P/2011/PA. Tkl, suami mereka sebagai tulang punggung keluarga telah
meninggal, bila permohonan isbat nikah para pemohon ditolak, Kantor TASPEN
tidak akan mengakui bahwa mereka adalah istri sah dari suaminya yang telah
meninggal dan tentunya mereka tidak akan mendapatkan dana dari negara.
Di sisi lain pemohon pada perkara dimana suaminya telah meninggal dunia,
sudah berada dalam usia yang tidak produktif (lihat tabel 8). Kesemuanya dalam
usia yang susah mencari pekerjaan, terlebih pemohon pada perkara No.
120/Pdt.P/2010/PA. Wtp hanya berpendidikan SD dan No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl
hanya berpendidikan SLTA dan meskipun pada pemohon pada perkara No.
42/Pdt.P/2011/PA. Tkl baru berumur 39 tahun, namun tidak berpendidikan,
sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan.
Tabel 8
Usia para pemohon dan tanggal meninggal suami
No. Nomor Perkara Umur Pemohon Tgl. meninggal suami
1 2 3 4
1 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp 61 tahun 10 September 2008
2 No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp 68 tahun 31 Agustus 2010
3 No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp 60 tahun 23 Juni 2010
4 No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm 51 tahun 8 Maret 2009
5 No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl 59 tahun 6 November 2010
6 No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl 39 tahun 27 Juli 2010
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Sehingga perwujudan kemaslahatan akan permohonan para pemohon dalam
pengesahan nikah dalam perkara No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp., No.
120/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 11/Pdt.P/2010/PA.
Sgm., No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl., No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl., telah sampai
kepada maslahat daruriah yakni kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya
kehidupan asasi para pemohon yang berkaitan dengan persoalan jiwa.
Adapun pemohon pada perkara No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl, dan pemohon
pada perkara No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl. memang awalnya tidak memiliki
pekerjaan, sehingga sangat mengharapkan isbat nikah untuk mendapatkan
penghasilan terlebih pemohon pada perkara No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl. telah
berumur 72 tahun dan hanya berpendidikan terakhir SR serta pemohon pada
perkara No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl telah berumur 80 tahun. Walaupun dalam data
yang tercantum dalam surat gugatan dan penetapan,  kedua pemohon tidak memiliki
pekerjaaan, namun kuat dugaan keduanya memiliki penghasilan. Karena tidak
mungkin keduanya bisa hidup hingga 70 tahun dan 80 tahun bila tidak memiliki
sumber penghasilan.
Sedangkan pemohon pada perkara No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl., No.
54/Pdt.P/2010/PA. Tkl. dan No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp., ketiganya membutuhkan
pengesahan nikah sehingga dapat diangkat menjadi PNS. Demikian pula perkara
No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks dan perkara No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm yang telah
bekerja sebagai petani, membutuhkan isbat nikah sebagai tambahan penghasilan.
Dan pemohon pada perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp., membutuhkan
pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pensiunan.
Sehingga kemaslahatan yang ingin diwujudkan pada perkara No.
83/Pdt.P/2010/PA. Tkl., No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl., No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl.,
No. 54/Pdt.P/2010/PA., Tkl., No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp., No. 164/Pdt.P/2011/PA.
212
Mks No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm., No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp. hanya sampai
kepada maslahat hajiah yakni kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan
kesusahan yang dihadapi. Bila permohonan isbat nikah para pemohon ditolak
kemaslahatan tidak terwujud tidak sampai mengancam dan kerusakan, tetapi hanya
akan menimbulkan kesulitan.
Tabel 9
Maslahat diterimanya permohonan isbat nikah terkait dengan pekerjaan
No Nomor Perkara Maslahat Jiwa Pertimbangan Utama
1 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp. Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
2 No. 120/Pdt.P/2010/PA. Wtp. Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
3 No. 138/Pdt.P/2010/PA. Wtp. Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
4 No. 11/Pdt.P/2010/PA. Sgm Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
5 No. 37/Pdt.P/2011/PA. Tkl Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
6 No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga
7 No. 164/Pdt.P/2011/PA. Mks. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
8 No. 15/Pdt.P/2009/PA. Wtp. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
9 No. 18/Pdt.P/2009/PA. Wtp. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
10 No. 14/Pdt.P/2010/PA. Sgm. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
11 No. 4/Pdt.P/2009/PA. Tkl. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
12 No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
13 No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
14 No. 14/Pdt.P/2011/PA. Tkl. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
Dasar berikutnya yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam
mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan agama. Perkara No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No.
3/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 128/Pdt.P/2010/PA.
Wtp., dan No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp., mengajukan permohonan isbat nikah
terhadap pernikahan sirrinya agar dapat melaksanakan ibadah haji secara bersama-
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sama dengan pasangannya. Ibadah haji yang sangat membutuhkan fisik yang kuat
dapat dipenuhi dengan kehadiran pasangan sah yakni suami.
Ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang terakhir yang harus ditegakkan
berdasar firman Allah dan hadis. Q. S. Ali-Imran/3:97 ,
...         ...
Terjemahnya :
... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi)
orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah ...3
 ْﻦَﻋ ِﻦْﺑا َﺮَﻤُﻋ َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟاﺎَﻤُﻬْـﻨَﻋ َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َِﲏُﺑ ُمَﻼْﺳ ِْﻹاﻰَﻠَﻋ ٍﺲَْﲬ ِةَدﺎَﻬَﺷ ْنَأ َﻻ َﻪَِﻟإ ﱠﻻِإ ُﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأَواًﺪ ﱠﻤَُﳏ
 ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا ِمَﺎﻗِإَو ِةَﻼﱠﺼﻟا ِءﺎَﺘﻳِإَو ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا ﱢﺞَْﳊاَو ِمْﻮَﺻَو َنﺎَﻀَﻣَر4
Artinya :
Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada Tuhan selain Allah
dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan
zakat, haji dan puasa Ramadlan".
Oleh karena itu pengabulan permohonan isbat nikah dengan motif untuk
melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam hal agama,
mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan isbat nikah akan merusak tegaknya
agama karena pelaku nikah sirri tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara
bersama-sama.
Dasar selanjutnya yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam
pertimbangan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.
Perkara No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No.
135/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 131/Pdt.P/2011/PA.
Wtp., dan No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp., mengajukan permohonan isbat nikah
3Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 62.
4Al-Bukha>ri, op.cit., h. 5634
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terhadap pernikahan sirrinya dengan tujuan agar anak-anaknya dapat mendapatkan
akta kelahiran.
Akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak-anak para pelaku nikah
sirri untuk dapat mengikuti pendidikan formal sehingga dapat menjadi anak yang
cerdas, berakhlak mulia dan kelak dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara.
Selain hal-hal tersebut akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan hukum bahwa
anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari pernikahan tersebut sehingga otomatis
anak dari pernikahan sirri akan dapat menjadi ahli waris yang sah.
Karena itu pengabulan permohonan isbat nikah dengan tujuan agar dapat
mendapatkan akta kelahiran untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam
kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta, mutlak
ditegakkan. Penolakan permohonan isbat nikah akan merusak akal anak-anak
pelaku nikah sirri sehingga dapat menjadi bodoh dan buta huruf, serta akan
menghilangkan pengakuan hukum anak-anak pelaku nikah sirri sebagai anak sah
sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris yang sah.
Dasar lain yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangan
permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan  hajiah dalam kemaslahatan harta. Perkara No. 135/Pdt.P/2011/PA.
Wtp., dan No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp., mengajukan permohonan isbat nikah
terhadap pernikahan sirrinya dengan tujuan sebagai kelengkapan berkas dokumen
keimigasian. Pemenuhan isbat nikah dalam dua perkara ini akam memudahkan bagi
kedua pemohon untuk bekerja diluar negri.
215
Tabel 10
Maslahat  Agama, akal, keturunan dan harta dalam isbat nikah terhadap Nikah sirri
No Nomor Perkara Maslahat Pertimbangan
1 2 3 4 5
1 No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp Daruri agama Ibadah Haji
2 No. 3/Pdt.P/2011/PA. Wtp Daruri agama Ibadah Haji
3 No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp Daruri agama Ibadah Haji
4 No. 128/Pdt.P/2010/PA. Wtp Daruri Agama, akal, keturunan dan harta Ibadah haji dan akta lahir
5 No. 128/Pdt.P/2011/PA. Wtp Daruri Agama, akal, keturunan dan harta Ibadah haji dan akta lahir
6 No. 135/Pdt.P/2011/PA. Wtp Hajiah Harta, akal, keturunan dan harta Dok. kemigrasian/akta lahir
7 No. 97/Pdt.P/2011/PA. Wtp Hajiah harta Dok.keimgrasian
8 No. 127/Pdt.P/2011/PA. Wtp Daruri Akal, keturunan dan harta Akta kelahiran anak
9 No. 131/Pdt.P/2011/PA. Wtp Daruri Akal, keturunan dan harta Akta kelahiran anak
10 No. 157/Pdt.P/2011/PA. Wtp Daruri Akal, keturunan dan harta Akta kelahiran anak
Maslahat menjadi pegangan bagi majelis hakim berdasarkan Q.S al-anbiya/21:107,
         
Terjemahnya :
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.5
Berdasarkan hadis Rasulullah saw :
 ْﻦَﻋ َةَدﺎَﺒُﻋ ِﻦْﺑ ِﺖِﻣﺎﱠﺼﻟا ﱠَنأ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَوﻰَﻀَﻗ ْنَأ َﻻ َرَﺮَﺿ َﻻَو َرَاﺮِﺿ6
Artinya :
Dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan
madlarat.":
Selain ayat dan hadis tersebut, majelis hakim juga merujuk pada perbuatan sahabat
seperti umar bin khattab tidak memberi bagian zakat kepada para mu’allaf, karena
menurut umar, kemaslahatan orang banyak menuntuk untuk hal itu. Abu bakar
5Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 322.
6Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwiniy, Sunan Ibn Majah, Juz.I, (Beirut:
Dar al-Fikr, 2008), h. 2331.
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mengumpulkan al-qur’an atas saran Umar bin Khattab sebagai salah satu
kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur’an dan menuliskan al-Qur’an pada satu
logat bahasa di zaman usman bin affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan
bacaan al-Qur’an itu sendiri.
Berdasarkan kaidah fikih
a.  ِنﺎَﻜْﻣ ِْﻹا ِرْﺪَﻘِﺑ ُﻊَﻓُْﺪﻳ ُرَﺮﱠﻀﻟا (Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat
mungkin”).
b.  ِﺢِﻟﺎَﺼَﻤْﻟا ِﺐْﻠَﺟ ﻰَﻠَﻋ ٌم ﱠﺪَﻘُﻣ ِﺪِﺳﺎَﻔَﻤْﻟا ُءْرَد (Menghindarkan mafsadat didahulukan atas
mendatangkan maslahat).
c.  َﻤُﻬُﻤَﻈَْﻋأ َﻲِﻋْوُر ِنَارَﺮَﺿ َْوأ ِنَﺎﺗَﺪَﺴْﻔَﻣ ْﺖَﺿَرﺎَﻌَـﺗ اَذِإﺎَﻤِﻬﱢﻔَﺧَأ ِبﺎَﻜِﺗْرِﺎﺑ ًارَﺮَﺿ ﺎ (Apabila terdapat dua kerusakan
atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih
besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih
kecil).
d.  ﻰَﻠَﻋ ِمﺎَﻣِﻹْا ُفﱡﺮَﺼَﺗ ِﺔَﺤَﻠَﺼَﻤْﻟِﺎﺑ ٌطْﻮُـﻨَﻣ ِﺔﱠﻴِﻋﱠﺮﻟا (Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya
didasarkan pada kemaslahatan).
2. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
Pengesahan nikah terhadap pernikahan sirri yang diajukan pada peradilan
agama, pada umumnya berdasar pada pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf (e)
Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Majelis Hakim
melakukan pembuktian apakah perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku nikah
sirri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut pasal 8,9 dan 10 Undang-
Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan larangan perkawinan pada
Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
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Majelis Hakim nampaknya tidak melihat huruf-huruf pada ayat (3) pasal 7
Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu kesatuan, bahkan nampaknya dari
pertimbangan-pertimbangan perkara tersebut, huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi
Hukum Islam, yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tidak dijadikan sebagai pintu
masuk untuk melegalkan pernikahan sirri. Yang dijadikan sebagai dasar legalitas
adalah huruf (e) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa
isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Bahkan terdapat dari pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan
pendapatnya pada ayat 2 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa
dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan
isbat nikahnya ke Pengadilan Agama tanpa melihat pada ayat 3 pasal 7 Kompilasi
Hukum Islam.
Selain itu, Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifsir pernikahan para
pelaku nikah sirri, apakah pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan. Apakah pada pernikahan yang telah mereka lakukan, terdapat calon
mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, mahar
serta ijab dan kabul. Serta kesemuanya itu telah terpenuhi syarat-syaratnya
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam.
3. Pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan.
Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone,
Sungguminasa dan takalar  yang mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap
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pernikahan sirri, tidak melihat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI. No.
1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai suatu kesatuan. Mereka mendasarkan
pertimbangannya hanya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di
kesampingkan.
Majelis Hakim yang hanya berdasar pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI.
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis
formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI.
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan
tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi
sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Serta tidak dikategorikan sebagai nikah
fasid.7 Pendapat ini diamini oleh :
a. Bagir manan : pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk
dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. UU
No 1/1974 menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar
melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat
perkawinan. Hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum yang
dibenarkan menurut hukum. Hal ini menjadi sumber kegaduhan mengenai
perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat atau kerana tidak dipenuhi berbagai
syarat lain. Karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat
hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah. Dalam
7Abdul Manan, Aneka, op.cit., h. 49
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kaitannya dengan pencatatan perkawinan, pencatatan bukan syarat perkawinan.
Pencatatan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order).
Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatat
kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa
penting, bukan peristiwa hukum, ungkapnya. Bukan pencatatan kelahiran yang
menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan
sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan. Bagir Manan
menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat
hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-
larangan yang ditentukan dalam UU 1/1974, melainkan oleh syarat-syarat
agama (agama Islam).
b. Muchsin : ketentuan pencatatan perkawinan tidak sederajat dengan ketentuan
hukum keabsahan perkawinan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya
juga berbeda.
c. Mahfud MD : perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan
berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.
Pelaksanaan ajaran agama oleh pemeluknya menjadi kewajiban Negara untuk
memproteksinya. Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama
tertentu, tetapi Negara wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi
mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.8
Penegakan hukum mengenai wajibnya pencatatan perkawinan nampaknya sangat
dipengaruhi oleh syistem hukum yakni struktur hukum, subtansi hukum dan budaya
hukum. Bila ketiga elemen sistem hukum tersebut, sama-sama positif maka




hasilnya akan negatif. Dalam pencatatan perkawinan, struktur hukum telah
terpenuhi dengan adanya Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, Subtansi
hukumpun telah terpenuhi dengan adanya undang-undang perkawinan, namun
karena budaya masyarakat masih fikih sentris maka pencatatan perkawinan masih
sulit untuk diwujudkan karena itu isbat nikah masih sangat diperlukan.
4. Pendekatan Qauli
Pendekatan qauli9 merupakan metode penemuan hukum dengan mendasarkan
pertimbangan putusan berdasarkan pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab
fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah). Pendekatan Qauli dilakukan karena
jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka, pendapat
tersebut dipilih dengan dasar masih sesuai dengan kasus yang dihadapi. Namun jika
pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat
sulit untuk dilaksanakan, atau karena alasan hukumnya (‘illah) berubah. Dalam
kondisi seperti ini, majelis hakim melakukan telaah ulang, sebagaimana yang
dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu majelis hakim tidak terpaku terhadap
pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak
memadai lagi untuk didijadikan pedoman.
Pertimbangan para majelis hakim pada Pengadilan Agama Makassar, Watampone,
Sungguminasa dan Takalar yang tertuang dalam penetapan-penetapan isbat nikah
mendasarkan pertimbangannya pada pendapat ahli hukum Islam yang terdapat
dalam :
9Metode Qauli juga dilakukan oleh Nahdatul ulama melalui lembaga fatwanya yang bernama
Bahsul masail. Lajnah Bahtstul Masail menggunakan metode Qouli>y, ilha>qi>y dan manha>ji>. Serta juga
digunakan MUI melalui komisi fatwanya, dalam proses penetapan fatwanya melalui tiga pendekatan
yakni Nash Qathi’, Qauli dan Manha>ji. Namun demikian metode Qauli juga ditemukan dalam
penetapan-penetapan yang melegalkan pernikahan sirri. http://www.nu.or.id/page.php? Lang = id &
menu = news view&news_id=15996, 12 Desember 2012 dan http://www.mui.or.id/index.php? Option =
com_content&view=article&id=105:bagaimana-metode-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47: materi
konsultasi   & Itemid =66, 12 Desember 2012.
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a. Kitab Bughyatul Mustarsyidin:
  تﺪـﻬﺷ ذ ﺈـﻓﺎـﻬـﻟﻰـﻠـﻋ  ﺔـﻨﻴـﺑث ر ﻹاو  ﺔﻴـﺟوﺰـﻟا ﺖـﺘﺒــﺛ  ىﻮـﻋﺪـﻟا ﻖـﻓو
Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang
perempuan yang sesuai dengan dakwaan/pengakuannya, maka tetaplah
hukum atas pernikahannya”.
b. Kitab I’anatut Thalibin juz IV :
لﺪﻋ ىﺪﻫﺎﺷ و ﱃو ﻮﳓ ﻦﻣ ﻪﻃوﺮﺷو ﻪﺘﺤﺻ ﺮﻛذ ةأﺮﻣا ﻰﻠﻋ حﺎﻜﻨﺑ ىﻮﻋﺪﻟا ﰱو
Artinya: “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan
syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.
c. Kitab Tuhfah Juz:
حﺎـﻜﻨﻟﺎﺑ ﺔﻠﻗﺎـﻌﻟا ﺔﻐـﻟﺎﺒﻟاراﺮــﻗا ﻞﺒﻘﻳ و
Artinya : ”Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan  yang aqil baliqh“.
5. Yurisprudensi
Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam
memutus perkara yang sama. Salah satu kekhasan suatu putusan yang menjadi
yurisprudensi adalah adanya kaidah hukum baru yang dilahirkan sebagai petunjuk
dalam memutus suatu perkara. Kaidah hukum ini dapat berupa kaidah hukum
berkaitan dengan hukum formil (prosedur beracara, tentang kewenangan mengadili,
dan ketentuan-ketentuan hukum formil lainnya) dan/atau hukum materil (substansi
perkara, misalnya tentang ketentuan pembebanan nafkah, penetapan hak asuh anak,
dan sebagainya).
Lahirnya kaidah baru dalam suatu putusan yang menjadi yurisprudensi dapat terjadi
melalui beberapa cara atau mekanisme. Pertama, yaitu melalui penafsiran yang
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memperluas (penafsiran ekstensif) atau mengkonkritkan (rechtsvervijnings) makna
atau arti dari suatu bunyi ketentuan dalam perundang-undangan. Kedua, melalui
mekanisme contra legem, yaitu menetapkan suatu hukum yang bertentangan atau
berlawanan dengan makna harfiah bunyi ketentuan dalam suatu perundang-
undangan. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 105 angka (1) Kompilasi Hukum
Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak dari ibu anak tersebut. Akan tetapi dalam beberapa
putusan pengadilan yang kemudian menjadi yurisprudensi, penetapan siapa yang
memegang hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kemashalahatan anak tersebut.
Dalam beberapa kasus, penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun ditetapkan pada ayah anak tersebut, bukan kepada ibunya dengan
pertimbangan bahwa kemashalahatan dan masa depan anak akan lebih terjamin jika
dia diasuh oleh ayahnya, bukan dengan ibunya.
Sebagai sebuah sumber hukum, yurisprudensi memang tidak mengikat bagi para
hakim di Indonesia yang sistem hukumnya sudah membaurkan konsep dalam civil
law maupun common law, berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem
common law seperti USA, Kanada, dan Inggris yang menganut asas the binding
force of precedent, yaitu asas yang mewajibkan para hakim untuk mengikuti
putusan terdahulu atas perkara yang sama yang sedang ditanganinya. Pun demikian,
mengingat pentingnya yurisprudensi, terutama dalam pembinaan hukum,
penumbuhan kesadaran hukum di masyarakat, serta upaya menciptakan konsistensi
dalam putusan pengadilan atas perkara tertentu, maka hakim-hakim di Indonesia
dianjurkan untuk mempelajari dan mengetahui yurisprudensi-yurisprudensi sebagai
patronase dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang sama.
Yurisprudensi selain sebagai sumber hukum pada peradilan agama, yurisprudensi
pun diikuti dengan beberapa alasan. Pertama, Pertimbangan Psikologis. Hal ini
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biasanya terutama pada keputusan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah
Agung. Maka umumnya dalam hal untuk kasus-kasus yang sama hakim di
bawahnya secara psikologis segan jika tidak mengikuti keputusan hakim di atasnya
tersebut. Kedua, Pertimbangan Praktis Pertimbangan praktis ini biasanya
didasarkan karena dalam suatu kasus yang sudah pernah dijatuhkan putusan oleh
hakim terdahulu apalagi sudah diperkuat atau dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama atau Mahkamah Agung. Maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya
memberikan putusan yang sama pula. Di samping itu, apabila keputusan hakim
yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang menyimpang atau berbeda
dari keputusan yang lebih tinggi untuk kasus yang sama, maka keputusan tersebut
biasanya tentu tidak dibenarkan/dikalahkan pada waktu putusan itu dimintakan
banding atau kasasi. Ketiga, Pendapat Yang samaPendapat yang sama biasanya
terjadi karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain
yang terlebih dahulu untuk kasus yang serupa atau sama.
Hadirnya yurisprudensi dalam proses pengambilan keputusan oleh Hakim di
lingkungan Peradilan Agama, dilakukan ketika Hakim dihadapkan pada kasus
hukum dan memahami bahwa hukum yang ada tidak mewadahi untuk memecahkan
persoalan. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang
berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang. Pada akhirnya, keadilan
substanstif dapat diwujudkan melalui putusan hakim.
Metode yang ditempuh oleh majelis hakim dalam mengedepankan
yurisprudensi terhadap suatu peraturan pasal perundang-undangan dilakukan
melalui10 :
a. Didasarkan pada alasan Kepatutan dan Kepentingan Umum.
10Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Cet.II; Jakarta:
Kencana, 2004),  h. 45.
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Untuk membenarkan suatu sikap dan tindakan bahwa yurisprudensi lebih tepat
dan lebih unggul nilai hukum dan keadilannya dari peraturan pasal undang-
undang, mesti didasarkan atas “kepatutan” dan “perlindungan kepentingan
hukum”. Majelis Hakim harus mengevaluasi dan menganalisis secara cermat,
bahwa nilai-nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi  yang terkait
jauh potensial bobot kepatutan dan perlindungan kepentingan umumnya
dibanding dengan nilai yang terdapat dalam rumusan undang-undang.
Majelis Hakim harus mampu secara “komparatif analisis” mengkaji antara nilai
kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding nilai apa yang dirumuskan pada
pasal undang-undang yang terkait. Agar dapat melakukan komparatif analisis
yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan
profesionalisme. Tanpa modal yang seperti itu, sangat sulit seorang hakim
berhasil menyingkirkan suatu pasal undang-undang.
b. Contra legem
Metode contra legem merupakan upaya hakim yang tertuang dalam putusan
dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan, karena aturan
tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat,
sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan
bertentangan dengan aturan tersebut. Karena itu jika hakim benar-benar dapat
mengkonstruksi secara komperatif analisis bahwa bobot yurisprudensi lebih
potensial menegakkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum,
dibanding dengan suatu ketentuan pasal undang-undang maka dibenarkan
mempertahankan yurisprudensi.
c. Melenturkan ketentuan undang-undang.
Yurisrprudensi dipertahankan dengan melenturkan undang-undang dengan tetap
mempertahankan nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi dan
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berbarengan dengan itu, ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan
diperlunak dari sifat imperatif menjadi fakultatif.
Perbedaan metode ini dengan contra legem yakni dalam contra legem pasal
yang bersangkutan disingkirkan secara penuh. Keberadaan pasal itu dalam
perangkat undang-undang sama dengan tidak ada. Lain halnya dengan tindakan
mempertahankan yurisprudensi  yang dibarengi dengan pelunasan pasal
perundang-undangan. Dalam hal ini yurisprudensi tidak secara penuh
melemparkan nilai yang terkandung dalam pasal, tetapi hanya diperlunak dari
sifat imperatif menjadi fakultatif.
Yurisprudensi merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum baik materiil
maupun formil pada peradilan Agama. Yurisprudensi yang terkait dengan
pernikahan sirri adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776
K/PDT/2007, 28 Juli 2008 bahwa perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng
Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatakan pada catatan sipil dipandang
tetap sah dan penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen.
Pada putusan No. 24/PDT.G/2006/PN. Mlg. (putusan tingkat pertama pada perkara
kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007), dijelaskan dalam duduk
perkaranya bahwa sejak tanggal 26 November 1996, Tjia Mie Joeng adalah seorang
gadis yang telah mengawali hidup bersama dengan seorang jejaka, bernama Lion
Tjoeng Tjen berdasarkan pernikahan yang telah dilangsungkan secara adat Cina.
Dalam sebuah acara ritual   keluarga    pada hari   Selasa tanggal 26 November
1996.
Majelis Hakim membenarkan terjadinya perkawinan meskipun tanpa catatan sipil
diantaranya berdasarkan, surat undangan pernikahan antara Tjia Mie Joeng dengan
Lion Tjoeng Tjen yang dilaksanakan di tempat restoran “New Hongkong” pada hari
Selasa tanggal 26 November 1996 pukul 18.00  dan foto-foto prosesi pernikahan
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antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen, mulai sebelum pengantin pria
berpakaian penganti, dirumahnya, sembahyang di altar leluhur Jl. Wiromargo No.
31. A. Malang, kemudian berpakaian pengantin sebelum berangkat ke tempat
pengantin wanita, mengadakan sembahyang lagi di altar leluhur, gambar mohon
do’a restu Yulianto pada ibunya, gambar pembukaan kerudung pengantin wanita
yang dilanjutkan sembahyang bersama dihadapan altar leluhur pengantin wanita
acara minum sampai dengan acara resepsi pernikahan yang dimeriahkan dengan
Band Avia Nada, gambar-gambar pengantin pria dan wanita bersanding dan berfoto
dengan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak.
6. Pernikahan sirri tanpa muatan konflik
Pernikahan sirri yang dilakukan dengan maksud baik akan steril dari muatan
konflik (lihat diagram arah potensi konflik nikah sirri pada BAB IV bagian A.).
Pernikahan tersebut lazimnya bukan merupakan poligami liar. Pada 30 (tiga puluh)
perkara pernikahan sirri yang mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama  yang
menjadi lokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa tidak satupun pernikahan
sirri yang diisbatkan pernikahannya adalah pernikahan sirri dengan alasan poligami
liar, namun yang dominan adalah karena ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan
pernikahan (lebih jelas lihat BAB IV bagian A).
Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Harifin A. Tumpa11 bahwa Kalau
pernikahan sirri merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada
faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan. Realita maraknya
pernikahan sirri, menurutnya mempunyai dua sisi, apakah realita tersebut dilakukan
oleh pelaku nikah sirri karena kenakalan atau ada iktikad buruk, atau apakah realita
tersebut merupakan gejala umum yang tumbuh dan berkembang karena ada faktor-
11Harifin A. Tumpa, ‘Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada acara seminar sehari Problem
Hukum Keluarga antara realita dan kepastian Hukum’, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV
No. 286 September 2009 diterbikan oleh IKAHI Jakarta, h. 5
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faktor yang sifatnya tidak bisa dihindari. Kalau gejala/realita tersebut muncul
karena hanya kenakalan atau ada iktikad tidak baik, misalnya orang kawin sirri
karena tidak puas dengan pasangannya atau tidak puas dengan apa yang dia punyai,
maka kejadian tersebut tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah
menentukan dengan jelas aturan main dari suatu perbuatan hukum. Tetapi kalau
gejala/realita itu muncul karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya terdapatnya
kepaksaan diluar kemampuan untuk dihindari, sehingga harus menyimpang dari
aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan
dari hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.
Persoalan nikah sirri ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila
kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan.
Seringkali keadilan (untuk mendapatkan pengakuan dihadapan hukum)
dipertentangkan dengan kepastian hukum. Namun antara kepastian hukum dan
keadilan tidak boleh dipertentangkan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim tidak
menjadi corong undang-undang, karena bisa jadi kondisi yang diatur dalam sebuah
undang-undang hanya kontekstual pada masa undang-undang tersebut lahir. Di
samping itu, produk pengadilan tidak terlepas dari tiga hal yakni kepastian, keadilan
dan manfaat. Penetapan/putusan isbat nikah yang mengabulkan permohonan isbat
nikah paling tidak mewujudkan asas manfaat dan asas keadilan.
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dan manfaat. Penetapan/putusan isbat nikah yang mengabulkan permohonan isbat
nikah paling tidak mewujudkan asas manfaat dan asas keadilan.
C. Penyelundupan Hukum  dalam Isbat Nikah
Isbat Nikah terhadap pernikahan sirri tentu akan menimbulkan dampak hak
dan kewajiban kepada kedua pasangan. Karena adanya hak tersebut, isbat nikah
menjadi rentan terhadap penyelundupan hukum. Hak yang dimaksud misal terkait
dengan harta bersama, harta warisan, pensiunan janda, pensiunan duda dan lain
sebagainya.
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Kasus di Pengadilan Agama Makassar misalnya, pemohon pada perkara No.
154/Pdt. P/2011/PA. Mks mengajukan penetapan isbat nikah terhadap perkawinannya
dengan seorang lelaki pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1992 di Kelurahan
Bontomarannu, Kecamatan Mariso Kota Makassar, keduanya dinikahkan oleh imam
kelurahan Bontomarannu dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung
pemohon dengan mas kawin 88 real serta disaksikan oleh dua orang saksi.
Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus janda dan laki-laki tersebut
berstatus jejaka. Pernikahan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan
serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan. Tujuan mengajukan isbat
nikah untuk memperoleh tunjangan pensiun dari PT. TASPEN.
Pengadilan Agama Makassar melalui penetapannya No.154/Pdt.P/2011/PA.
Mks tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya,
mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan pernikahan pemohon dengan
lelaki tersebut yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1992 di
Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar adalah sah menurut
hukum.
Setelah penetapan No. 154/Pdt.P/2011/PA. Mks berkekuatan hukum tetap.
Pada tanggal 22 Maret 2012 lelaki yang dinyatakan menikah (pemohon PK) dengan
pemohon (termohon PK) pada perkara No.154/Pdt.P/2011, mengajukan peninjauan
kembali (PK)1 terhadap penetapan Pengadilan Agama Makassar No.
154/Pdt.P/2011/PA. Mks, menurutnya tidak benar Antara pemohon PK dan termohon
PK menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1992 karena pemohon PK tidak pernah
menikah kembali. Pemohon PK sebenarnya menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus
1Peninjauan kembali adalah pemeriksaan kembali putusan/penetapan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan peninjauan kembali karena unsur manusiawi, unsur
kebohongan, unsur ditemukan alat bukti baru dan dua putusan yang sama obyek, subyek dan pokok
perkaranya.
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1989 dengan akta nikah No. 197/2/x/1989 tanggal 2 Oktober 1989. Namun akta nikah
tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas gugatan istri pertama
pemohon PK.
Selain hal tersebut :
- Pemohon PK sebelum nikah tahun 1992 dinyatakan berstatus jejaka adalah tidak
benar karena sudah berstatus nikah dengan perempuan lain selain termohon PK.
Jumlah anak pada pengesahan nikah No. 154/Pdt.P/2011/PA. Mks sebanyak 3 orang
adalah dusta, seharusnya tiga orang.
- Umur anak pertama dan kedua tidak sesuai dengan sebenarnya.
- Pada penetapan No. 154/Pdt.P/2011/PA. Mks, termohon PK menjelaskan bahwa
pemohon PK saat pengajuan isbat nikah tidak diketahui alamat jelasnya, dengan
dasar  surat keterangan gaib dari Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa dengan Nomor 11/Sket-Gb/KTL/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus
2011, bahkan termohon PK telah berusaha mencari pemohon PK dengan cara
memasukkan di surat kabar,  sesuai dengan pemberitaan di Media Harian Fajar dan
bukti laporan Polisi. Padahal termohon PK mengetahui bahwa pemohon PK tinggal
di Selayar.
Pada kasus diatas walaupun masih dalam proses peninjauan kembali,
pemohon yang mengajukan isbat nikah memberikan keterangan yang bertentangan
dengan yang sebenarnya berdasarkan permohonan peninjauan kembali pemohon PK.
Pemohon pada perkara No. 154/Pdt.P/2011/PA. Mks melakukan hal tersebut untuk
dapat memperoleh tunjangan pensiun dari PT TASPEN. Demi kepentingan yang
bersifat pragmatis dan duniawi pemohon mengenyampingkan kebenaran-kebenaran
yang terjadi.
Percobaan penyelundupan hukum dapat pula dilihat dalam kasus permohonan
isbat nikah di Pengadilan Agama Sunggumunisa dengan nomor perkara :
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1. Nomor 06/Pdt.P/2006/PA. Sgm. Pada penetapan Nomor 06/Pdt.P/2006/PA.Sgm
dijelaskan bahwa :
- Pemohon adalah istri sah dari lelaki yang menikah pada tahun 1953 di Bajeng
dan  telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya telah dewasa.
Sewaktu pernikahan dilangsungkan, pemohon dinikahkan oleh Imam kampung
Bajeng dengan wali mujbir (ayah kandung) dengan mas kawin/mahar 2 (dua)
gram emas, dan disaksikan oleh dua orang, sesuai dengan surat penyaksian
pernah nikah Nomor KK.21.02.6/PW.01/24/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006.
Pemohon tidak pernah memiliki surat nikah, karena pernikahan pemohon tidak
didaftar karena disebabkan sistem administrasi pencatatan nikah waktu itu belum
diatur seperti sekarang ini. Antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada
halangan untuk melakukan perkawinan. Pemohon hanya satu kali menikah yaitu
dengan lelaki tersebut, demikian juga sebaliknya suami pemohon hanya satu kali
menikah yaitu dengan pemohon. Sejak menikah pemohon tidak pernah bercerai.
Sewaktu hidupnya, suami pemohon berstatus sebagai anggota Veteran Republik
Indonesia dan diberikan tunjangan yang diterima setiap bulan.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006, suami pemohon meninggal dunia sehingga
hak-hak sebagai anggota Veteran  beralih kepada pemohon. Bahwa untuk
menerima tunjangan dan hak-hak suami pemohon sebagai Veteran diperlukan
isbath nikah dari Pengadilan Agama karena instansi yang berwenang tidak dapat
melayani sebelum persyaratan tersebut dipenuhi.
- Dalam pertimbangannya majelis hakim mengemukakan bahwa untuk
menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa surat
keterangan kematian No.04/KLKB/III/2006 atas nama Mallaleang Dg. Pali yang
dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kalebajeng pada tanggal 20 Maret 2006 dan telah
mengajukan 2 orang saksi  di bawah sumpah di depan persidangan, masing-
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maasing bernama Muh. Jufri Dg. Ngewa dan Karamang bin Cole pada pokoknya
menerangkan bahwa lelakiMallaleang Dg. Pali telah meninggal dunia pada bulan
Maret 2006.
- Bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah sejalan atau telah memperkuat
bukti P.1, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh
fakta  bahwa lelaki Mallaleang Dg. Pali telah meninggal dunia di Kelurahan
Kalebajeng  pada tanggal 14 Maret 2006 karena sakit.
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa Mallaleang Dg.
Pali telah menikah dengan perempuan  Cakuna Dg. Sunggu pada tahun 1953 dan
dari perikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang kini semuanya telah
dewasa dan berkeluarga, saksi-saksi tahu hal tersebut karena saksi-saksi melihat
langsung pernikahan tersebut, meskipun saksi-saksi disaat itu masih anak-anak
atau belum dewasa.
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan bukti P.3 dengan
petikan surat keputusan tentang pemberian tunjangan Veteran Republik
Indonesia tertanggal 6 September 1995 dan dalam surat keputusan tersebut
menunjuk langsung perempuan Cakuna Dg. Sunggu sebagai istri Mallaleang Dg.
Pali yang berhak menerima tunjangan.
- Bahwa selain itu, ternyata di depan persidangan tidak ditemukan suatu bukti-
bukti yang menunjukkan bahwa antara Mallaleang Dg. Pali dengan perempuan
Cakuna Dg. Sunggu terdapat larangan-larangan  untuk melangsungkan
perkawinan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal
49 Kompilasi Hukum Islam, demikian pula berdasarkan  keterangan saksi-saksi
pada pokoknya menerangkan  bahwa selama lelaki Mallaleang Dg. Pali membina
rumah keluarga dengan perempuan Cakuna Dg.Sunggu tidak ada pihak-pihak
yang pernah  mengajukan keberatan atas perkawinannya, sehingga berdasarkan
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pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
perkawinan antara Mallaleang dengan perempuan Cakuna Dg. Sunggu
dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam, sebab sekiranya tidak demikian,
tentulah perkawinan tersebut, akan menuai protes atau keberatan dari masyarakat
terutama dari pihak keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Mallaleang Dg. Pali
dengan perempuan Cakuna Dg. Sunggu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan asal usul atau identitas Mallaleang Dg. Pali sekaligus asal
usul atau identitas perempuan Cakuna Dg. Sunggu.
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan
saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta
sebagai berikut :
a. Bahwa Mallaleang Dg. Pali lahir di Bontonompo pada tahun 1916 (berumur
90 tahun) sedangkan Cakuna Dg. Sunggu lahir di Limbung pada tahun 1938
(berumur 68 tahun).
b. Bahwa ayah kandung Mallaleang Dg. Pali bernama B. Dg. Sore dan ibu
kandungnya bernama S. Dg. Paneng, adapun ayah kandung perempuan
Cakuna Dg. Sunggu bernama Puang Panre dan ibunya bernama B. Dg. Kebo.
c. Bahwa usia perkawinan Mallaleang Dg. Pali dengan Cakuna Dg. Sunggu
telah berlangsung selama 53 tahun.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana perempuan Cakuna Dg. Sunggu
telah berumur 68 tahun dan telah membina rumah tangga dengan lelaki
Mallaleang Dg. Pali selama 53 tahun, sehingga pada usia yang sesenja itu
seharusnya perempuan Cakuna Dg. Sunggu sudah banyak perubahan-perubahan
baik dari segi warna kulit, rambut gigi maupun dari segi keadaan wajah, dan hal
yang demikian ini tidak ditemukan pada diri pemohon, sebab pemohon yang
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tampil di depan persidangan, kelihatan lebih muda dari usia yang tersebut dalam
permohonan.
- Bahwa selain itu, ternyata bahwa pemohon yang tampil di depan persidangan
memberikan keterangan yang pada pokoknya  menyatakan tidak tahu siapa lelaki
yang bernama Puang Panre dan siapa perempuan yang bernama B. Dg. Kebo,
bahkan pemohon menerangkan di depan persidangan  bahwa lelaki dan atau
perempuan tersebut adalah orang tua para saksi.
- Bahwa dari keterangan pemohon tersebut, kuat alasan bagi Majelis Hakim
bahwa pemohon, bukanlah perempuan  yang bernama Cakuna Dg. Sunggu,
sebab sekiranya pemohon adalah Cakuna Dg. Sunggu, tentulah ia akan tahu
persis lelaki yang bernama  Puang Panre dan perempuan yang bernama  B. Dg.
Kebo, sebab kedua orang ini adalah orang tua Cakuna Dg. Sunggu.
- Bahwa demikian pula pihak pemohon memberikan keterangan di depan
persidangan bahwa ayah kandung pemohon bernama Maudu dan Ibu kandung
pemohon bernama Dangri kedua orang tersebut, oleh pihak pemohon
menyatakan  tidak pakai nama lain, nama alias atau Daeng, sehingga berdasarkan
keterangan pemohon sendiri di depan persidangan, maka orang tua pemohon
yang tampil di depan persidangan sangat berbeda dengan nama orang tua Cakuna
Dg. Sunggu yang sebenarnya.
- Bahwa meskipun kedua orang saksi pemohon di depan persidangan, pada
pokoknya menerangkan  di bawah sumpah bahwa pemohon adalah Cakuna Dg.
Sunggu, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengikat atau tidak
mengharuskan Majelis Hakim tunduk pada keterangan saksi-saksi tersebut,
bahkan Majelis Hakim bebas memberikan penilaian  terhadap keseluruhan bukti-
bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti surat, terlebih lagi saksi-saksi.
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- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan
telah terbukti bahwa pemohon yang tampil di depan persidangan  bukanlah
perempuan yang bernama Cakuna Dg. Sunggu, sehingga dengan demikian
permohonan pemohon, baik dilihat dari segi pihak berperkara, positanya,
maupun petitumnya, dinilai cacat, karenanya permohonan pemohon dinyatakan
tidak diterima.
Percobaan penyelundupan hukum tersebut terungkap dengan jelas oleh
majelis hakim dalam proses persidangan. Menurut M. Basyir2, Ketua Majelis yang
menyidangkan perkara tersebut : Dalam persidangan, M. Basyir melihat adanya
ketidaksesuaian antara umur istri dengan fisik istri. Tanda-tanda fisik istri, misalnya
kulit kriput dan badan tidak tegap tidak diketemukan serta warna rambut yang
kelihatannya di semir putih. Rasa penasaran M. Basyir akhirnya melakukan
penelitian di lapangan. Ia pun melakukan penelitian di alamat yang tercantum di
surat permohonan. Setelah bertanya kesana kemari, alamat itupun ia dapatkan.
Kemudian ia melakukan wawancara kepada beberapa tetangga pemohon, hasil
wawancara menunjukkan keanehan, karena ternyata istri  pertama lelaki tersebut
telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu.
2. Perkara No. 107/Pdt.P/2007/PA. Sgm. Pada Penetapan No. 107/Pdt.P/2007/PA.
Sgm menjelaskan bahwa :
- Ti’no berumur 84 tahun sebagai pemohon mengemukakan dalil-dalil
permohonan bahwa pemohon adalah istri sah dari Yusuf Deceng yang telah
menikah pada tanggal 5 Februari 1957 di Gallang, Desa Bilanrange, Kecamatan
Parigi, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh Calong (imam kampung Galang),
22 Drs. M. Basyir, SH., MH, hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 17
Mei 2012, di Pengadilan Agama Sungguminasa.
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mahar uang 16 real tunai, yang menjadi wali yaitu Juma (ayah kandung
pemohon) dan disaksikan oleh Nyambe dan Sala Rancing.
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah
mengajukan bukti P1 sampai P3, namun ketiga bukti tersebut tidak ada yang
relevan dengan dalil pemohon tentang pernikahannya, karena ketiga bukti
mengenai perkawinan pemohon tersebut dikesampingkan.
- Bahwa pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dan
ketiga saksi tersebut meskipun telah memberikan keterangan dibawah sumpah,
namun majelis hakim tidak terikat pada keterangan yang diajukan oleh saksi-
saksi, melainkan majelis bebas memberikan penilaian terhadap keterangan saksi-
saksi tersebut. Bahwa saksi ruddin Colleng bin colleng pada pokoknya
menerangkan tidak melihat perkawinan pemohon tersebut karena ia tidak
sekampung, demikian pula saksi Siung bin Sadang pada pokoknya menerangkan
bahwa saksi yang baru berumur sekitar 65 tahun, tidak ingat lagi persis hari
kemerdekaan Indonesia karena saat itu saksi masih kecil. Dan saksi Siung bin
Sadang menerangkan bahwa umur saksi sedikit lebih muda daripada umur
pemohon.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan sebagai
berikut : saksi Ruddin Colleng dan Siung tidak melihat dan tidak mengetahui
persis perkawinan pemohon dengan lelaki Yusuf Deceng, saksi Siuang bin
Sadang seumur dengan pemohon, sedangkan umur saksi tersebut baru menjelang
65 tahun. Pemohonlah yang lebih duluan menikah dari saksi Siung bin Sadang
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa umur
pemohon saat ini tidak jelas, sebab menurut dalil permohonannya tersebut
pemohon telah berumur 84 tahun, sedangkan menurut keterangan saksi,
pemohon baru berumur sekitar 65 tahun.
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- Bahwa keterangan saksi Siung yang pada pokoknya menyatakan seumur dengan
pemohon dan atau pemohon baru berumur 65 tahun, telah sejalan dengan
keadaan, ciri atau tanda-tanda yang nampak pada diri pemohon di depan
persidangan.
- Bahwa selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan bahwa ia telah berumur 84
tahun, oleh majelis hakim dinilai tidak sesuai dengan keadaan pemohon yang
sebenarnya, sebab orang yang telah berumur 84 tahun, sudah seharusnya nampak
tanda-tanda ketuaan pada diri pemohon, mulai dari ujung kaki hingga ujung
rambut, padahal pada diri pemohon, belum ditemukan hal-hal yang demikian.
- Berdasarkan hal itu, maka dalil pemohon yang menyatakan telah berumur 84
tahun, tidak didukung oleh bukti-bukti dan atau kenyataan di depan persidangan,
dan sekiranya perempuan yang bernama Ti’no itu benar-benar telah berumur 84
tahun, pemohon yang tampil di depan persidangan bukanlah perempuan yang
bernama Ti’no.
- Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa ia telah menikah tahun 1957 di
Gallang, sehingga berdasarkan dalil permohonan tersebut, maka usia perkawinan
pemohon dengan lelaki Yusuf Deceng sudah berjalan 50 tahun lamanya,
sedangkan menurut bukti P1 berupa fotokopi kartu keluarga menunjukkan bahwa
lelaki yusuf deceng lahir tahun 1954 sehingga berdasarkan bukti P1 tersebut,
diperoleh keterangan bahwa suami pemohon baru berumur 53 tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan dan atau pertimbangan tersebut, maka kalau
pemohon menikah dengan lelaki Yusuf Deceng pada tahun 1957 maka pada saat
perkawinan pemohon tersebut, usia lelaki Yusuf Deceng baru 3 tahun.
- Bahwa demikian pula saksi Siung menerangkan bahwa pemohon baru dikaruniai
anak setelah perkawinan berlangsung sekitar 10 tahun, sehingga kalau demikian
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halnya, maka anak pemohon seharusnya dilahirkan sekitar tahun 1964, bukan
dilahirkan tahun 1978.
- Bahwa karena adanya berbagai dalil pemohon yang belum jelas dan atau
bertentangan dengan dalil-dalil pemohon lainnya, dan atau bukti-bukti yang
ditemukan di depan persidangan, maka dalil-dalil permohonan pemohon
dinyatakan kabur dan oleh karena itu tidak diterima.
Kasus percobaan penyelundupan hukum pada perkara Nomor
154/Pdt.P/2011/PA.Mks dan perkara Nomor 6/Pdt.P/2006/PA. Sgm dilakukan oleh
pemohon isbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan tunjangan vetran.
Penyelundupan hukum yang terkait dengan masalah harta, nampaknya melupakan
pesan-pesan dalam al-Qur’an dan Hadis. Misalnya dalam Q. S. al-Nahl/16: 30.
                                       
Terjemahnya :
Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah
diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah telah menurunkan)
kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan)
yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah
Sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.3
Ayat di atas menegaskan pentingnya perhatian seseorang kepada akhirat
dibanding perhatiannya kepada dunia. Perintah itu dilandasi pada rahmah tuhan kepada
manusia, karena manusia di dunia memiliki umur yang sangat terbatas jika dibanding
dengan kehidupan akhirat yang kekal.  Namun demikian, bukan berarti bahwa ketika
manusia lebih mengutamakan akhirat, maka kehidupan dunianya menjadi sengsara,
atau sebaliknya karena akhirat, dunia dilupakan.4 Islam pun mengingatkan antara lain
dalam Q. S. al-Qashash/28: 77.
3Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 267.
4Muammar Bakry, op.cit., h. 203
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                              
     
Terjemahnya :
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.5
Ayat lain menegaskan agar manusia menikmati fasilitas yang ada di muka
bumi, Q. S. al-A’raf/7:32 :
                                 
        
Terjemahnya :
Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan)
bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk
mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu
bagi orang-orang yang mengetahui.6
Menanggapi ayat-ayat Tuhan khususnya pada masalah ini, selayaknya tidak
dipahami secara terpisah atau parsial, melainkan secara komprehensif dalam rangka
menemukan konsep yang utuh dari ayat-ayat Tuhan tentang menyikapi kehidupan
dunia dan akhirat secara proporsional.
Dengan tugas yang diemban sebagai khalifah dapat diketahui bahwa tujuan
manusia bukan untuk meninggalkan dan berpaling dari dunia, sebaliknya pula dengan
kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memakmurkan alam ini bukan bertujuan
agar terlena, terpesona dan terperdaya oleh fitnah dunia, akan tetai dengan dunia
5Departemen Agama RI., op.cit.,  h. 385.
6 Ibid., h.154.
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sebagai alamnya yang fana, ia dapat menemukan akhirat yang baqa. Orang yang
terpedaya dengan dunia dengan tidak mengindahkan kepentingan akhirat, janji Tuhan
padanya akan mendapat azab di akhirat yang nilainya lebih dahsyat dibanding azab di
dunia, disebutkan dalam Q. S. al-Taubah/9:81,
                              
         
Terjemahnya :
orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan
tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad
dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata:
"Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini".
Katakanlah: "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka
mengetahui.7
Mewaspadai api neraka merupakan tindakan menjaga diri dari bahaya yang
amat dahsyat di akhirat. Salah satu langkah utama menghindari azab tersebut yaitu
menjaga amalan-amalan yang berkaitan dengan kepentingan akhirat galibnya adalah
karena terlena dengan kepentingan dunia semata dengan anggapan bahwa dunia adalah
segala-galanya.
Dua kasus yang terjadi Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama
Sungguminasa yang terjadi menjadi salah satu sebab dalam Pedoman Teknis
Adiminstrasi dan Teknis Peradilan Agama menganjurkan agar majelis hakim bersikap
hati-hati dalam menerima permohonan isbat nikah. Sehingga dalam proses isbat nikah
tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelendupan hukum untuk
mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak-hak waris atau
hak-hak lain atas kebendaan.
Untuk meminimalisir penyelendupan hukum maka Mahkamah Agung
membuat acara yang sedemikian rupa, agar hal tersebut tidak terjadi. Langkah-langkah
7 Ibid., h.188.
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antisifatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ketika menerima permohonan isbat
nikah adalah :
1. Mengumumkan Permohonan Isbat nikah.
Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim,
membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk
mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak
tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-
kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/mahkamah
syariyah. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah
berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim
segera menetapkan hari sidang.
Pengumuman selama 14 hari di media, memiliki kesamaan dengan
pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan pada proses
pencatatan perkawinan yang meliputi : pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan
pelaksanaan akad nikah. Pengumuman tersebut  bertujuan untuk  memberitahukan
kepada masyarakat, bila ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang
diajukan oleh yang bersangkutan, dapat ikut terlibat sebagai pihak dalam
permohonan isbat nikah tersebut.
2. Pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang
jelas.
Permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan
yang jelas serta konkrit misalnya tujuan pengesahan nikah untuk mendapatkan
tunjangan vetran, akta kelahiran dan lain sebagainya. Mengemukakan alasan dan
kepentingan yang mendasari permohonan isbat nikah, akan memudahkan majelis
Hakim untuk melihat apakah permohonan tersebut dengan iktikad baik atau tidak,
apakah permohonan tersebut terdapat penyelendupan hukum atau tidak.
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3. Permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius.
Bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak
mengajukan permohonan sebagai pihak termohon jika proses pemeriksaan
permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri,
produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya
hukum banding dan kasasi.
Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah ditemukan indikasi
dan fakta bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan
perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dilibatkan menjadi pihak dalam
berperkara. Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, Jika
pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu
sebagai pihak.
Demikian pula, sekiranya dalam pernikahan yang kedua yang dilaksanakan
secara sirri, bermaksud untuk diisbatkan maka istri pertama yang sah harus
dilibatkan sebagai pihak. Dalam kasus ini penyatuan ijin poligami dan isbat nikah
dalam satu perkara dimungkinkan dilakukan. Hal tersebut ditemukan dalam
penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 290/Pdt.G/2009/PA. Bjb.
Pada perkara No. 290/Pdt.G/2009/PA. Bjb., dijelaskan bahwa :
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 20 Januari
1995 menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun tidak dicatat secara resmi pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pernikahan Pemohon I yang
kedua dengan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah).
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,
dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan
ke Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan
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Penggugat tentang permohonan isbath nikah telah sesuai dengan hukum, oleh
karena itu dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Termohon ditambah dengan
Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : K/7/I/2/83, tanggal 27 September 1983
(Pm.3), maka telah terbukti antara Pemohon I dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah;
- Bahwa permohonan isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II (pernikahan kedua
Pemohon I) yang dilangsungkan pada Tahun 1995 tidak melalui ijin poligami
sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan pula pernikahan yang dilangsungkan
tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2  ayat (2) dan Pasal
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara
Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-
undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan kondisi dan keadaan para Pemohon dan Termohon sebagaimana
tersebut, Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih
dahulu akan memeriksa permohonan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon
II)  dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan poligami Pemohon I,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan keterangan para
Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan
keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta yang
terungkap di persidangan : bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah
terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I telah beristri dan Pemohon II
berstatus bujang; Bahwa Pernikahan kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah
diketahui dan diizinkan oleh atasan Pemohon I dan Termohon tidak keberatan;
Bahwa Pemohon I telah sanggup untuk berlaku adil dan mempunyai
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penghasilan lebih dari cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya;
Bahwa adanya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengganggu
kehidupan rumah tangga terdahulu antara Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa
Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali ayah kandung
Pemohon II yang diwakilkan pada Penghulu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
cerai, tidak pernah kawin lagi dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah
ada  masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan :Pemohon II telah dikaruniai dua
orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah disamping
guna  kelengkapan  dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak yang
dilahirkan pada pernikahan kedua Pemohon I dan berangkat haji;
- Bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil syara’, Q. S. al-Nisa/4:3
                           
          
Terjemahnya :
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya”.8
- Bahwa  Majelis Hakim mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam Kitab
Tuhfah Juz IV halaman 133.
8 Ibid., h.77.
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- Bahwa para Pemohon mengajukan permohon Isbath Nikah sebagaimana terurai
dalam persidangan, untuk kepentingan akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I
dan Pemohon II serta untuk berangkat haji, maka Majelis Hakim berpendapat
kepentingan anak-anak para Pemohon tidak dapat terakomodir manakala tidak
adanya bukti pernikahan orangtuanya kecuali ada hal-hal yang menghalangi
secara syar’i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan
nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian
dalam kondisi “dharuriah” sebagaimana kaidah “kemadharatan dapat
membolehkan hal-hal yang dilarang”
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf  (c) Kompilasi Hukum Islam; serta
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat
cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat
dikabulkan;
Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak
lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan
istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat
mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli
waris lainnya  sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan
tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
Namun isbat nikah tidak selamanya bersifat kontentius, bila isbat nikah
yang diajukan oleh kedua suami istri maka bersifat voluntair, produknya berupa
penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami
dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya
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hukum kasasi. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau
salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan
dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah
dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal.
Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli
waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair,
produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak,maka
pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
4. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan
perlawanan.
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan isbat nikah dalam hal : pertama, proses pemeriksan
permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair,
produknya berupa penetapan. Kedua, Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh
istri atau suaminya mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan
mendudukkan ahli waris lainnya  sebagai pihak termohon, produknya berupa
putusan. Dapat melakukan perlawanan berupa kasasi pada kasus yang pertama dan
berupa banding dan kasasi pada kasus yang kedua, yang ditujukan kepada
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah yang memutus, setelah mengetahui ada
penetapan isbat nikah.
5. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan
intervensi selama masih dalam proses.
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam
perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam hal : pertama, Proses pemeriksaan
permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat
kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan
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permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Kedua, Apabila
dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih
terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu
tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Dan Ketiga, Permohonan isbat
nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan
harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris
lain sebagai termohon. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan intervensi kepada
Pengadilan atau Mahkamah Syariyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut
selama perkara belum diputus.
Intervensi tidak diatur dalam HIR dan Rbg., demikian pula dalam undang-
undang peradilan agama. Intervensi diatur dalam RV. Pasal 279 hingga pasal 282,
namun demikian pasal dalam RV tersebut berlaku juga dalam proses persidangan di
pengadilan agama. Yang dimaksud dengan intervensi adalah suatu aksi hukum oleh
pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara yang
sedang berlangsung antara kedua pihak yang berperkara. Intervensi terbagi atas
tussenkomst, voeging dan vrijwaring.9
Tusenkoms adalah aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang
sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua
pihak yang sedang berperkara. Dengan keterlibatannya pihak ketiga sebagai pihak
yang berdiri sendiri dan membela kepentingannya, maka pihak ketiga ini melawan
kepentingan penggugat dan tergugat yang sedang berperkara, pihak ketiga tersebut
disebut intervenent. .
Ciri-ciri tussenkomst : sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri
sendiri, adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan
9Ahmad Mujahidin, op. cit., h. 223-228.
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haknya  yang mungkin terancam, melawan kepentingan kedua belah pihak yang
berperkara dan dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
Syarat-syarat mengajukan tussenkoms adalah merupakan tuntutan hak, adanya
kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung, kepentingan tersebut
harus ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung dan
kepentingan mana untuk mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak ketiga.
Keuntungan tussenkooms adalah prosedur berperkara dipermudah dan
disederhanakan, proses berperkara dipersingkat, terjadi penggabungan tuntutan dan
mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.
Mengenai prosedur acaranya adalah pihak ketiga yang berkepentingan
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan melawan pihak yang
sedang bersengketa dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang dilawan
tersebut. Surat gugatan disusun seperti gugatan biasa dengan memuat identitas,
posita dan petitum. Surat gugatan tersebut diserahkan kepada meja I yang
selanjutnya diproses seperti gugatan biasa, dengan membayar biaya tambahan panjar
perkara tetapi tidak diberi nomor perkara baru melainkan memakai nomor perkara
yang dilawan tersebut dan dicatat dalam register, nomor dan kolom yang sama.
Yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama adalah mendisposisikan
kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Kemudian ketua majelis
mempelajari gugatan intervensi tersebut bersama pihak lawan. Terhadap intervensi
tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak
intervensi tersebut. Apabila dikabulkan maka intervenient ditarik sebagai pihak
dalam sengketa yang sedang berlangsung.
Voeging yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan
memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat
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untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat. Perbedaanya dengan
tussenkomst adalah keberpihakannya ditujukan langsung kepada pihak tergugat.
Ciri-ciri  voeging adalah sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak
kepada salah satu pihak dari penggugat atau tergugat, adanya kepentingan hukum
untuk melindungi dirinya sendiri dengan jalan membela salah satu yang bersengketa
dan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
Syarat-syarat untuk mengajukan voeging adalah merupakan tuntutan hak,
adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada
tergugat dan kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara
yang sedang berlangsung.
Keuntungan voeging adalah prosedur beracara dipermudah, proses berperkara
dipersingkat, terjadinya penggabungan tuntutan dan mencegah timbulnya putusan
yang saling bertentangan.
Prosedur acaranya adalah pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mencampuri yang sedang
bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat untuk bersama-sama salah satu pihak
menghadapi pihak lain guna kepentingan hukumnya. Permohonan dibuat seperti
gugatan biasa dengan menunjuk  nomor dan tanggal perkara yang akan diikutinya
itu. Permohonan voeging dimasukkan pada meja pertama dan diproses oleh kasir
dan meja II sampai pada ketua, kemudian ketua pengadilan agama menyerahkan
berkas tuntutan itu lewat panitera kepada majelis hakim yang menangani perkara itu,
kemudian majelis hakim memberikan penetapan, dengan isi penetapan menolak atau
menerima pihak ketiga untuk turut campur dalam sengketa tersebut, apabila
dikabulkan, maka permohonan ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang
berlangsung.
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Vrijwaring merupakan penarikan pihak ketiga dalam perkara atau suatu aksi
hukum yang dilakukan tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara guna
menjamin kepentingan tergugat menghadapi gugatan penggugat. Adapun ciri-ciri
vrijwaring adalah merupakan penggabungan tuntutan, salah satu pihak yang
bersengketa menarik pihak ketiga di dalam sengketa dan keikutsertaan pihak ketiga,
timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.
Tujuan salah satu pihak menarik pihak ketiga adalah agar pihak ketiga yang
ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung, akan membebaskan pihak yang
memanggilnya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.
Prosedur vrijwaring, tergugat dalam jawabannya atau dupliknya memohon
kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya agar pihak ketiga yang
dimaksudkan oleh tergugat sebagai penjamin ditarik masuk ke dalam proses perkara
untuk menjamin tergugat. Majelis Hakim dengan penetapan yang dimuat dalam
berita acara persidangan memerintahkan memanggil pihak ketiga tersebut dalam
persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan vrijwaring bersama-sama
penggugat dan tergugat. Dari hasil pemeriksaan itu, hakim menjatuhkan putusan sela
untuk menolak atau mengabulkan permohonan vrijwaring tersebut, apabila
dikabulkan maka pihak ketiga ditarik masuk dalam proses perkara tersebut.
6. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan
pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan
Agama.
Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak
dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut, sedangkan permohonan tersebut
telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah syariyah, dapat mengajukan
gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syariyah tersebut. Hal tersebut dimungkinkan dalam hal : pertama,
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Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami
atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak
mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan.
Kedua, Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa
suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka
istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam berperkara. Dan Ketiga,
Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang
berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri
dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
Nikah sirri yang diajukan untuk pembatalan nikah misalnya perkara No.
68/Pdt.G/2012/PA. Sgm. Dari surat gugatan perkara tersebut menjelaskan bahwa istri
sebagai penggugat I, mengajukan pembatalan nikah terhadap suami sebagai tergugat I,
istri sirri sebagai tergugat II dan Pegawai Kantor Urusan Agama sebagai turut tergugat.
Meskipun antara tergugat I dan tergugat II menikah dihadapan turut tergugat selaku
Pegawai Kantor Urusan Agama pada hari ahad tanggal 27 Maret 2011 atau 22 rabiul
akhir 1432 H, sesuai kutipan akta nikah No. 50/01/III/2011, namun menurut penggugat
selaku istri pertama yang legal, tergugat I tidak pernah dimintai izin dan tergugat I tidak
pernah mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama yang berwenang.10
Dalam pembuktian dipersidangan terungkap bahwa tergugat I
menyembunyikan statusnya bahwa tergugat I telah menikah dengan penggugat
sehingga meskipun pernikahan antar tergugat I dan tergugat II sudah dikuatkan dengan
adanya kutipan Akta Nikah, namun oleh karena terdapat data yang dipalsukan. Karena
itulah majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II
mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi/ melanggar ketentuan pada Pasal 3
10Lihat Gugatan pembatalan nikah pada Perkara gugatan pembatalan nikah Pengadilan Agama
Sungguminasa No. 68/Pdt.G/2012/PA. Sgm, h. 1 dan 5.
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ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis.
Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum
Islam, mengenai prosedur beristri lebih dari seorang. Karena itulah penerbitan Buku
Kutipan Akta Nikah tergugat I dan tergugat II, meskipun secara administrative telah
terpenuhi, namun oleh karena data yang disampaikan di dalam bertentangan dengan
keadaan yang sebenarnya, maka Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak
berkekuatan hukum.11





Pertama, Pada penelitian penulis di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan
Agama Watampone, Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama Sungguminasa dan
Pengadilan Agama Takalar, ditemukan 30 (tiga puluh) perkara isbat nikah terhadap
pernikahan sirri yakni pernikahan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan sirri yang mengajukan
permohonan isbat nikah adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan-alasan
sebagai berikut :
1. Faktor fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan,
mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi
dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara. Selain itu sebagian
masyarakat muslim ada yang berpegang teguh kepada fikih tradisional, pemahaman
mereka bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut
dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor
Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman
Rasulullah saw. dan merepotkan saja. Para pelaku nikah sirri baru menyadari
pentingnya pencatatan setelah sepuluh tahunan lebih hingga tiga puluh tahunan
lebih  berumah tangga, ketika terbentur pada suatu masalah dimana akta nikah
adalah satu-satunya jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut, barulah mereka
mengajukan isbat nikah di peradilan agama.
2. Silariang yang disebabkan mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang
tua atau walinya menjadi alasan mengapa perkawinan tidak tercatat.
3. Kelalaian imam sebagai pembantu pegawai pencatat nikah yang tidak menyerahkan
data-data pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sehingga data perkawinan para
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pemohon tidak terakomodir dalam buku register perkawinan di Kantor Urusan
Agama.
4. Pelaksanaan perkawinan di muka pejabat. Namun  pejabat tersebut bukan pejabat
resmi dan sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan.
5. Pernikahan diluar negri. Perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri sangat
menyulitkan suami atau istri untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan
Agama di Indonesia.
Motif pengajuan isbat nikah para pelaku nikah sirri disamping sebagai dasar
dilakukannya pencatatan pernikahan. Juga sebagai kelengkapan berkas untuk
mendapatkan tunjangan vetran, janda, CPNS dan PNS, keimigrasian (melaksanakan
ibadah haji dan kerja di luar negri), dan akta kelahiran.
Kedua, Dasar pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Agama Makassar,
Watampone, Sungguminasa dan Takalar, melegalkan pernikahan sirri dengan isbat
nikah adalah :
1. Berdasar pada kemaslahatan yang ingin diwujudkan pada para pemohon nikah sirri
yang bertujuan agar pernikahannya dilegalkan. Isbat nikah terhadap pernikahan
sirri, untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kemaslahatan agama karena dengan Isbat nikah, misalnya : para pelaku nikah sirri
akan mudah melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah haji
yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat
nikah, misalnya : para pelaku nikah sirri akan mendapatkan status sebagai istri sah
sehingga PT. TASPEN dapat memberikan hak-hak sebagai istri sah bila suaminya
yang semasa hidupnya adalah seorang PNS. Kemaslahatan akal karena dengan isbat
nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah sirri akan mendapatkan akta
kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk
mengikuti pendidikan formal. Kemaslahatan keturunan karena dengan isbat nikah,
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misalnya; anak yang lahir dari pernikahan sirri akan mendapatkan pengakuan
hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. Kemaslahatan harta karena dengan isbat
nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan sirri akan saling mewarisi.
2. Berdasar pada pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Majelis Hakim tidak melihat huruf-huruf pada
ayat (3) pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu kesatuan, bahkan dari
pertimbangan-pertimbangan perkara tersebut, huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi
Hukum Islam, yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tidak dijadikan filter untuk
menolak legalitas pernikahan sirri.
3. Pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan. pernikahan sah
secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya
rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan
pencatatan yang diatur pada ayat (2) pasal tersebut merupakan tindakan
administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya
perkawinan yang telah disahkan itu. Serta tidak dikategorikan sebagai nikah fasid.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007.
5. Pernikahan sirri tanpa muatan konflik yang dilakukan dengan maksud baik dan
steril dari muatan konflik
6. Pendekatan qauli dengan mendasarkan pertimbangan putusan berdasarkan pendapat
para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah).
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Ketiga, langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum
dalam isbat nikah adalah mengumumkan permohonan Isbat nikah, pengajuan isbat
nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan
isbat nikah diajukan secara kontentius, pihak yang dirugikan terhadap permohonan
isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, pihak yang dirugikan terhadap
permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam
proses dan pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat
mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus
Pengadilan Agama.
B. Implikasi Penelitian
Perintah pencatatan pernikahan pada pasal 2 ayat 2 undang-undang
perkawinan kurang mampu membendung pernikahan sirri. Nikah sirri dengan berbagai
alasan terjadi pada masyarakat dalam berbagai kalangan. Terlebih pernikahan sirri
didukung oleh pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan sah walaupun tanpa
pencatatan. Pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Pendapat inilah yang
berkembang dan masih dianut oleh masyarakat hingga kini.
Maraknya pernikahan sirri, mengakibatkan banyak korban terutama terhadap
anak dan istri. Bila hal tersebut dibiarkan akan mendatangkan kerugian yang
berkepanjangan. Karena itulah negara memberikan solusi dengan pengajuan isbat nikah
di peradilan agama. Namun sayangnya isbat nikah dibatasi oleh perkawinan sebelum
berlakunya undang-undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1
Tahun 1974). Pernikahan sirri setelah berlakunya undang-undang perkawinan, hanya
dapat diisbatkan bila ingin melakukan perceraian.
Padahal pernikahan sirri bisa saja terjadi dengan niat yang baik dan bersih
dari muatan konflik. Karena itu pembatasan isbat nikah pada Kompilasi Hukum Islam
256
sudah tidak sesuai lagi rasa keadilan masyarakat. Pembatasan tersebut akan
memberikan dampak  sosial yang lebih besar, oleh karena itu Nikah sirri dapat saja
mengajukan isbat nikah walaupun pernikahannya setelah undang-undang perkawinan.
Pembatasan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak kondusif lagi. Terlebih bila
mengingat bahwa isbat nikah merupakan pencatatan perkawinan dalam bentuk yang
lain.
Para pemegang kekuasaan legislatif, seharusnya membuat regulasi baru yang
dapat mengakomodir pelegalan nikah sirri, begitu pula pemegang kekuasaan yudikatif
meskipun pelegalan nikah sirri tersebut telah dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri
bahwa masih banyak para hakim yang berpikir legalistik, yang tidak sependapat bila
nikah sirri dapat disahkan. Hakim bukan corong undang-undang, hakim dapat
mengenyampingkan aturan yang tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Meskipun nikah sirri dapat dilegalkan dengan isbat nikah, bukan berarti nikah
sirri dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya nikah sirri tidak dilakukan,
karena ada jarak waktu antara pernikahan sirri yang dilakukan dengan pelegalan nikah
sirri melalui isbat nikah di peradilan agama, itupun belum tentu dikabulkan. Selisih
waktu tersebut mungkin akan merugikan pihak-pihak tertentu terutama istri dan anak.
Terlebih walau bagaimanapun pernikahan yang tercatat lebih mulia daripada
pernikahan sirri yang dilegalkan oleh isbat nikah, hal tersebut didasari salah satunya
dari sudut kemaslahatan untuk anak dan istri.
Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih menyisakan
berbagai macam persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam dan lebih luas. Mungkin
karena segala keterbatasan yang penulis miliki. Walaupun sebenarnya penelitian yang
penulis lakukan telah maksimal dilakukan namun tidak menutup kemungkinan metode
penelitan memiliki kelemahan atau terdapat metode lain yang lebih tepat dan data-data
yang penulis kumpulkan dan analisa, bisa saja masih terdapat data-data yang lebih
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penting dan akurat namun penulis belum ketemukan karena itu masih terbuka
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